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Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjaga dan mempertahankan kualitas
pengelolaan Perguruan Tinggi di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru
Nasional, diperlukan panduan pengelolaan penjaminan mutu;
b. Bahwa sebagaimana disebut dalam poin a diatas, maka dipandang perlu
untuk menetapkan Manual Mutu Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru
Nasional sebagai panduan system manajemen mutu organisasi.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005
Tentang Guru dan Dosen;

3. Undang- Undang Nomor [2 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009
tentang Dosen.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;

7. Keputusan Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam

No.005/KEP-KETUM/YPHBB-LCAD/IV/2022 tentang
Pengangkatan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru
Nasional.

8. Keputusan Ketua Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam No.
001/KEP-KETUM/YPHBB-LCAD/X/2020 tentang Statuta Institut
Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TENTANG MANUAL MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN
BISNIS INDOBARU NASIONAL
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Kesatu : Menetapkan dokumen Manual Mutu Institut Teknologi dan Bisnis
Indobaru Nasional sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

Kedua : Manual Mutu menjadi rujukan yang sah untuk pelaksanaan tugas dan
tanggungjawab SPMI dalam hal perumusan, pelaksanaan, pengendalian,
evaluasi dan peningkatan standar mutu di Institut Teknologi dan Bisnis
Indobaru Nasional;

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan
perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal 10 Oktober 202,_'2
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia,
dan petunjuk-Nya yang senantiasa menyertai kami dalam penyusunan dokumen Manual Mutu
Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional (IIBN).

IIBN merupakan perguruan tinggi yang dikelola Yayasan Permata Harapan Bangsa
Batam, dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang mampu berkontribusi dalam penyiapan
sumber daya manusia terampil dan berdaya saing secara global. Pelaksanaannya, IIBN mengacu
pada peraturan dan perundangan berlaku, diantaranya: Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi.

Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional, sebagai institusi yang berkomitmen
untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas, telah merumuskan dan mengimplementasikan
Manual Mutu yang komprehensif sebagai landasan operasionalnya. Dalam proses penyusunan
dokumen ini, Institusi telah melakukan telaah peraturan dari pemerintah dan mengadopsi
berbagai standar nasional yang relevan. Dokumen Manual Mutu ini menjadi panduan bagi
seluruh komponen akademik dan administratif di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional
dalam upaya menjaga konsistensi, keunggulan, dan akuntabilitas lembaga. Dalam kata pengantar
ini, kami berupaya untuk memberikan gambaran singkat tentang pentingnya Manual Mutu dalam
konteks pendidikan tinggi, serta menguraikan peran dan komitmen Institut dalam implementasi.

Kami menyadari bahwa dokumen manual mutu ini bukanlah tujuan akhir, namun
merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan keterlibatan dan dedikasi dari semua pihak
terkait. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf, dosen, mahasiswa,
dan pihak terkait lainnya yang telah berperan serta dalam upaya penyusunan dokumen ini.
Semoga Manual Mutu ini menjadi panduan berharga dalam memperkuat integritas dan kualitas
pendidikan tinggi serta digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pimpinan baik di tingkat Rektor,
Wakil Rektor, Kepala Biro/Bagian, Ketua program studi, Kepala Unit di lingkungan Institut
Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.

Bata_m, 10-Oktober 2022
“T¢knologi dan Bisnis Indobaru Nasional
L7

NIDN, 1031088003
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VISI

“Menjadi Institusi pendidikan yang unggul dan berintegritas, serta melahirkan generasi yang

siap untuk bersaing di bidang Manajemen, Teknologi dan Bisnis secara Global”

MISI

. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang Manajemen, Teknologi dan Bisnis

dengan Profesional, terukur dan Berkualitas.

Melakukan Penelitian di bidang Manajemen, Teknologi dan Bisnis yang bermanfaat untuk
pengembangan bidang ilmu pengetahuan dan kemasyarakatan.

Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam pengembangan ilmu
pengetahuan di bidang Manajemen, Teknologi dan Bisnis yang kreatif, inovatif dan dapat
menghasilkan suatu produk yang bertaraf internasional.

Melakukan pengelolaan institusi secara Profesional, Transparan, Mandiri dan Bertanggung
Jawab.

TUJUAN

Tujuannya untuk menghasilkan lulusan yang siap bersaing dan berkontribusi dalam era
globalisasi dan transformasi digital, sebagai berikut:

1.

Memberikan pendidikan berkualitas tinggi dalam bidang teknologi dan bisnis yang relevan
dengan kebutuhan industri dan pasar global.

Membangun komunitas akademik yang berorientasi pada inovasi, kolaborasi, dan
keunggulan dalam penelitian dan pengembangan.

Menjadi pusat unggulan dalam pengembangan teknologi dan bisnis yang berkontribusi pada
pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Menyiapkan lulusan yang kompeten, berdaya saing, dan siap untuk menghadapi tantangan
dunia kerja serta menjadi pemimpin dalam bidangnya masing-masing.

Mendorong keterlibatan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penerapan teknologi
dan bisnis yang berkelanjutan dan berdampak positif.

SASARAN

Sasaran untuk rencana induk pengembangan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional
dapat dirumuskan sebagai berikut:

1.

Meningkatkan peringkat institut dalam hal akreditasi, reputasi dan kualitas pendidikan
melalui standar kurikulum, metode pengajaran, dan pembaruan infrastruktur pendidikan.
Memastikan rasio dosen-mahasiswa yang seimbang dan membangun meningkatkan fasilitas
fisik, seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang nyaman.

Membangun kemitraan strategis dengan industri untuk memfasilitasi magang, penelitian dan
pengabdian bersama, serta kesempatan kerja bagi alumni.

Mendorong peningkatan jumlah dan kualitas publikasi ilmiah program studi dan mahasiswa
sebagai indikator keunggulan akademik.

Memberikan program pelatihan dan pengembangan profesional untuk staf akademik dan
administratif guna meningkatkan kompetensi dan kinerja.

Melakukan evaluasi berkala terhadap pencapaian sasaran-sasaran ini dan melakukan
penyesuaian strategis sesuai kebutuhan untuk memastikan kesuksesan implementasi rencana
induk pengembangan.
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STRATEGI

Strategi yang dapat diterapkan oleh Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan:

1.

Menyediakan kurikulum yang komprehensif dan terkini yang mencakup bidang teknologi
dan bisnis, serta mengadopsi praktik pembelajaran inovatif untuk memastikan keterampilan
dan pengetahuan yang relevan bagi mahasiswa.

Meningkatkan kemitraan dengan industri dan lembaga lainnya untuk memfasilitasi penelitian
terapan, magang, dan peluang kerja bagi mahasiswa.

Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pendidikan serta penelitian guna mendukung
kegiatan akademik dan pengembangan teknologi.

Meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi ilmiah, penelitian, dan proyek inovatif yang
dilakukan oleh program studi dan mahasiswa.

Meningkatkan reputasi dan citra institusi baik di tingkat lokal maupun internasional melalui
prestasi akademik, penelitian, dan kontribusi pada masyarakat dan industri.

Meningkatkan jumlah dan kualitas lulusan yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan
sikap yang dibutuhkan oleh pasar kerja yang terus berubah dan berkembang.

Meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan
pembangunan berkelanjutan melalui program-program yang diadakan oleh institut.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
Undang—Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa perguruan tinggi wajib
mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Tujuan SPMI adalah untuk
menjamin pemenuhan atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan
penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu
merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menjamin pemenuhan Standar Pendidikan

Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang akan ditetapkan,
dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh perguruan tinggi dan BAN PT
dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tugas dan
kewenangan Perguruan Tinggi dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal, sesuai dengan
Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi,
bahwa tugas dan wewenang menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:
1. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;
2. Menyusun dokumen SPMI yang terdiri dari:

a. Dokumen Kebijakan Mutu SPMI

b. Dokumen Manual Mutu SPMI

c. Dokumen Standar Mutu SPMI

d. Dokumen Formulir Mutu SPMI
3. Membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan

tinggi
4. Mengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada tingkat perguruan tinggi

Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional (IIBN) dalam rangka menjalankan
penjaminan mutu, maka dibentuk Badan Penjaminan Mutu Internal untuk menyusun seluruh
dokumen SPMI dalam rangka mengimplementasikan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenritekdikti Nomor 55 tahun 2017 tentang
Standar Pendidikan Guru serta peraturan dan keputusan lain yang relevan dengan sistem
penjaminan mutu.

1.2 Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Manual Mutu

Tujuan penyusunan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk memberi
pedoman kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyusun, merancang, merumuskan,
dan menetapkan Standar Mutu dalam SPMI yang berlaku di IIBN. Sasaran pemanfaatan manual
mutu SPMI untuk peningkatan mutu, efisiensi, dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di
lingkungan IIBN. Sedangkan manfaat dokumen manual mutu, sebagai berikut:
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1. Memandu para pejabat struktural, unit SPMI, dosen dan tenaga kependidikan dalam
mengimplementasikan SPMI sesuai dengan kewenangan masing-masing.

2. Menunjukkan cara mencapai visi dan misi IIBN yang dijabarkan dalam standar mutu SPMI
IIBN yang harus dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

3. Membuktikan secara tertulis bahwa SPMI di IIBN siap dilaksanakan.

1.3  Siklus SPMI IIBN
Mekanisme SPMI IIBN diawali dengan mengimplementasikan SPMI melalui siklus
kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas:

Penetapan Standar Dikti
Pelaksanaan Standar Dikti;
—valuasi (Pelaksanaan) Standar Dikt;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

" eningkatan Standar Dikti.
Gambar 1. Siklus SPMI

1. Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti dan
Standar Dikti yang Ditetapkan oleh IIBN;

2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti
dan Standar Dikti yang Ditetapkan oleh IIBN;

3. Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan
pemenuhan Standar Dikti dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti
yang Ditetapkan oleh IIBN;

4. Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab Standar Dikti
yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang Ditetapkan oleh IIBN yang tidak tercapai
untuk dilakukan tindakan koreksi; dan

5. Peningkatan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan Standar Dikti yang terdiri atas SN
Dikti dan Standar Dikti yang Ditetapkan oleh IIBN, agar lebih tinggi daripada Standar Dikti
yang telah ditetapkan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal di IIBN ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
Setelah satu atau beberapa siklus SPMI diimplementasikan oleh IIBN, SPMI sebagai suatu sistem
secara utuh perlu dievaluasi dan kemudian dikembangkan secara berkelanjutan oleh IIBN.



1.4 Cakupan Manual SPMI

Dokumen manual mutu SPMI [IBN adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang
cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian
pelaksanaan, dan peningkatan standar secara berkelanjutan oleh seluruh unit/bidang pihak yang
bertanggungjawab dalam implementasi SPMI, baik pada program studi dan IIBN.

Dokumen manual mutu SPMI IIBN memuat antara lain:

1. Tujuan dan maksud manual mutu SPMI [IBN

2. Ruang lingkup manual mutu SPMI IIBN:

a. Manual penetapan standar dalam SPMI IIBN

b. Manual pelaksanaan standar dalam SPMI I[IBN

c. Manual evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI IIBN

d. Manual pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI IIBN

e. Manual peningkatan standar dalam SPMI IIBN

Definisi/Istilah dalam manual SPMI IIBN

Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP standar dalam SPMI IIBN
Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan manual SPMI IIBN
Catatan.
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BAB II
LANDASAN PENYUSUNAN MANUAL MUTU SPMI

2.1 Visi, Misi dan Tujuan Institut

Visi, misi, tujuan dan sasaran IIBN merupakan arah dan landasan untuk mencapai Tri
Dharma Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan,
penelitian, dan pengabdian masyarakat serta tata pamong dan tata kelola, kerja sama, manajemen
keuangan, sarana dan prasarana, sumber daya [IBN yang digunakannya untuk mencapai Standar
Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan
jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan, dan para pihak yang berkepentingan (stakeholders)
bahwa IIBN akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi
serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

2.2 Dasar Hukum Penetapan Manual Mutu SPMI
Manual mutu sistem penjaminan mutu internal Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru
Nasional disusun berdasarkan:
1) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2) UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3) Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
4) Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
7) Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional
8) Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
9) Peraturan BAN-PT No.32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi; dan
10) Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional
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3.1.1

BAB III
MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Manual Mutu SPMI Standar Turunan SN-DIKTI

Manual Mutu SPMI Standar Kompetensi Lulusan
Tujuan

1)

2)

3)

Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar kompetensi
lulusan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional (IIBN).

Memberi arahan bagi pimpinan dan sivitas akademika IIBN dalam menerapkan sistem
penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan
terhadap standar kompetensi lulusan untuk menjamin kepuasan pelanggan.
Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat
memenuhi atau melampaui persyaratan standar kompetensi lulusan.

Ruang lingkup

1)

2)

3)

4)

S)

Manual penetapan standar kompetensi lulusan mencakup prosedur yang harus dipenuhi
dalam setiap menetapkan standar dan di setiap awal siklus penjaminan mutu yang akan
diberlakukan di IIBN.

Manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap pelaksanaan standar kompetensi lulusan yang akan diberlakukan
di IIBN.

Manual evaluasi standar kompetensi lulusan mencakup prosedur yang harus dipenuhi
dalam evaluasi capaian setiap butir standar dalam standar kompetensi lulusan yang
diberlakukan di IIBN.

Manual pengendalian standar kompetensi lulusan mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap mengendalikan standar kompetensi lulusan yang akan
diberlakukan di IIBN.

Manual peningkatan standar kompetensi lulusan mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap proses peningkatan standar kompetensi lulusan yang
diberlakukan di IIBN.

Definisi Istilah

1)

2)
3)
4)

S)

Manual Mutu SPMI adalah dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan
sistem penjaminan mutu internal manajemen mutu yang isinya berdasarkan persyaratan
standar.

Manual penetapan standar kompetensi lulusan adalah acuan dalam menetapkan standar
kompetensi lulusan.

Manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan adalah acuan dalam melaksanakan
standar kompetensi lulusan.

Manual evaluasi standar kompetensi lulusan adalah acuan dalam melakukan evaluasi
pelaksanaan standar kompetensi lulusan.

Manual pengendalian standar kompetensi lulusan adalah acuan dalam mengendalikan
standar kompetensi lulusan.



6) Manual peningkatan standar kompetensi lulusan adalah acuan dalam meningkatkan
standar kompetensi lulusan.

7) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria capaian lulusan pendidikan tinggi yang

merupakan internalisasi ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

D. Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar Kompetensi Lulusan
1) Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

2)

a.
b.

Rektor memutuskan pembentukan tim penyusun standar kompetensi lulusan
Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) membentuk tim penyusun standar
kompetensi lulusan.

Rektor menetapkan tim penyusun standar kompetensi lulusan.

Rektor atas usul ketua BPM menetapkan tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab
tim penyusun standar kompetensi lulusan.

Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam pembelajaran oleh lembaga
sertifikasi nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN..

Tim merancang, menyusun, dan merumuskan draft standar kompetensi lulusan
yang diusulkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam pendidikan oleh lembaga sertifikasi
nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di [IBN.

Tim melakukan rapat koordinasi atau diskusi untuk merumuskan dengan Rektor
terkait dan para koordinator program studi dalam mengkaji draft standar
kompetensi lulusan yang diusulkan.

Tim yang finalisasi standar kompetensi lulusan.

Tim menyerahkan standar kompetensi lulusan kepada Rektor melalui ketua BPM.
Apabila ada revisi/perbaikan draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan
disampaikan kembali ke Rektor.

Rektor menetapkan standar kompetensi lulusan melalui peraturan rektor dan
mensosialisasikan standar kompetensi lulusan yang akan diberlakukan di IIBN.

Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

a.

Program studi dan Institut menyusun dokumen terkait dalam melaksanakan setiap
butir dalam standar kompetensi lulusan.

Program studi dan Institut menetapkan sasaran mutu dalam rangka melaksanakan
setiap butir dalam standar kompetensi lulusan.

Ketua Program Studi menyampaikan kepada Rektor tentang sasaran mutu
pelaksanaan standar kompetensi lulusan.

Program studi mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar kompetensi lulusan
yang berlaku di [IBN.

Program studi membuat laporan capaian sasaran mutu dalam rangka pelaksanaan
setiap butir dalam standar kompetensi lulusan secara berkala di setiap akhir
semester dan disampaikan kepada Rektor.

Rektor mendisposisi laporan capaian pelaksanaan standar kompetensi lulusan dari
setiap Program Studi untuk dikaji oleh Badan Penjaminan Mutu Internal sebagai
bahan untuk melaksanakan Audit Mutu Internal.
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3) Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan

4)

a.

Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melaksanakan pelatihan/penyegaran
auditor untuk dipersiapkan menjadi auditor di setiap program studi dan Institut.
Ketua BPMI melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor yang telah lulus
pelatihan.

Ketua BPMI atas persetujuan Rektor membentuk tim auditor untuk melakukan
audit pencapaian pelaksanaan standar kompetensi lulusan di tingkat program studi
dan Institut.

Rektor menetapkan tim auditor pencapaian pelaksanaan standar kompetensi lulusan
di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu (Auditor) mempelajari dokumen laporan pelaksanaan
standar kompetensi lulusan setiap program studi dari Institut.

Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar
kompetensi lulusan di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi (audit) pencapaian standar kompetensi
lulusan di tingkat program Studi dan Institut.

Tim menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian standar kompetensi
lulusan di tingkat program studi dan Institut.

Tim audit menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian standar kompetensi
lulusan di tingkat program studi dan Institut.

Ketua BPMI mengkaji laporan tim hasil evaluasi pencapaian standar kompetensi
lulusan di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu dan Tim audit finalisasi laporan audit pencapaian standar
kompetensi lulusan di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyusun draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi
pencapaian standar kompetensi lulusan di tingkat program studi dan Institut.
Badan Penjaminan Mutu menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil
evaluasi pencapaian standar kompetensi lulusan di tingkat program studi dan
Institut kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit
pencapaian standar kompetensi lulusan di tingkat program studi dan Institut.
Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar
kompetensi lulusan di tingkat program studi dan Institut.

Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan

a.

Rektor memerintahkan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
membentuk tim pengendalian standar kompetensi lulusan sebagai tindak lanjut
evaluasi standar kompetensi lulusan.

Ketua BPMI membentuk dan mengusulkan tim pengendalian standar kompetensi
lulusan kepada Rektor.

Rektor menetapkan Surat Keputusan tim pengendalian standar kompetensi lulusan.
Rektor atas usul ketua BPMI menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab
tim pengendalian standar kompetensi lulusan yang baru.

Tim melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar kompetensi
lulusan di tingkat program studi dan Institut.

7



S)

Tim mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan
belum dipenuhi.

Tim menyusun draft tindak lanjut butir standar yang sudah tercapai dan tinjauan
tingkat capaian untuk butir standar yang belum tercapai

Tim melakukan kajian untuk standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim menyusun rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk melakukan kajian
terkait butir standar yang berlum tercapai.

Tim membuat laporan hasil pengendalian standar kompetensi lulusan di tingkat
program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu Internal mempelajari laporan tim pengendalian standar
kompetensi lulusan.

Badan Penjaminan Mutu Internal menyusun laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar kompetensi lulusan.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal menyerahkan laporan dan draft
rekomendasi pengendalian standar kompetensi lulusan di IIBN kepada rektor.
Rektor dalam rapat pimpinan membahas laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar kompetensi lulusan.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar
kompetensi lulusan.

Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

a.

—.

Rektor memerintahkan Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji
peningkatan standar kompetensi lulusan.

Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji peningkatan standar
kompetensi lulusan.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan tim peningkatan standar
kompetensi lulusan untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Rektor menerbitkan Surat Keputusan tim perumusan peningkatan standar
kompetensi lulusan di IIBN.

Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut pengendalian standar
kompetensi lulusan.

Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar
kompetensi lulusan.

Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar kompetensi lulusan baru
untuk butir standar yang telah terlampaui tingkat capaiannya.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan draft petunjuk teknis untuk
unit kerja dalam peningkatan standar kompetensi lulusan dan rekomendasi
penetapan butir standar baru kepada Rektor.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam
peningkatan standar kompetensi lulusan.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar.
Rektor atas masukan wakil rektor bidang akademik menetapkan petunjuk teknis
untuk unit kerja dalam peningkatan standar kompetensi lulusan.

Wakil rektor bidang akademik dan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal
melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar kompetensi lulusan ke seluruh
unit-unit di lingkungan IIBN.



m. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pada tahun
berikutnya.

n. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam Manual Mutu Sistem
Penjaminan Mutu Internal.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal

3.1.2

Standar Kompetensi Lulusan:

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)
9)

Rektor

Wakil Rektor

Kepala Bidang/Biro

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)

Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Ketua Program Studi

Kepala UPT

Ketua Divisi Standar Mutu Internal

10) Ketua Tim Penyusunan standar kompetensi lulusan

Catatan

D
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Manual mutu ini juga berlaku untuk menetapkan standar kompetensi lulusan yang akan
diberlakukan di I[IBN.

Untuk melengkapi manual mutu ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/template standar.

Untuk melakukan proses penetapan standar kompetensi lulusan, dibutuhkan data hasil
audit capaian standar kompetensi lulusan.

Untuk melakukan proses pelaksanaan standar kompetensi lulusan, dibutuhkan data
hasil audit capaian pelaksanaan standar kompetensi lulusan.

Untuk melakukan proses evaluasi standar kompetensi lulusan, dibutuhkan data hasil
audit capaian pelaksanaan standar kompetensi lulusan.

Untuk melakukan proses pengendalian standar kompetensi lulusan, dibutuhkan data
hasil audit/evaluasi capaian standar kompetensi lulusan.

Untuk melakukan proses peningkatan standar kompetensi lulusan, dibutuhkan data
hasil audit capaian pengendalian standar kompetensi lulusan.

Manual Mutu SPMI Standar Isi Pembelajaran
Tujuan

1))

2)

3)

Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar isi
pembelajaran Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional (IIBN).

Memberi arahan bagi pimpinan dan sivitas akademika IIBN dalam menerapkan sistem
penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan
terhadap standar isi pembelajaran untuk menjamin kepuasan pelanggan.

Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat
memenuhi atau melampaui persyaratan standar isi pembelajaran.



B. Ruang lingkup

1)

2)

3)

4)

S)

Manual penetapan standar isi pembelajaran mencakup prosedur yang harus dipenuhi
dalam setiap menetapkan standar dan awal siklus penjaminan mutu yang akan
diberlakukan di IIBN.

Manual pelaksanaan standar isi pembelajaran mencakup prosedur yang harus dipenuhi
dalam setiap pelaksanaan standar isi pembelajaran yang akan diberlakukan di IIBN.
Manual evaluasi standar isi pembelajaran mencakup prosedur yang harus dipenuhi
dalam evaluasi capaian setiap butir standar dalam standar isi pembelajaran yang
diberlakukan di [IBN

Manual pengendalian standar isi pembelajaran mencakup prosedur harus dipenuhi
dalam setiap mengendalikan standar isi pembelajaran yang akan diberlakukan di IIBN.
Manual peningkatan standar isi pembelajaran mencakup prosedur yang harus dipenuhi
dalam setiap proses peningkatan standar isi pembelajaran yang diberlakukan di I[IBN.

C. Definisi Istilah

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

1)

Manual Mutu SPMI adalah dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan
SPMI manajemen mutu yang isinya berdasarkan persyaratan standar

Manual penetapan standar isi pembelajaran adalah acuan dalam menetapkan standar isi
pembelajaran

Manual pelaksanaan standar isi pembelajaran adalah acuan dalam melaksanakan
standar isi pembelajaran

Manual evaluasi standar isi pembelajaran adalah acuan dalam melakukan evaluasi
pelaksanaan standar isi pembelajaran

Manual pengendalian standar isi pembelajaran adalah acuan dalam mengendalikan
standar isi pembelajaran

Manual peningkatan standar isi pembelajaran adalah acuan dalam meningkatkan
standar isi pembelajaran

Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan
materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan, serta
dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar Isi Pembelajaran

Penetapan Standar Isi Pembelajaran

a. Rektor memutuskan pembentukan tim penyusun standar isi pembelajaran

b. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) membentuk tim penyusun standar
isi pembelajaran.

c. Rektor menetapkan tim penyusun standar isi pembelajaran.

d. Rektor atas usul ketua BPM menetapkan tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab
tim penyusun standar isi pembelajaran.

e. Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam pembelajaran oleh lembaga
sertifikasi nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

f.  Tim merancang, menyusun, dan merumuskan draft standar isi pembelajaran yang
diusulkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam pendidikan oleh lembaga sertifikasi
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2)

3)

nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

Tim melakukan rapat koordinasi atau diskusi untuk merumuskan dengan Rektor
terkait dan para koordinator program studi dalam mengkaji draft standar isi
pembelajaran yang diusulkan.

Tim akan finalisasi standar isi pembelajaran.

Tim menyerahkan standar isi pembelajaran kepada Rektor melalui ketua BPM.
Apabila ada revisi/perbaikan draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan
disampaikan kembali ke Rektor.

Rektor menetapkan standar isi pembelajaran melalui peraturan rektor dan
mensosialisasikan standar isi pembelajaran yang akan diberlakukan di IIBN.

Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

a.

Program studi dan Institut menyusun dokumen terkait dalam melaksanakan setiap
butir dalam standar isi pembelajaran.

Program studi dan Institut menetapkan sasaran mutu dalam rangka melaksanakan
setiap butir dalam standar isi pembelajaran.

Ketua Program Studi menyampaikan kepada Rektor tentang sasaran mutu
pelaksanaan standar isi pembelajaran.

Program studi mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar isi pembelajaran
yang berlaku di [IBN.

Program studi membuat laporan capaian sasaran mutu dalam rangka pelaksanaan
setiap butir dalam standar isi pembelajaran secara berkala di setiap akhir semester
dan disampaikan kepada Rektor.

Rektor mendisposisi laporan capaian pelaksanaan standar isi pembelajaran dari
setiap Program Studi untuk dikaji oleh Badan Penjaminan Mutu Internal sebagai
bahan untuk melaksanakan Audit Internal.

Evaluasi Standar Isi Pembelajaran

a.

Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melaksanakan pelatihan/penyegaran
auditor untuk dipersiapkan menjadi auditor di setiap program studi dan Institut.
Ketua BPMI melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor yang lulus pelatihan.
Ketua BPMI atas persetujuan Rektor membentuk tim auditor untuk melakukan
audit pencapaian pelaksanaan standar isi pembelajaran di tingkat program studi dan
Institut.

Rektor menetapkan tim auditor pencapaian pelaksanaan standar isi pembelajaran di
tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu (Auditor) mempelajari dokumen laporan pelaksanaan
standar isi pembelajaran setiap program studi dari Institut.

Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar isi
pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi (audit) pencapaian standar isi
pembelajaran di tingkat program Studi dan Institut.

Tim menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian standar isi
pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Tim audit menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian standar isi
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4)

pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Ketua BPMI mengkaji laporan tim hasil evaluasi pencapaian standar isi
pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu dan Tim audit finalisasi laporan audit pencapaian standar
isi pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyusun draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi
pencapaian standar isi pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil
evaluasi pencapaian standar isi pembelajaran di tingkat program studi dan Institut
kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit
pencapaian standar isi pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar isi
pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Pengendalian Standar Isi Pembelajaran

a.

Rektor memerintahkan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
membentuk tim pengendalian standar isi pembelajaran sebagai tindak lanjut
evaluasi standar kompetensi lulusan.

Ketua BPMI membentuk dan mengusulkan tim pengendalian standar isi
pembelajaran kepada Rektor.

Rektor menetapkan Surat Keputusan tim pengendalian standar isi pembelajaran.
Rektor atas usul ketua BPMI menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab
tim pengendalian standar isi pembelajaran yang baru.

Tim melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar isi
pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Tim mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan
belum dipenuhi.

Tim menyusun draft tindak lanjut butir standar yang sudah tercapai dan tinjauan
tingkat capaian untuk butir standar yang belum tercapai

Tim melakukan kajian untuk standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim menyusun rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk melakukan kajian
terkait butir standar yang belum tercapai.

Tim membuat laporan hasil pengendalian standar isi pembelajaran di tingkat
program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu Internal mempelajari laporan tim pengendalian standar isi
pembelajaran.

Badan Penjaminan Mutu Internal menyusun laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar isi pembelajaran.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal menyerahkan laporan dan draft
rekomendasi pengendalian standar isi pembelajaran di [IBN kepada rektor.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar isi pembelajaran.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar isi
pembelajaran.
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5) Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

a.

—.

Rektor memerintahkan Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji
peningkatan standar isi pembelajaran.

Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji peningkatan standar isi
pembelajaran.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan tim peningkatan standar isi
pembelajaran untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Rektor menerbitkan Surat Keputusan tim perumusan peningkatan standar isi
pembelajaran di IIBN.

Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut pengendalian standar isi
pembelajaran.

Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar isi
pembelajaran.

Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar isi pembelajaran baru
untuk butir standar yang telah terlampaui tingkat capaiannya.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan draft petunjuk teknis untuk
unit kerja dalam peningkatan standar isi pembelajaran dan rekomendasi penetapan
butir standar baru kepada Rektor.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam
peningkatan standar isi pembelajaran.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar.
Rektor atas masukan wakil rektor bidang akademik menetapkan petunjuk teknis
untuk unit kerja dalam peningkatan standar isi pembelajaran.

Wakil rektor bidang akademik dan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal
melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar isi pembelajaran ke seluruh unit-
unit di lingkungan IIBN.

. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pada tahun

berikutnya.
Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam Manual Mutu Sistem
Penjaminan Mutu Internal.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal
Standar isi pembelajaran:

Rektor

Wakil Rektor

Kepala Bidang/Biro

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)

Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

Ketua Program Studi

Kepala UPT

Ketua Divisi Standar Mutu Internal

10) Ketua Tim Penyusunan standar isi pembelajaran

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
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G. Catatan

3.1.3

)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Manual mutu ini juga berlaku untuk menetapkan standar isi pembelajaran yang akan
diberlakukan di IIBN.

Untuk melengkapi manual mutu ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/template standar.

Untuk melakukan proses penetapan standar isi pembelajaran, dibutuhkan data hasil
audit capaian standar isi pembelajaran.

Untuk melakukan proses pelaksanaan standar isi pembelajaran, dibutuhkan data hasil
audit capaian pelaksanaan standar isi pembelajaran.

Untuk melakukan proses evaluasi standar isi pembelajaran, dibutuhkan data hasil audit
capaian pelaksanaan standar isi pembelajaran.

Untuk melakukan proses pengendalian standar isi pembelajaran, dibutuhkan data hasil
audit/evaluasi capaian standar isi pembelajaran.

Untuk melakukan proses peningkatan standar isi pembelajaran, dibutuhkan data hasil
audit capaian pengendalian standar isi pembelajaran.

Manual Mutu SPMI Standar Proses Pembelajaran
Tujuan

1)

2)

3)

Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar proses
pembelajaran Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional (IIBN).

Memberi arahan bagi pimpinan dan sivitas akademika IIBN dalam menerapkan sistem
penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan
terhadap standar proses pembelajaran untuk menjamin kepuasan pelanggan.
Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat
memenuhi atau melampaui persyaratan standar proses pembelajaran.

Ruang lingkup

1))

2)

3)

4)

S)

Manual penetapan standar proses pembelajaran mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap menetapkan standar dan di setiap awal siklus penjaminan mutu
yang akan diberlakukan di I[IBN.

Manual pelaksanaan standar proses pembelajaran mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap pelaksanaan standar proses pembelajaran yang akan
diberlakukan di IIBN.

Manual evaluasi standar proses pembelajaran mencakup prosedur yang harus dipenuhi
dalam evaluasi capaian setiap butir standar dalam standar proses pembelajaran yang
diberlakukan di [IBN

Manual pengendalian standar proses pembelajaran mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap mengendalikan standar proses pembelajaran yang akan
diberlakukan di I[IBN.

Manual peningkatan standar proses pembelajaran mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap proses peningkatan standar proses pembelajaran yang
diberlakukan di IIBN.
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C. Definisi Istilah

)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Manual Mutu SPMI adalah dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan
SPMI manajemen mutu yang isinya berdasarkan persyaratan standar

Manual penetapan standar proses pembelajaran adalah acuan dalam menetapkan
standar proses pembelajaran

Manual pelaksanaan standar proses pembelajaran adalah acuan dalam melaksanakan
standar proses pembelajaran

Manual evaluasi standar proses pembelajaran adalah acuan dalam melakukan evaluasi
pelaksanaan standar proses pembelajaran

Manual pengendalian standar proses pembelajaran adalah acuan dalam mengendalikan
standar proses pembelajaran

Manual peningkatan standar proses pembelajaran adalah acuan dalam meningkatkan
standar proses pembelajaran

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses interaksi mahasiswa
dengan dosen dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar, sehingga terjadi
pengembangan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan pembentukan sikap untuk
memenuhi capaian pendidikan.

D. Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar Proses Pembelajaran

1)

Penetapan Standar Proses Pembelajaran
Rektor memutuskan pembentukan tim penyusun standar proses pembelajaran

b. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) membentuk tim penyusun standar
proses pembelajaran.

Rektor menetapkan tim penyusun standar proses pembelajaran.

d. Rektor atas usul ketua BPM menetapkan tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab
tim penyusun standar proses pembelajaran.

e. Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam pembelajaran oleh lembaga
sertifikasi nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

f. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan draft standar proses pembelajaran
yang diusulkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam pendidikan oleh lembaga sertifikasi
nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

g. Tim melakukan rapat koordinasi atau diskusi untuk merumuskan dengan Rektor
terkait dan para koordinator program studi dalam mengkaji draft standar proses
pembelajaran yang diusulkan.

h. Tim yang finalisasi standar proses pembelajaran.

i. Tim menyerahkan standar proses pembelajaran kepada Rektor melalui ketua BPM.

j- Apabila ada revisi/perbaikan draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan

disampaikan kembali ke Rektor.
k. Rektor menetapkan standar proses pembelajaran melalui peraturan rektor dan
mensosialisasikan standar proses pembelajaran yang akan diberlakukan di IIBN.
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2) Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

3)

a.

Program studi dan Institut menyusun dokumen terkait dalam melaksanakan setiap
butir dalam standar proses pembelajaran.

Program studi dan Institut menetapkan sasaran mutu dalam rangka melaksanakan
setiap butir dalam standar proses pembelajaran.

Ketua Program Studi menyampaikan kepada Rektor tentang sasaran mutu
pelaksanaan standar proses pembelajaran.

Program studi mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar proses pembelajaran
yang berlaku di IIBN.

Program studi membuat laporan capaian sasaran mutu dalam rangka pelaksanaan
setiap butir dalam standar proses pembelajaran secara berkala di setiap akhir
semester dan disampaikan kepada Rektor.

Rektor mendisposisi laporan capaian pelaksanaan standar proses pembelajaran dari
setiap Program Studi untuk dikaji oleh Badan Penjaminan Mutu Internal sebagai
bahan untuk melaksanakan Audit Internal.

Evaluasi Standar Proses Pembelajaran

a.

Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melaksanakan pelatihan/penyegaran
auditor untuk dipersiapkan menjadi auditor di setiap program studi dan Institut.
Ketua BPMI melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor yang telah lulus
pelatihan.

Ketua BPMI atas persetujuan Rektor membentuk tim auditor untuk melakukan
audit pencapaian pelaksanaan standar proses pembelajaran di tingkat program studi
dan Institut.

Rektor menetapkan tim auditor pencapaian pelaksanaan standar proses
pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu (Auditor) mempelajari dokumen laporan pelaksanaan
standar proses pembelajaran setiap program studi dari Institut.

Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar proses
pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi (audit) pencapaian standar proses
pembelajaran di tingkat program Studi dan Institut.

Tim menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian standar proses
pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Tim audit menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian standar proses
pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Ketua BPMI mengkaji laporan tim hasil evaluasi pencapaian standar proses
pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu dan Tim audit finalisasi laporan audit pencapaian standar
proses pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyusun draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi
pencapaian standar proses pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

. Badan Penjaminan Mutu menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil

evaluasi pencapaian standar proses pembelajaran di tingkat program studi dan
Institut kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
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Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit
pencapaian standar proses pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.
Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar proses
pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

4) Pengendalian Standar Proses Pembelajaran

a.

Rektor memerintahkan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
membentuk tim pengendalian standar proses pembelajaran sebagai tindak lanjut
evaluasi standar proses pembelajaran.

Ketua BPMI membentuk dan mengusulkan tim pengendalian standar proses
pembelajaran kepada Rektor.

Rektor menetapkan Surat Keputusan tim pengendalian standar proses
pembelajaran.

Rektor atas usul ketua BPMI menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab
tim pengendalian standar proses pembelajaran yang baru.

Tim melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar proses
pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Tim mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan
belum dipenuhi.

Tim menyusun draft tindak lanjut butir standar yang sudah tercapai dan tinjauan
tingkat capaian untuk butir standar yang belum tercapai

Tim melakukan kajian untuk standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim menyusun rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk melakukan kajian
terkait butir standar yang belum tercapai.

Tim membuat laporan hasil pengendalian standar proses pembelajaran di tingkat
program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu Internal mempelajari laporan tim pengendalian standar
proses pembelajaran.

Badan Penjaminan Mutu Internal menyusun laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar proses pembelajaran.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal menyerahkan laporan dan draft
rekomendasi pengendalian standar proses pembelajaran di IIBN kepada rektor.
Rektor dalam rapat pimpinan membahas laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar proses pembelajaran.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar proses
pembelajaran.

5) Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

a.

b.

Rektor memerintahkan Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji
peningkatan standar proses pembelajaran.

Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji peningkatan standar
proses pembelajaran.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan tim peningkatan standar
proses pembelajaran untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Rektor menerbitkan Surat Keputusan tim perumusan peningkatan standar proses
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—

pembelajaran di IIBN.

Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut pengendalian standar
proses pembelajaran.

Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar
proses pembelajaran.

Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar proses pembelajaran
baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkat capaiannya.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan draft petunjuk teknis untuk
unit kerja dalam peningkatan standar proses pembelajaran dan rekomendasi
penetapan butir standar baru kepada Rektor.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam
peningkatan standar proses pembelajaran.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar.
Rektor atas masukan wakil rektor bidang akademik menetapkan petunjuk teknis
untuk unit kerja dalam peningkatan standar proses pembelajaran.

Wakil rektor bidang akademik dan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal
melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar proses pembelajaran ke seluruh
unit-unit di lingkungan IIBN.

. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pada tahun

berikutnya.
Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam Manual Mutu Sistem
Penjaminan Mutu Internal.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal

Standar proses pembelajaran:

Rektor

Wakil Rektor

Kepala Bidang/Biro

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Ketua Program Studi

Kepala UPT

Ketua Divisi Standar Mutu Internal

10) Ketua Tim Penyusunan standar proses pembelajaran

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)
9)

F. Catatan

1)
2)
3)

4)

Untuk melakukan proses penetapan standar proses pembelajaran, dibutuhkan data hasil
audit capaian standar proses pembelajaran.

Manual ini juga berlaku untuk mengevaluasi standar proses pembelajaran yang baru,
yang akan diberlakukan di I[IBN.

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/template standar.

Untuk melakukan proses pelaksanaan standar proses pembelajaran, dibutuhkan data

hasil audit capaian pelaksanaan standar proses pembelajaran.
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3.14

5)
6)

7)

Untuk melakukan proses evaluasi standar proses pembelajaran, dibutuhkan data hasil
audit capaian pelaksanaan standar proses pembelajaran.

Untuk melakukan proses pengendalian standar proses pembelajaran, dibutuhkan data
hasil audit/evaluasi capaian standar proses pembelajaran.

Untuk melakukan proses peningkatan standar proses pembelajaran, dibutuhkan data
hasil audit capaian pengendalian standar proses pembelajaran.

Manual Mutu SPMI Standar Penilaian Pembelajaran
Tujuan

1)

2)

3)

Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar penilaian
pembelajaran di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional (IIBN).

Memberi arahan bagi pimpinan dan sivitas akademika [IBN dalam menerapkan sistem
penjaminan mutu internal yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara
berkelanjutan terhadap standar penilaian pembelajaran.

Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat
memenuhi atau melampaui persyaratan standar penilaian pembelajaran.

Ruang lingkup

1)

2)

3)

4)

S)

Manual penetapan standar penilaian pembelajaran mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap menetapkan standar dan di setiap awal siklus penjaminan mutu
yang akan diberlakukan di IIBN.

Manual pelaksanaan standar penilaian pembelajaran mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap pelaksanaan standar penilaian pembelajaran yang akan
diberlakukan di I[IBN.

Manual evaluasi standar penilaian pembelajaran mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam evaluasi capaian setiap butir standar dalam standar penilaian
pembelajaran yang diberlakukan di IIBN

Manual pengendalian standar penilaian pembelajaran mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap mengendalikan standar penilaian pembelajaran yang akan
diberlakukan di IIBN.

Manual peningkatan standar penilaian pembelajaran mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap proses peningkatan standar penilaian pembelajaran yang
diberlakukan di IIBN.

Definisi Istilah

)
2)
3)
4)

S)

Manual Mutu SPMI adalah dokumen panduan dalam melaksanakan manajemen mutu
yang isinya berdasarkan persyaratan standar.

Manual penetapan standar penilaian pembelajaran adalah acuan dalam menetapkan
standar penilaian pembelajaran

Manual pelaksanaan standar penilaian pembelajaran adalah acuan dalam melaksanakan
standar penilaian pembelajaran

Manual evaluasi standar penilaian pembelajaran adalah acuan dalam melakukan
evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran

Manual pengendalian standar penilaian pembelajaran adalah acuan dalam
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mengendalikan standar penilaian pembelajaran
6) Manual peningkatan standar penilaian pembelajaran adalah acuan dalam meningkatkan
standar penilaian pembelajaran

7) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses
dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian penilaian pembelajaran.

D. Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar Penilaian Pembelajaran
1) Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

2)

a.
b.

Rektor memutuskan pembentukan tim penyusun standar penilaian pembelajaran
Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) membentuk tim penyusun standar
penilaian pembelajaran.

Rektor menetapkan tim penyusun standar penilaian pembelajaran.

Rektor atas usul ketua BPM menetapkan tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab
tim penyusun standar penilaian pembelajaran.

Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam pembelajaran oleh lembaga
sertifikasi nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

Tim merancang, menyusun, dan merumuskan draft standar penilaian pembelajaran
yang diusulkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam pendidikan oleh lembaga sertifikasi
nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

Tim melakukan rapat koordinasi atau diskusi untuk merumuskan dengan Rektor
terkait dan para koordinator program studi dalam mengkaji draft standar penilaian
pembelajaran yang diusulkan.

Tim akan finalisasi standar penilaian pembelajaran.

Tim menyerahkan standar penilaian pembelajaran kepada Rektor melalui ketua
BPM.

Apabila ada revisi/perbaikan draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan
disampaikan kembali ke Rektor.

Rektor menetapkan standar penilaian pembelajaran melalui peraturan rektor dan
mensosialisasikan standar penilaian pembelajaran yang akan diberlakukan di IIBN.

Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

a.

Program studi dan Institut menyusun dokumen terkait dalam melaksanakan setiap
butir dalam standar penilaian pembelajaran.

Program studi dan Institut menetapkan sasaran mutu dalam rangka melaksanakan
setiap butir dalam standar penilaian pembelajaran.

Ketua Program Studi menyampaikan kepada Rektor tentang sasaran mutu
pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.

Program studi mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar penilaian
pembelajaran yang berlaku di [IBN.

Program studi membuat laporan capaian sasaran mutu dalam rangka pelaksanaan
setiap butir dalam standar penilaian pembelajaran secara berkala di setiap akhir
semester dan disampaikan kepada Rektor.

Rektor mendisposisi laporan capaian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran
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dari setiap Program Studi untuk dikaji oleh Badan Penjaminan Mutu Internal
sebagai bahan untuk melaksanakan Audit Internal.

3) Evaluasi Standar Penilaian pembelajaran

a.

Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melaksanakan pelatihan/penyegaran
auditor untuk dipersiapkan menjadi auditor di setiap program studi dan Institut.
Ketua BPMI melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor yang telah lulus
pelatihan.

Ketua BPMI atas persetujuan Rektor membentuk tim auditor untuk melakukan
audit pencapaian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran di tingkat program
studi dan Institut.

Rektor menetapkan tim auditor pencapaian pelaksanaan standar penilaian
pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu (Auditor) mempelajari dokumen laporan pelaksanaan
standar penilaian pembelajaran setiap program studi dari Institut.

Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar
penilaian pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi (audit) pencapaian standar penilaian
pembelajaran di tingkat program Studi dan Institut.

Tim menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian standar penilaian
pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Tim audit menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian standar penilaian
pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Ketua BPMI mengkaji laporan tim hasil evaluasi pencapaian standar penilaian
pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu dan Tim audit finalisasi laporan audit pencapaian standar
penilaian pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyusun draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi
pencapaian standar penilaian pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.
Badan Penjaminan Mutu menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil
evaluasi pencapaian standar penilaian pembelajaran di tingkat program studi dan
Institut kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit
pencapaian standar penilaian pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.
Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar
penilaian pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

4) Pengendalian Standar Penilaian pembelajaran

a.

Rektor memerintahkan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
membentuk tim pengendalian standar proses pembelajaran sebagai tindak lanjut
evaluasi standar penilaian pembelajaran.

Ketua BPMI membentuk dan mengusulkan tim pengendalian standar penilaian
pembelajaran kepada Rektor.

Rektor menetapkan Surat Keputusan tim pengendalian standar penilaian
pembelajaran.
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S)

Rektor atas usul ketua BPMI menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab
tim pengendalian standar penilaian pembelajaran yang baru.

Tim melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar penilaian
pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Tim mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan
belum dipenuhi.

Tim menyusun draft tindak lanjut butir standar yang sudah tercapai dan tinjauan
tingkat capaian untuk butir standar yang belum tercapai

Tim melakukan kajian untuk standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim menyusun rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk melakukan kajian
terkait butir standar yang belum tercapai.

Tim membuat laporan hasil pengendalian standar penilaian pembelajaran di tingkat
program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu Internal mempelajari laporan tim pengendalian standar
penilaian pembelajaran.

Badan Penjaminan Mutu Internal menyusun laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar penilaian pembelajaran.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal menyerahkan laporan dan draft
rekomendasi pengendalian standar penilaian pembelajaran di [IBN kepada rektor.
Rektor dalam rapat pimpinan membahas laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar penilaian pembelajaran.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar penilaian
pembelajaran.

Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

a.

Rektor memerintahkan Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji
peningkatan standar penilaian pembelajaran.

Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji peningkatan standar
penilaian pembelajaran.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan tim peningkatan standar
penilaian pembelajaran untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Rektor menerbitkan Surat Keputusan tim perumusan peningkatan standar penilaian
pembelajaran di [IBN.

Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut pengendalian standar
penilaian pembelajaran.

Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar
penilaian pembelajaran.

Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar penilaian pembelajaran
baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkat capaiannya.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan draft petunjuk teknis untuk
unit kerja dalam peningkatan standar penilaian pembelajaran dan rekomendasi
penetapan butir standar baru kepada Rektor.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam
peningkatan standar penilaian pembelajaran.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar.
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k. Rektor atas masukan wakil rektor bidang akademik menetapkan petunjuk teknis
untuk unit kerja dalam peningkatan standar penilaian pembelajaran.

l. Wakil rektor bidang akademik dan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal
melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar penilaian pembelajaran ke
seluruh unit-unit di lingkungan IIBN.

m. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pada tahun
berikutnya.

n. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam Manual Mutu Sistem
Penjaminan Mutu Internal.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal
Standar Penilaian pembelajaran:

3.1.5

1))
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)
9)

Rektor

Wakil Rektor

Kepala Bidang/Biro

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)

Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Ketua Program Studi

Kepala UPT

Ketua Divisi Standar Mutu Internal

10) Ketua Tim Penyusunan standar penilaian pembelajaran

Catatan

1) Untuk melakukan proses penetapan standar penilaian pembelajaran, dibutuhkan data
hasil audit capaian standar penilaian pembelajaran.

2) Manual ini juga berlaku untuk mengevaluasi standar penilaian pembelajaran yang baru
yang akan diberlakukan di IIBN.

3) Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/template standar.

4) Untuk melakukan proses pelaksanaan standar penilaian pembelajaran, dibutuhkan data

5)
6)

7)

hasil audit capaian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.

Untuk melakukan proses evaluasi standar penilaian pembelajaran, dibutuhkan data
hasil audit capaian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.

Untuk melakukan proses pengendalian standar penilaian pembelajaran, dibutuhkan
data hasil audit/evaluasi capaian standar penilaian pembelajaran.

Untuk melakukan proses peningkatan standar penilaian pembelajaran, dibutuhkan data
hasil audit capaian pengendalian standar penilaian pembelajaran.

Manual Mutu SPMI Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Tujuan

1

2)

Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar dosen dan
tenaga kependidikan di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional (IIBN).

Memberi arahan bagi pimpinan dan sivitas akademika [IBN dalam menerapkan sistem
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3)

penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan
terhadap standar dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin kepuasan pelanggan.
Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat
memenuhi atau melampaui persyaratan standar dosen dan tenaga kependidikan.

. Ruang lingkup

1)

2)

3)

4)

5)

1))
2)
3)
4)
S)
6)

7)

Manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan mencakup prosedur yang
harus dipenuhi dalam setiap menetapkan standar dan di setiap awal siklus penjaminan
mutu yang akan diberlakukan di IIBN.

Manual pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan mencakup prosedur yang
harus dipenuhi dalam setiap pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan yang
akan diberlakukan di IIBN.

Manual evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan mencakup prosedur yang
harus dipenuhi dalam evaluasi capaian setiap butir standar dalam standar dosen dan
tenaga kependidikan yang diberlakukan di [IBN

Manual pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan mencakup prosedur yang
harus dipenuhi dalam setiap mengendalikan standar dosen dan tenaga kependidikan
yang akan diberlakukan di IIBN.

Manual peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan mencakup prosedur yang
harus dipenuhi dalam setiap proses peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan
yang diberlakukan di I[IBN.

. Definisi Istilah

Manual Mutu SPMI adalah dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan
SPMI manajemen mutu yang isinya berdasarkan persyaratan standar

Manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah acuan dalam
menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan

Manual pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah acuan dalam
melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan

Manual evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan adalah acuan dalam
melakukan evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan

Manual pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan adalah acuan dalam
mengendalikan standar dosen dan tenaga kependidikan

Manual peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah acuan dalam
meningkatkan standar dosen dan tenaga kependidikan

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi
dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan
dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

. Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar Dosen dan Tenaga
Kependidikan

1))

Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

a. Rektor memutuskan pembentukan tim penyusun standar dosen dan tenaga
kependidikan

b. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) membentuk tim penyusun standar
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dosen dan tenaga kependidikan.

Rektor menetapkan tim penyusun standar dosen dan tenaga kependidikan.

Rektor atas usul ketua BPM menetapkan tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab
tim penyusun standar dosen dan tenaga kependidikan.

Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam pembelajaran oleh lembaga
sertifikasi nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

Tim merancang, menyusun, dan merumuskan draft standar dosen dan tenaga
kependidikan yang diusulkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang
berlaku secara nasional dan standar yang diberlakukan dalam pendidikan oleh
lembaga sertifikasi nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

Tim melakukan rapat koordinasi atau diskusi untuk merumuskan dengan Rektor
terkait dan para koordinator program studi dalam mengkaji draft standar dosen dan
tenaga kependidikan yang diusulkan.

Tim akan finalisasi standar dosen dan tenaga kependidikan.

Tim menyerahkan standar dosen dan tenaga kependidikan kepada Rektor melalui
ketua BPM.

Apabila ada revisi/perbaikan draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan
disampaikan kembali ke Rektor.

Rektor menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan melalui peraturan
rektor dan mensosialisasikan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan
diberlakukan di IIBN.

2) Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

a.

b.

Program studi dan Institut menyusun dokumen terkait dalam melaksanakan setiap
butir dalam standar dosen dan tenaga kependidikan.

Program studi dan Institut menetapkan sasaran mutu dalam rangka melaksanakan
setiap butir dalam standar dosen dan tenaga kependidikan.

Ketua Program Studi menyampaikan kepada Rektor tentang sasaran mutu
pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.

Program studi mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar dosen dan tenaga
kependidikan yang berlaku di IIBN.

Program studi membuat laporan capaian sasaran mutu dalam rangka pelaksanaan
setiap butir dalam standar dosen dan tenaga kependidikan secara berkala di setiap
akhir semester dan disampaikan kepada Rektor.

Rektor mendisposisi laporan capaian pelaksanaan standar dosen dan tenaga
kependidikan dari setiap Program Studi untuk dikaji oleh Badan Penjaminan Mutu
Internal sebagai bahan untuk melaksanakan Audit Internal.

3) Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

a.

Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melaksanakan pelatihan/penyegaran
auditor untuk dipersiapkan menjadi auditor di setiap program studi dan Institut.
Ketua BPMI melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor yang telah lulus
pelatihan.

Ketua BPMI atas persetujuan Rektor membentuk tim auditor untuk melakukan
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4)

audit pencapaian pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan di tingkat
program studi dan Institut.

Rektor menetapkan tim auditor pencapaian pelaksanaan standar dosen dan tenaga
kependidikan di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu (Auditor) mempelajari dokumen laporan pelaksanaan
standar dosen dan tenaga kependidikan setiap program studi dari Institut.

Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar dosen
dan tenaga kependidikan di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi (audit) pencapaian standar dosen dan
tenaga kependidikan di tingkat program Studi dan Institut.

Tim menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian standar dosen dan
tenaga kependidikan di tingkat program studi dan Institut.

Tim audit menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian standar dosen dan
tenaga kependidikan di tingkat program studi dan Institut.

Ketua BPMI mengkaji laporan tim hasil evaluasi pencapaian standar dosen dan
tenaga kependidikan di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu dan Tim audit finalisasi laporan audit pencapaian standar
dosen dan tenaga kependidikan di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyusun draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi
pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan di tingkat program studi dan
Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil
evaluasi pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan di tingkat program
studi dan Institut kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit
pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan di tingkat program studi dan
Institut.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar dosen
dan tenaga kependidikan di tingkat program studi dan Institut.

Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

a.

Rektor memerintahkan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
membentuk tim pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai
tindak lanjut evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan.

Ketua BPMI membentuk dan mengusulkan tim pengendalian standar dosen dan
tenaga kependidikan kepada Rektor.

Rektor menetapkan Surat Keputusan tim pengendalian standar dosen dan tenaga
kependidikan.

Rektor atas usul ketua BPMI menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab
tim pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan yang baru.

Tim melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar dosen dan
tenaga kependidikan di tingkat program studi dan Institut.

Tim mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan
belum dipenuhi.

Tim menyusun draft tindak lanjut butir standar yang sudah tercapai dan tinjauan
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5)

tingkat capaian untuk butir standar yang belum tercapai

Tim melakukan kajian untuk standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim menyusun rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk melakukan kajian
terkait butir standar yang belum tercapai.

Tim membuat laporan hasil pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan
di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu Internal mempelajari laporan tim pengendalian standar
dosen dan tenaga kependidikan.

Badan Penjaminan Mutu Internal menyusun laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal menyerahkan laporan dan draft
rekomendasi pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan di I[IBN kepada
rektor.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar dosen
dan tenaga kependidikan.

Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

a.

—.

Rektor memerintahkan Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji
peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan.

Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji peningkatan standar
dosen dan tenaga kependidikan.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan tim peningkatan standar
dosen dan tenaga kependidikan untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
Rektor menerbitkan Surat Keputusan tim perumusan peningkatan standar dosen
dan tenaga kependidikan di IIBN.

Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut pengendalian standar dosen
dan tenaga kependidikan.

Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar
dosen dan tenaga kependidikan.

Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar dosen dan tenaga
kependidikan baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkat capaiannya.
Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan draft petunjuk teknis untuk
unit kerja dalam peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan dan
rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Rektor.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam
peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar.
Rektor atas masukan wakil rektor bidang akademik menetapkan petunjuk teknis
untuk unit kerja dalam peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan.

Wakil rektor bidang akademik dan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal
melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan
ke seluruh unit-unit di lingkungan IIBN.

m. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pada tahun
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berikutnya.
n. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam Manual Mutu Sistem
Penjaminan Mutu Internal.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal
Standar Dosen dan tenaga kependidikan:

3.1.6

A N AR o

Rektor

Wakil Rektor

Kepala Bidang/Biro

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)

Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Ketua Program Studi

Kepala UPT

. Ketua Divisi Standar Mutu Internal

10. Ketua Tim Penyusunan standar dosen dan tenaga kependidikan

Catatan

1) Untuk melakukan proses penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan,
dibutuhkan data hasil audit capaian standar.

2) Manual ini juga berlaku untuk mengevaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan
yang diberlakukan di IIBN.

3) Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/template standar.

4) Untuk melakukan proses pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan,
dibutuhkan data hasil audit capaian pelaksanaan standar.

5) Untuk melakukan proses evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan, dibutuhkan
data hasil audit capaian pelaksanaan standar.

6) Untuk melakukan proses pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan,
dibutuhkan data hasil audit/evaluasi capaian standar.

7) Untuk melakukan proses peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan,

dibutuhkan data hasil audit capaian pengendalian standar dosen dan tenaga
kependidikan.

Manual Mutu SPMI Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Tujuan

1)

2)

3)

Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar sarana dan
prasarana pembelajaran di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional (IIBN).
Memberi arahan bagi pimpinan dan sivitas akademika IIBN dalam menerapkan sistem
penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan
terhadap standar sarana dan prasarana pembelajaran untuk menjamin kepuasan
pelanggan.

Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat
memenuhi atau melampaui persyaratan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
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B. Ruang lingkup

1)

2)

3)

4)

5)

Manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran mencakup prosedur yang
harus dipenuhi dalam setiap menetapkan standar dan di setiap awal siklus penjaminan
mutu yang akan diberlakukan di IIBN.

Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran mencakup prosedur
yang harus dipenuhi dalam setiap pelaksanaan standar sarana dan prasarana
pembelajaran yang akan diberlakukan di IIBN.

Manual evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran mencakup prosedur yang
harus dipenuhi dalam evaluasi capaian setiap butir standar dalam standar sarana dan
prasarana pembelajaran yang diberlakukan di [IBN

Manual pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran mencakup prosedur
yang harus dipenuhi dalam setiap mengendalikan standar sarana dan prasarana
pembelajaran yang akan diberlakukan di [IBN.

Manual peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran mencakup prosedur
yang harus dipenuhi dalam setiap proses peningkatan standar sarana dan prasarana
pembelajaran yang diberlakukan di IIBN.

C. Definisi Istilah

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Manual Mutu SPMI adalah dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan
manajemen mutu yang isinya berdasarkan persyaratan standar

Manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah acuan dalam
menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran

Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah acuan dalam
melaksanakan standar sarana dan prasarana pembelajaran

Manual evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah acuan dalam
melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran

Manual pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah acuan dalam
mengendalikan standar sarana dan prasarana pembelajaran

Manual peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah acuan dalam
meningkatkan standar sarana dan prasarana pembelajaran

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal yang
diperlukan untuk kebutuhan isi dan proses pembelajaran.

D. Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar Sarana dan Prasarana
Pembelajaran

1)

Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

a. Rektor memutuskan pembentukan tim penyusun standar sarana dan prasarana
pembelajaran

b. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) membentuk tim penyusun standar
sarana dan prasarana pembelajaran.

c. Rektor menetapkan tim penyusun standar sarana dan prasarana pembelajaran.

d. Rektor atas usul ketua BPM menetapkan tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab
tim penyusun standar sarana dan prasarana pembelajaran.

e. Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam pembelajaran oleh lembaga
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2)

3)

sertifikasi nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

Tim merancang, menyusun, dan merumuskan draft standar sarana dan prasarana
pembelajaran yang diusulkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang
berlaku secara nasional dan standar yang diberlakukan dalam pendidikan oleh
lembaga sertifikasi nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

Tim melakukan rapat koordinasi atau diskusi untuk merumuskan dengan Rektor
terkait dan para koordinator program studi dalam mengkaji draft standar sarana dan
prasarana pembelajaran yang diusulkan.

Tim akan finalisasi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Tim menyerahkan standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada Rektor
melalui ketua BPM.

Apabila ada revisi/perbaikan draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan
disampaikan kembali ke Rektor.

Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran melalui peraturan
rektor dan mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang akan
diberlakukan di IIBN.

Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

a.

b.

Program studi dan Institut menyusun dokumen terkait dalam melaksanakan setiap
butir dalam standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Program studi dan Institut menetapkan sasaran mutu dalam rangka melaksanakan
setiap butir dalam standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Ketua Program Studi menyampaikan kepada Rektor tentang sasaran mutu
pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Program studi mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar sarana dan prasarana
pembelajaran yang berlaku di IIBN.

Program studi membuat laporan capaian sasaran mutu dalam rangka pelaksanaan
setiap butir dalam standar sarana dan prasarana pembelajaran secara berkala di
setiap akhir semester dan disampaikan kepada Rektor.

Rektor mendisposisi laporan capaian pelaksanaan standar sarana dan prasarana
pembelajaran dari setiap Program Studi untuk dikaji oleh Badan Penjaminan Mutu
Internal sebagai bahan untuk melaksanakan Audit Internal.

Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

a.

Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melaksanakan pelatihan/penyegaran
auditor untuk dipersiapkan menjadi auditor di setiap program studi dan Institut.
Ketua BPMI melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor yang telah lulus
pelatihan.

Ketua BPMI atas persetujuan Rektor membentuk tim auditor untuk melakukan
audit pencapaian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran di tingkat
program studi dan Institut.

Rektor menetapkan tim auditor pencapaian pelaksanaan standar sarana dan
prasarana pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu (Auditor) mempelajari dokumen laporan pelaksanaan
standar sarana dan prasarana pembelajaran setiap program studi dari Institut.
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4)

Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar sarana
dan prasarana pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi (audit) pencapaian standar sarana dan
prasarana pembelajaran di tingkat program Studi dan Institut.

Tim menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian standar sarana dan
prasarana pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Tim audit menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian standar sarana dan
prasarana pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Ketua BPMI mengkaji laporan tim hasil evaluasi pencapaian standar sarana dan
prasarana pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu dan Tim audit finalisasi laporan audit pencapaian standar
sarana dan prasarana pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyusun draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi
pencapaian standar sarana dan prasarana pembelajaran di tingkat program studi dan
Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil
evaluasi pencapaian standar sarana dan prasarana pembelajaran di tingkat program
studi dan Institut kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit
pencapaian standar sarana dan prasarana pembelajaran di tingkat program studi dan
Institut.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar sarana
dan prasarana pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

a.

Rektor memerintahkan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
membentuk tim pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagai
tindak lanjut evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Ketua BPMI membentuk dan mengusulkan tim pengendalian standar sarana dan
prasarana pembelajaran kepada Rektor.

Rektor menetapkan Surat Keputusan tim pengendalian standar sarana dan
prasarana pembelajaran.

Rektor atas usul ketua BPMI menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab
tim pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran yang baru.

Tim melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar sarana dan
prasarana pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Tim mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan
belum dipenuhi.

Tim menyusun draft tindak lanjut butir standar yang sudah tercapai dan tinjauan
tingkat capaian untuk butir standar yang belum tercapai

Tim melakukan kajian untuk standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim menyusun rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk melakukan kajian
terkait butir standar yang belum tercapai.

Tim membuat laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana
pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.
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5)

Badan Penjaminan Mutu Internal mempelajari laporan tim pengendalian standar
sarana dan prasarana pembelajaran.

Badan Penjaminan Mutu Internal menyusun laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal menyerahkan laporan dan draft
rekomendasi pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran di IIBN
kepada rektor.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar sarana
dan prasarana pembelajaran.

Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

a.

—.

Rektor memerintahkan Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji
peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji peningkatan standar
sarana dan prasarana pembelajaran.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan tim peningkatan standar
sarana dan prasarana pembelajaran untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan
Rektor.

Rektor menerbitkan Surat Keputusan tim perumusan peningkatan standar sarana
dan prasarana pembelajaran di IIBN.

Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut pengendalian standar
sarana dan prasarana pembelajaran.

Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar
sarana dan prasarana pembelajaran.

Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar sarana dan prasarana
pembelajaran baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkat capaiannya.
Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan draft petunjuk teknis untuk
unit kerja dalam peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran dan
rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Rektor.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam
peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar.
Rektor atas masukan wakil rektor bidang akademik menetapkan petunjuk teknis
untuk unit kerja dalam peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
Wakil rektor bidang akademik dan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal
melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar sarana dan prasarana
pembelajaran ke seluruh unit-unit di lingkungan IIBN.

Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pada tahun
berikutnya.

Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam Manual Mutu Sistem
Penjaminan Mutu Internal.
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E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran:

3.1.7

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)
9)

Rektor

Wakil Rektor

Kepala Bidang/Biro

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)

Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Ketua Program Studi

Kepala UPT

Ketua Divisi Standar Mutu Internal

10) Ketua Tim Penyusunan standar sarana dan prasarana pembelajaran

Catatan

1) Untuk melakukan proses penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran,
dibutuhkan data hasil audit capaian standar.

2) Manual ini juga berlaku untuk mengevaluasi standar sarana dan prasarana
pembelajaran yang diberlakukan di IIBN.

3) Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/template standar.

4) Untuk melakukan proses pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran,
dibutuhkan data hasil audit capaian pelaksanaan standar.

5) Untuk melakukan proses evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran,
dibutuhkan data hasil audit capaian pelaksanaan standar.

6) Untuk melakukan proses pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran,
dibutuhkan data hasil audit/evaluasi capaian standar.

7) Untuk melakukan proses peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran,

dibutuhkan data hasil audit capaian pengendalian standar sarana dan prasarana
pembelajaran.

Manual Mutu SPMI Standar Pengelolaan Pembelajaran
Tujuan

1))

2)

3)

1))

Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pengelolaan
pembelajaran I[IBN.

Memberi arahan bagi pimpinan dan sivitas akademika IIBN dalam menerapkan sistem
penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan
terhadap standar pengelolaan pembelajaran untuk menjamin kepuasan pelanggan.
Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat
memenuhi atau melampaui persyaratan standar pengelolaan pembelajaran.

. Ruang lingkup

Manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap menetapkan standar dan di setiap awal siklus penjaminan mutu
yang akan diberlakukan di I[IBN.
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2)

3)

4)

S)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Manual pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran yang akan
diberlakukan di IIBN.

Manual evaluasi standar pengelolaan pembelajaran mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam evaluasi capaian setiap butir standar dalam standar pengelolaan
pembelajaran yang diberlakukan di [IBN

Manual pengendalian standar pengelolaan pembelajaran mencakup prosedur yang
harus dipenuhi dalam setiap mengendalikan standar pengelolaan pembelajaran yang
akan diberlakukan di IIBN.

Manual peningkatan standar pengelolaan pembelajaran mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap proses peningkatan standar pengelolaan pembelajaran yang
diberlakukan di IIBN.

. Definisi Istilah

Manual Mutu SPMI adalah dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan
SPMI manajemen mutu yang isinya berdasarkan persyaratan standar

Manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran adalah acuan dalam menetapkan
standar pengelolaan pembelajaran

Manual pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran adalah acuan dalam
melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran

Manual evaluasi standar pengelolaan pembelajaran adalah acuan dalam melakukan
evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran

Manual pengendalian standar pengelolaan pembelajaran adalah acuan dalam
mengendalikan standar pengelolaan pembelajaran

Manual peningkatan standar pengelolaan pembelajaran adalah acuan dalam
meningkatkan standar pengelolaan pembelajaran

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan
pembelajaran pada tingkat program studi.

. Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar Pengelolaan Pembelajaran

1)

Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

a. Rektor memutuskan pembentukan tim penyusun standar pengelolaan
pembelajaran.

b. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) membentuk tim penyusun standar
pengelolaan pembelajaran.

c. Rektor menetapkan tim penyusun standar pengelolaan pembelajaran.

d. Rektor atas usul ketua BPM menetapkan tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab
tim penyusun standar pengelolaan pembelajaran.

e. Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam pembelajaran oleh lembaga
sertifikasi nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di [IBN.

f. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan draft standar pengelolaan
pembelajaran yang diusulkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang
berlaku secara nasional dan standar yang diberlakukan dalam pendidikan oleh
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2)

3)

lembaga sertifikasi nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

Tim melakukan rapat koordinasi atau diskusi untuk merumuskan dengan Rektor
terkait dan para koordinator program studi dalam mengkaji draft standar
pengelolaan pembelajaran yang diusulkan.

Tim akan finalisasi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Tim menyerahkan standar pengelolaan pembelajaran kepada Rektor melalui ketua
BPM.

Apabila ada revisi/perbaikan draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan
disampaikan kembali ke Rektor.

Rektor menetapkan standar pengelolaan pembelajaran melalui peraturan rektor dan
mensosialisasikan standar pengelolaan pembelajaran yang akan diberlakukan di
IIBN.

Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

a.

Program studi dan Institut menyusun dokumen terkait dalam melaksanakan setiap
butir dalam standar pengelolaan pembelajaran.

Program studi dan Institut menetapkan sasaran mutu dalam rangka melaksanakan
setiap butir dalam standar pengelolaan pembelajaran.

Ketua Program Studi menyampaikan kepada Rektor tentang sasaran mutu
pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.

Program studi mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar pengelolaan
pembelajaran yang berlaku di IIBN.

Program studi membuat laporan capaian sasaran mutu dalam rangka pelaksanaan
setiap butir dalam standar pengelolaan pembelajaran secara berkala di setiap akhir
semester dan disampaikan kepada Rektor.

Rektor mendisposisi laporan capaian pelaksanaan standar pengelolaan
pembelajaran dari setiap Program Studi untuk dikaji oleh Badan Penjaminan Mutu
Internal sebagai bahan untuk melaksanakan Audit Internal.

Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran

a.

Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melaksanakan pelatihan/penyegaran
auditor untuk dipersiapkan menjadi auditor di setiap program studi dan Institut.
Ketua BPMI melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor yang telah lulus
pelatihan.

Ketua BPMI atas persetujuan Rektor membentuk tim auditor untuk melakukan
audit pencapaian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran di tingkat program
studi dan Institut.

Rektor menetapkan tim auditor pencapaian pelaksanaan standar pengelolaan
pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu (Auditor) mempelajari dokumen laporan pelaksanaan
standar pengelolaan pembelajaran setiap program studi dari Institut.

Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar
pengelolaan pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi (audit) pencapaian standar pengelolaan
pembelajaran di tingkat program Studi dan Institut.
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4)

Tim menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian standar pengelolaan
pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Tim audit menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian standar pengelolaan
pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Ketua BPMI mengkaji laporan tim hasil evaluasi pencapaian standar pengelolaan
pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu dan Tim audit memfinalisasi laporan audit pencapaian
standar pengelolaan pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyusun draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi
pencapaian standar pengelolaan pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.
Badan Penjaminan Mutu menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil
evaluasi pencapaian standar pengelolaan pembelajaran di tingkat program studi dan
Institut kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit
pencapaian standar pengelolaan pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.
Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar
pengelolaan pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran

a.

Rektor memerintahkan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
membentuk tim pengendalian standar pengelolaan pembelajaran sebagai tindak
lanjut evaluasi standar pengelolaan pembelajaran.

Ketua BPMI membentuk dan mengusulkan tim pengendalian standar pengelolaan
pembelajaran kepada Rektor.

Rektor menetapkan SK tim pengendalian standar pengelolaan pembelajaran.
Rektor atas usul ketua BPMI menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab
tim pengendalian standar pengelolaan pembelajaran yang baru.

Tim melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar pengelolaan
pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Tim mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan
belum dipenuhi.

Tim menyusun draft tindak lanjut butir standar yang sudah tercapai dan tinjauan
tingkat capaian untuk butir standar yang belum tercapai

Tim melakukan kajian untuk standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim menyusun rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk melakukan kajian
terkait butir standar yang belum tercapai.

Tim membuat laporan hasil pengendalian standar pengelolaan pembelajaran di
tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu Internal mempelajari laporan tim pengendalian standar
pengelolaan pembelajaran.

Badan Penjaminan Mutu Internal menyusun laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar pengelolaan pembelajaran.

. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal menyerahkan laporan dan draft

rekomendasi pengendalian standar pengelolaan pembelajaran di IIBN kepada
rektor.
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Rektor dalam rapat pimpinan membahas laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar pengelolaan pembelajaran.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar
pengelolaan pembelajaran.

5) Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran

a.

—.

Rektor memerintahkan Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji
peningkatan standar pengelolaan pembelajaran.

Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji peningkatan standar
pengelolaan pembelajaran.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan tim peningkatan standar
pengelolaan pembelajaran untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
Rektor menerbitkan Surat Keputusan tim perumusan peningkatan standar
pengelolaan pembelajaran di IIBN.

Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut pengendalian standar
pengelolaan pembelajaran.

Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar
pengelolaan pembelajaran.

Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar pengelolaan
pembelajaran baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkat capaiannya.
Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan draft petunjuk teknis untuk
unit kerja dalam peningkatan standar pengelolaan pembelajaran dan rekomendasi
penetapan butir standar baru kepada Rektor.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam
peningkatan standar pengelolaan pembelajaran.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar.
Rektor atas masukan wakil rektor bidang akademik menetapkan petunjuk teknis
untuk unit kerja dalam peningkatan standar pengelolaan pembelajaran.

Wakil rektor bidang akademik dan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal
melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar pengelolaan pembelajaran ke
seluruh unit-unit di lingkungan IIBN.

Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pada tahun
berikutnya.

Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam Manual Mutu Sistem
Penjaminan Mutu Internal.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal
Standar Pengelolaan Pembelajaran:

Rektor

Wakil Rektor

Kepala Bidang/Biro

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)

Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ketua Program Studi
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3.1.8

8)
9)

Kepala UPT
Ketua Divisi Standar Mutu Internal

10) Ketua Tim Penyusunan standar pengelolaan pembelajaran

Catatan

1) Untuk melakukan proses penetapan standar pengelolaan pembelajaran, dibutuhkan
data hasil audit capaian standar.

2) Manual ini juga berlaku untuk mengevaluasi standar pengelolaan pembelajaran yang
diberlakukan di IIBN.

3) Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/template standar.

4) Untuk melakukan proses pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran, dibutuhkan
data hasil audit capaian pelaksanaan standar.

5) Untuk melakukan proses evaluasi standar pengelolaan pembelajaran, dibutuhkan data
hasil audit capaian pelaksanaan standar.

6) Untuk melakukan proses pengendalian standar pengelolaan pembelajaran, dibutuhkan
data hasil audit/evaluasi capaian standar.

7) Untuk melakukan proses peningkatan standar pengelolaan pembelajaran, dibutuhkan

data hasil audit capaian pengendalian standar pengelolaan pembelajaran.

Manual Mutu SPMI Standar Pembiayaan Pembelajaran

Tujuan

1))

2)

3)

Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pembiayaan
pembelajaran [IBN.

Memberi arahan bagi pimpinan dan sivitas akademika I[IBN dalam menerapkan sistem
penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan
terhadap standar pembiayaan pembelajaran untuk menjamin kepuasan pelanggan.
Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat
memenuhi atau melampaui persyaratan standar pembiayaan pembelajaran.

Ruang lingkup

1))

2)

3)

4)

S)

Manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap menetapkan standar dan di setiap awal siklus penjaminan mutu
yang akan diberlakukan di IIBN.

Manual pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran yang akan
diberlakukan di IIBN.

Manual evaluasi standar pembiayaan pembelajaran mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam evaluasi capaian setiap butir standar dalam standar pembiayaan
pembelajaran yang diberlakukan di IIBN

Manual pengendalian standar pembiayaan pembelajaran mencakup prosedur yang
harus dipenuhi dalam setiap mengendalikan standar pembiayaan pembelajaran yang
akan diberlakukan di IIBN.

Manual peningkatan standar pembiayaan pembelajaran mencakup prosedur yang harus
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dipenuhi dalam setiap proses peningkatan standar pembiayaan pembelajaran yang
diberlakukan di IIBN.

C. Definisi Istilah

a.

Manual Mutu SPMI adalah dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan
manajemen mutu yang isinya berdasarkan persyaratan standar

Manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran adalah acuan dalam menetapkan
standar pembiayaan pembelajaran

Manual pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran adalah acuan dalam
melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran

Manual evaluasi standar pembiayaan pembelajaran adalah acuan dalam melakukan
evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran

Manual pengendalian standar pembiayaan pembelajaran adalah acuan dalam
mengendalikan standar pembiayaan pembelajaran

Manual peningkatan standar pembiayaan pembelajaran adalah acuan dalam
meningkatkan standar pembiayaan pembelajaran

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan
besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan
capaian pembelajaran lulusan.

D. Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar Pembiayaan Pembelajaran
1) Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran

a. Rektor memutuskan pembentukan tim penyusun standar pembiayaan
pembelajaran.

b. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) membentuk tim penyusun standar
pembiayaan pembelajaran.

c. Rektor menetapkan tim penyusun standar pembiayaan pembelajaran.

d. Rektor atas usul ketua BPM menetapkan tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab
tim penyusun standar pembiayaan pembelajaran.

e. Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam pembelajaran oleh lembaga
sertifikasi nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

f. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan draft standar pembiayaan
pembelajaran yang diusulkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang
berlaku secara nasional dan standar yang diberlakukan dalam pendidikan oleh
lembaga sertifikasi nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

g. Tim melakukan rapat koordinasi atau diskusi untuk merumuskan dengan Rektor
terkait dan para koordinator program studi dalam mengkaji draft standar
pembiayaan pembelajaran yang diusulkan.

h. Tim yang finalisasi standar pembiayaan pembelajaran.

i.  Tim menyerahkan standar pembiayaan pembelajaran kepada Rektor melalui ketua
BPM.

j. Apabila ada revisi/perbaikan draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan
disampaikan kembali ke Rektor.

k. Rektor menetapkan standar pembiayaan pembelajaran melalui peraturan rektor dan
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mensosialisasikan standar pembiayaan pembelajaran yang akan diberlakukan di
IIBN.

2) Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

3)

a.

Program studi dan Institut menyusun dokumen terkait dalam melaksanakan setiap
butir dalam standar pembiayaan pembelajaran.

Program studi dan Institut menetapkan sasaran mutu dalam rangka melaksanakan
setiap butir dalam standar pembiayaan pembelajaran.

Ketua Program Studi menyampaikan kepada Rektor tentang sasaran mutu
pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.

Program studi mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar pembiayaan
pembelajaran yang berlaku di IIBN.

Program studi membuat laporan capaian sasaran mutu dalam rangka pelaksanaan
setiap butir dalam standar pembiayaan pembelajaran secara berkala di setiap akhir
semester dan disampaikan kepada Rektor.

Rektor mendisposisi laporan capaian pelaksanaan standar pembiayaan
pembelajaran dari setiap Program Studi untuk dikaji oleh Badan Penjaminan Mutu
Internal sebagai bahan untuk melaksanakan Audit Internal.

Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran

a.

Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melaksanakan pelatihan/penyegaran
auditor untuk dipersiapkan menjadi auditor di setiap program studi dan Institut.
Ketua BPMI melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor yang telah lulus
pelatihan.

Ketua BPMI atas persetujuan Rektor membentuk tim auditor untuk melakukan
audit pencapaian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran di tingkat program
studi dan Institut.

Rektor menetapkan tim auditor pencapaian pelaksanaan standar pembiayaan
pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu (Auditor) mempelajari dokumen laporan pelaksanaan
standar pembiayaan pembelajaran setiap program studi dari Institut.

Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar
pembiayaan pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi (audit) pencapaian standar pembiayaan
pembelajaran di tingkat program Studi dan Institut.

Tim menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian standar pembiayaan
pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Tim audit menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian standar pembiayaan
pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Ketua BPMI mengkaji laporan tim hasil evaluasi pencapaian standar pembiayaan
pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu dan Tim audit finalisasi laporan audit pencapaian standar
pembiayaan pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyusun draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi
pencapaian standar pembiayaan pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.
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m. Badan Penjaminan Mutu menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil

evaluasi pencapaian standar pembiayaan pembelajaran di tingkat program studi dan
Institut kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit
pencapaian standar pembiayaan pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.
Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar
pembiayaan pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

4) Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran

a.

Rektor memerintahkan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
membentuk tim pengendalian standar pembiayaan pembelajaran sebagai tindak
lanjut evaluasi standar pembiayaan pembelajaran.

Ketua BPMI membentuk dan mengusulkan tim pengendalian standar pembiayaan
pembelajaran kepada Rektor.

Rektor menetapkan Surat Keputusan tim pengendalian standar pembiayaan
pembelajaran.

Rektor atas usul ketua BPMI menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab
tim pengendalian standar pembiayaan pembelajaran yang baru.

Tim melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar pembiayaan
pembelajaran di tingkat program studi dan Institut.

Tim mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan
belum dipenuhi.

Tim menyusun draft tindak lanjut butir standar yang sudah tercapai dan tinjauan
tingkat capaian untuk butir standar yang belum tercapai

Tim melakukan kajian untuk standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim menyusun rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk melakukan kajian
terkait butir standar yang belum tercapai.

Tim membuat laporan hasil pengendalian standar pembiayaan pembelajaran di
tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu Internal mempelajari laporan tim pengendalian standar
pembiayaan pembelajaran.

Badan Penjaminan Mutu Internal menyusun laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar pembiayaan pembelajaran.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal menyerahkan laporan dan draft
rekomendasi pengendalian standar pembiayaan pembelajaran di [IBN kepada
rektor.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar pembiayaan pembelajaran.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar
pembiayaan pembelajaran.

5) Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran

a.

b.

Rektor memerintahkan Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji
peningkatan standar pembiayaan pembelajaran.
Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji peningkatan standar
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—.

pembiayaan pembelajaran.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan tim peningkatan standar
pembiayaan pembelajaran untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
Rektor menerbitkan Surat Keputusan tim perumusan peningkatan standar
pembiayaan pembelajaran di IIBN.

Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut pengendalian standar
pembiayaan pembelajaran.

Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar
pembiayaan pembelajaran.

Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar pembiayaan
pembelajaran baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkat capaiannya.
Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan draft petunjuk teknis untuk
unit kerja dalam peningkatan standar pembiayaan pembelajaran dan rekomendasi
penetapan butir standar baru kepada Rektor.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam
peningkatan standar pembiayaan pembelajaran.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar.
Rektor atas masukan wakil rektor bidang akademik menetapkan petunjuk teknis
untuk unit kerja dalam peningkatan standar pembiayaan pembelajaran.

Wakil rektor bidang akademik dan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal
melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar pembiayaan pembelajaran ke
seluruh unit-unit di lingkungan IIBN.

. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pada tahun

berikutnya.
Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam Manual Mutu Sistem
Penjaminan Mutu Internal.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal
Standar Pembiayaan Pembelajaran:

Rektor

Wakil Rektor

Kepala Bidang/Biro

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)

Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

Ketua Program Studi

Kepala UPT

Ketua Divisi Standar Mutu Internal

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10) Ketua Tim Penyusunan standar pembiayaan pembelajaran

F. Catatan

a.

Untuk melakukan proses penetapan standar pembiayaan pembelajaran, dibutuhkan
data hasil audit capaian standar.

Manual ini juga berlaku untuk mengevaluasi standar pembiayaan pembelajaran yang
diberlakukan di IIBN.
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3.1.9

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/template standar.

Untuk melakukan proses pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran, dibutuhkan
data hasil audit capaian pelaksanaan standar.

Untuk melakukan proses evaluasi standar pembiayaan pembelajaran, dibutuhkan data
hasil audit capaian pelaksanaan standar.

Untuk melakukan proses pengendalian standar pembiayaan pembelajaran, dibutuhkan
data hasil audit/evaluasi capaian standar.

Untuk melakukan proses peningkatan standar pembiayaan pembelajaran, dibutuhkan
data hasil audit capaian pengendalian standar pembiayaan pembelajaran.

Manual Mutu SPMI Standar Hasil Penelitian
Tujuan

)

2)

3)

Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar hasil
penelitian IIBN.

Memberi arahan bagi pimpinan dan sivitas akademika IIBN dalam menerapkan sistem
penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan
terhadap standar hasil penelitian untuk menjamin kepuasan pelanggan.

Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat
memenuhi atau melampaui persyaratan standar hasil penelitian.

Ruang lingkup

1))

2)

3)
4)

S)

6)

Manual penetapan standar hasil penelitian mencakup prosedur yang harus dipenuhi
dalam setiap menetapkan standar dan di setiap awal siklus penjaminan mutu yang akan
diberlakukan di [IBN.

Manual pelaksanaan standar hasil penelitian mencakup prosedur yang harus dipenuhi
dalam setiap pelaksanaan standar hasil penelitian yang akan diberlakukan di IIBN.
Manual evaluasi standar hasil penelitian mencakup prosedur yang harus

dipenuhi dalam evaluasi capaian setiap butir standar dalam standar hasil penelitian
yang diberlakukan di [IBN

Manual pengendalian standar hasil penelitian mencakup prosedur yang harus dipenuhi
dalam setiap mengendalikan standar hasil penelitian yang akan diberlakukan di IIBN.
Manual peningkatan standar hasil penelitian mencakup prosedur yang harus dipenuhi
dalam setiap proses peningkatan standar hasil penelitian yang diberlakukan di IIBN.

Definisi Istilah

1)
2)
3)

4)

Manual Mutu SPMI adalah dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan
manajemen mutu yang isinya berdasarkan persyaratan standar

Manual penetapan standar hasil penelitian adalah acuan dalam menetapkan standar
hasil penelitian

Manual pelaksanaan standar hasil penelitian adalah acuan dalam melaksanakan standar
hasil penelitian

Manual evaluasi standar hasil penelitian adalah acuan dalam melakukan evaluasi
pelaksanaan standar hasil penelitian
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5) Manual pengendalian standar hasil penelitian adalah acuan dalam mengendalikan
standar hasil penelitian
6) Manual peningkatan standar hasil penelitian adalah acuan dalam meningkatkan standar

hasil penelitian
7) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu

pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya
saing bangsa.

D. Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar Hasil Penelitian
1) Penetapan Standar Hasil Penelitian

a.
b.

Rektor memutuskan pembentukan tim penyusun standar hasil penelitian.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) membentuk tim penyusun standar
hasil penelitian.

Rektor menetapkan tim penyusun standar hasil penelitian.

Rektor atas usul ketua BPM menetapkan tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab
tim penyusun standar hasil penelitian.

Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam penelitian oleh lembaga sertifikasi
nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di [IBN.

Tim merancang, menyusun, dan merumuskan draft standar hasil penelitian yang
diusulkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam pendidikan oleh lembaga sertifikasi
nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

Tim melakukan rapat koordinasi atau diskusi untuk merumuskan dengan Rektor
terkait dan para koordinator program studi dalam mengkaji draft standar hasil
penelitian yang diusulkan.

Tim akan finalisasi standar hasil penelitian.

Tim menyerahkan standar hasil penelitian kepada Rektor melalui ketua BPM.
Apabila ada revisi/perbaikan draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan
disampaikan kembali ke Rektor.

Rektor menetapkan standar hasil penelitian melalui peraturan rektor dan
mensosialisasikan standar hasil penelitian yang akan diberlakukan di IIBN.

2) Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

a.

Program studi dan Institut menyusun dokumen terkait dalam melaksanakan setiap
butir dalam standar hasil penelitian.

Program studi dan Institut menetapkan sasaran mutu dalam rangka melaksanakan
setiap butir dalam standar hasil penelitian.

Ketua Program Studi menyampaikan kepada Rektor tentang sasaran mutu
pelaksanaan standar hasil penelitian.

Program studi mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar hasil penelitian yang
berlaku di I[IBN.

Program studi membuat laporan capaian sasaran mutu dalam rangka pelaksanaan
setiap butir dalam standar hasil penelitian secara berkala di setiap akhir semester
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dan disampaikan kepada Rektor.

Rektor mendisposisi laporan capaian pelaksanaan standar hasil penelitian dari
setiap Program Studi untuk dikaji oleh Badan Penjaminan Mutu Internal sebagai
bahan untuk melaksanakan Audit Internal.

3) Evaluasi Standar Hasil Penelitian

a.

Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melaksanakan pelatihan/penyegaran
auditor untuk dipersiapkan menjadi auditor di setiap program studi dan Institut.
Ketua BPMI melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor yang telah lulus
pelatihan.

Ketua BPMI atas persetujuan Rektor membentuk tim auditor untuk melakukan
audit pencapaian pelaksanaan standar hasil penelitian di tingkat program studi dan
Institut.

Rektor menetapkan tim auditor pencapaian pelaksanaan standar hasil penelitian di
tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu (Auditor) mempelajari dokumen laporan pelaksanaan
standar hasil penelitian setiap program studi dari Institut.

Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar hasil
penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi (audit) pencapaian standar hasil
penelitian di tingkat program Studi dan Institut.

Tim menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian standar hasil
penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Tim audit menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian standar hasil
penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Ketua BPMI mengkaji laporan tim hasil evaluasi pencapaian standar hasil
penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu dan Tim audit finalisasi laporan audit pencapaian standar
hasil penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyusun draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi
pencapaian standar hasil penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil
evaluasi pencapaian standar hasil penelitian di tingkat program studi dan Institut
kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit
pencapaian standar hasil penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar hasil
penelitian di tingkat program studi dan Institut.

4) Pengendalian Standar Hasil Penelitian

a.

Rektor memerintahkan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
membentuk tim pengendalian standar hasil penelitian sebagai tindak lanjut evaluasi
standar hasil penelitian.

Ketua BPMI membentuk dan mengusulkan tim pengendalian standar hasil
penelitian kepada Rektor.

45



5)

Rektor menetapkan Surat Keputusan tim pengendalian standar hasil penelitian.
Rektor atas usul ketua BPMI menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab
tim pengendalian standar hasil penelitian yang baru.

Tim melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar hasil
penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Tim mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan
belum dipenuhi.

Tim menyusun draft tindak lanjut butir standar yang sudah tercapai dan tinjauan
tingkat capaian untuk butir standar yang belum tercapai

Tim melakukan kajian untuk standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim menyusun rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk melakukan kajian
terkait butir standar yang belum tercapai.

Tim membuat laporan hasil pengendalian standar hasil penelitian di tingkat
program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu Internal mempelajari laporan tim pengendalian standar
hasil penelitian.

Badan Penjaminan Mutu Internal menyusun laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar hasil penelitian.

. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal menyerahkan laporan dan draft

rekomendasi pengendalian standar hasil penelitian di [IBN kepada rektor.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar hasil penelitian.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar hasil
penelitian.

Peningkatan Standar Hasil Penelitian

a.

Rektor memerintahkan Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji
peningkatan standar hasil penelitian.

Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji peningkatan standar
hasil penelitian.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan tim peningkatan standar hasil
penelitian untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Rektor menerbitkan Surat Keputusan tim perumusan peningkatan standar hasil
penelitian di I[IBN.

Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut pengendalian standar hasil
penelitian.

Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar
hasil penelitian.

Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar hasil penelitian baru
untuk butir standar yang telah terlampaui tingkat capaiannya.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan draft petunjuk teknis untuk
unit kerja dalam peningkatan standar hasil penelitian dan rekomendasi penetapan
butir standar baru kepada Rektor.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam
peningkatan standar hasil penelitian.
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Wakil rektor bidang akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar.

—.

k. Rektor atas masukan wakil rektor bidang akademik menetapkan petunjuk teknis
untuk unit kerja dalam peningkatan standar hasil penelitian.

1. Wakil rektor bidang akademik dan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal
melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar hasil penelitian ke seluruh unit-
unit di lingkungan ITIBN.

m. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pada tahun
berikutnya.

n. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam Manual Mutu Sistem
Penjaminan Mutu Internal.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal
Standar Hasil Penelitian:

3.1.10

)
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)
9)

Rektor

Wakil Rektor

Kepala Bidang/Biro

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)

Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Ketua Program Studi

Kepala UPT

Ketua Divisi Standar Mutu Internal

10) Ketua Tim Penyusunan standar hasil penelitian

Catatan

1) Untuk melakukan proses penetapan standar hasil penelitian, dibutuhkan data hasil audit
capaian standar.

2) Manual ini juga berlaku untuk mengevaluasi standar hasil penelitian yang diberlakukan
di IIBN.

3) Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/template standar.

4) Untuk melakukan proses pelaksanaan standar hasil penelitian, dibutuhkan data hasil
audit capaian pelaksanaan standar.

5) Untuk melakukan proses evaluasi standar hasil penelitian, dibutuhkan data hasil audit

6)

7)

capaian pelaksanaan standar.

Untuk melakukan proses pengendalian standar hasil penelitian, dibutuhkan data hasil
audit/evaluasi capaian standar.

Untuk melakukan proses peningkatan standar hasil penelitian, dibutuhkan data hasil
audit capaian pengendalian standar hasil penelitian.

Manual Mutu SPMI Standar Isi Penelitian

1))

. Tujuan

Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar isi penelitian
IIBN.
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2) Memberi arahan bagi pimpinan dan sivitas akademika I[IBN dalam menerapkan sistem
penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan
terhadap standar isi penelitian untuk menjamin kepuasan pelanggan.

3) Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat
memenuhi atau melampaui persyaratan standar isi penelitian.

. Ruang lingkup

1) Manual penetapan standar isi penelitian mencakup prosedur yang harus dipenuhi dalam
setiap menetapkan standar dan di setiap awal siklus penjaminan mutu yang akan
diberlakukan di IIBN.

2) Manual pelaksanaan standar isi penelitian mencakup prosedur yang harus dipenuhi
dalam setiap pelaksanaan standar isi penelitian yang akan diberlakukan di IIBN.

3) Manual evaluasi standar isi penelitian mencakup prosedur yang harus dipenuhi dalam
evaluasi capaian setiap butir standar dalam standar isi penelitian yang diberlakukan di
[IBN

4) Manual pengendalian standar isi penelitian mencakup prosedur yang harus dipenuhi
dalam setiap mengendalikan standar isi penelitian yang akan diberlakukan di IIBN.

5) Manual peningkatan standar isi penelitian mencakup prosedur yang harus dipenuhi
dalam setiap proses peningkatan standar isi penelitian yang diberlakukan di IIBN.

. Definisi Istilah

1) Manual Mutu SPMI adalah dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan
manajemen mutu yang isinya berdasarkan persyaratan standar

2) Manual penetapan standar isi penelitian adalah acuan dalam menetapkan standar isi
penelitian

3) Manual pelaksanaan standar isi penelitian adalah acuan dalam melaksanakan standar
isi penelitian

4) Manual evaluasi standar isi penelitian adalah acuan dalam melakukan evaluasi
pelaksanaan standar isi penelitian

5) Manual pengendalian standar isi penelitian adalah acuan dalam mengendalikan standar
isi penelitian

6) Manual peningkatan standar isi penelitian adalah acuan dalam meningkatkan standar
1si penelitian

7) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan
materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada
penelitian dasar dan penelitian terapan.

. Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar Isi Penelitian
1) Penetapan Standar Isi Penelitian
a. Rektor memutuskan pembentukan tim penyusun standar isi penelitian.
b. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) membentuk tim penyusun standar
isi penelitian.
c. Rektor menetapkan tim penyusun standar isi penelitian.
d. Rektor atas usul ketua BPM menetapkan tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab
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2)

3)

tim penyusun standar isi penelitian.

Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam penelitian oleh lembaga sertifikasi
nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

Tim merancang, menyusun, dan merumuskan draft standar isi penelitian yang
diusulkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam pendidikan oleh lembaga sertifikasi
nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

Tim melakukan rapat koordinasi atau diskusi untuk merumuskan dengan Rektor
terkait dan para koordinator program studi dalam mengkaji draft standar isi
penelitian yang diusulkan.

Tim akan finalisasi standar isi penelitian.

Tim menyerahkan standar isi penelitian kepada Rektor melalui ketua BPM.
Apabila ada revisi/perbaikan draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan
disampaikan kembali ke Rektor.

Rektor menetapkan standar isi penelitian melalui peraturan rektor dan
mensosialisasikan standar isi penelitian yang akan diberlakukan di IIBN.

Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

a.

Program studi dan Institut menyusun dokumen terkait dalam melaksanakan setiap
butir dalam standar isi penelitian.

Program studi dan Institut menetapkan sasaran mutu dalam rangka melaksanakan
setiap butir dalam standar isi penelitian.

Ketua Program Studi menyampaikan kepada Rektor tentang sasaran mutu
pelaksanaan standar isi penelitian.

Program studi mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar isi penelitian yang
berlaku di IIBN.

Program studi membuat laporan capaian sasaran mutu dalam rangka pelaksanaan
setiap butir dalam standar isi penelitian secara berkala di setiap akhir semester dan
disampaikan kepada Rektor.

Rektor mendisposisi laporan capaian pelaksanaan standar isi penelitian dari setiap
Program Studi untuk dikaji oleh Badan Penjaminan Mutu Internal sebagai bahan
untuk melaksanakan Audit Internal.

Evaluasi Standar Isi Penelitian

a.

Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melaksanakan pelatihan/penyegaran
auditor untuk dipersiapkan menjadi auditor di setiap program studi dan Institut.
Ketua BPMI melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor yang telah lulus
pelatihan.

Ketua BPMI atas persetujuan Rektor membentuk tim auditor untuk melakukan
audit pencapaian pelaksanaan standar isi penelitian di tingkat program studi dan
Institut.

Rektor menetapkan tim auditor pencapaian pelaksanaan standar isi penelitian di
tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu (Auditor) mempelajari dokumen laporan pelaksanaan
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4)

standar is1 penelitian setiap program studi dari Institut.

Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar isi
penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi (audit) pencapaian standar isi penelitian
di tingkat program Studi dan Institut.

Tim menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian standar isi penelitian
di tingkat program studi dan Institut.

Tim audit menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian standar isi penelitian
di tingkat program studi dan Institut.

Ketua BPMI mengkaji laporan tim hasil evaluasi pencapaian standar isi penelitian
di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu dan Tim audit memfinalisasi laporan audit pencapaian
standar isi penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyusun draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi
pencapaian standar isi penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil
evaluasi pencapaian standar isi penelitian di tingkat program studi dan Institut
kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit
pencapaian standar isi penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar isi
penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Pengendalian Standar Isi Penelitian

a.

Rektor memerintahkan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
membentuk tim pengendalian standar isi penelitian sebagai tindak lanjut evaluasi
standar isi penelitian.

Ketua BPMI membentuk dan mengusulkan tim pengendalian standar isi penelitian
kepada Rektor.

Rektor menetapkan Surat Keputusan tim pengendalian standar isi penelitian.
Rektor atas usul ketua BPMI menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab
tim pengendalian standar isi penelitian yang baru.

Tim melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar isi
penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Tim mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan
belum dipenuhi.

Tim menyusun draft tindak lanjut butir standar yang sudah tercapai dan tinjauan
tingkat capaian untuk butir standar yang belum tercapai

Tim melakukan kajian untuk standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim menyusun rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk melakukan kajian
terkait butir standar yang belum tercapai.

Tim membuat laporan hasil pengendalian standar isi penelitian di tingkat program
studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu Internal mempelajari laporan tim pengendalian standar isi
penelitian.
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Badan Penjaminan Mutu Internal menyusun laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar isi penelitian.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal menyerahkan laporan dan draft
rekomendasi pengendalian standar isi penelitian di IIBN kepada rektor.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar isi penelitian.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar isi
penelitian.

5) Peningkatan Standar Isi Penelitian

a.

—.

Rektor memerintahkan Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji
peningkatan standar isi penelitian.

Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji peningkatan standar isi
penelitian.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan tim peningkatan standar isi
penelitian untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Rektor menerbitkan Surat Keputusan tim perumusan peningkatan standar isi
penelitian di [IBN.

Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut pengendalian standar isi
penelitian.

Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar isi
penelitian.

Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar isi penelitian baru untuk
butir standar yang telah terlampaui tingkat capaiannya.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan draft petunjuk teknis untuk
unit kerja dalam peningkatan standar isi penelitian dan rekomendasi penetapan
butir standar baru kepada Rektor.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam
peningkatan standar isi penelitian.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar.
Rektor atas masukan wakil rektor bidang akademik menetapkan petunjuk teknis
untuk unit kerja dalam peningkatan standar isi penelitian.

Wakil rektor bidang akademik dan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal
melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar isi penelitian ke seluruh unit-unit
di lingkungan IIBN.

Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pada tahun
berikutnya.

Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam Manual Mutu Sistem
Penjaminan Mutu Internal.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal

Standar Isi penelitian:
1) Rektor

2) Wakil Rektor

3) Kepala Bidang/Biro
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3.1.11

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)

Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Ketua Program Studi

Kepala UPT

Ketua Divisi Standar Mutu Internal

10) Ketua Tim Penyusunan standar isi penelitian

Catatan

1) Untuk melakukan proses penetapan standar isi penelitian, dibutuhkan data hasil audit
capaian standar.

2) Manual ini juga berlaku untuk mengevaluasi standar isi penelitian yang diberlakukan
di IIBN.

3) Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/template standar.

4) Untuk melakukan proses pelaksanaan standar isi penelitian, dibutuhkan data hasil audit
capaian pelaksanaan standar.

5) Untuk melakukan proses evaluasi standar isi penelitian, dibutuhkan data hasil audit
capaian pelaksanaan standar.

6) Untuk melakukan proses pengendalian standar isi penelitian, dibutuhkan data hasil
audit/evaluasi capaian standar.

7) Untuk melakukan proses peningkatan standar isi penelitian, dibutuhkan data hasil audit

capaian pengendalian standar hasil penelitian.

Manual Mutu SPMI Standar Proses Penelitian
Tujuan

1))

2)

3)

Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar proses
penelitian [IBN.

Memberi arahan bagi pimpinan dan sivitas akademika IIBN dalam menerapkan sistem
penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan
terhadap standar proses penelitian untuk menjamin kepuasan pelanggan.

Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat
memenuhi atau melampaui persyaratan standar proses penelitian.

Ruang lingkup

)

2)

3)

Manual penetapan standar proses penelitian mencakup prosedur yang harus dipenuhi
dalam setiap menetapkan standar dan di setiap awal siklus penjaminan mutu yang akan
diberlakukan di I[IBN.

Manual pelaksanaan standar proses penelitian mencakup prosedur yang harus dipenuhi
dalam setiap pelaksanaan standar proses penelitian yang akan diberlakukan di IIBN.
Manual evaluasi standar proses penelitian mencakup prosedur yang harus dipenuhi
dalam evaluasi capaian setiap butir standar dalam standar proses penelitian yang
diberlakukan di [IBN
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4)

5)

D
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Manual pengendalian standar proses penelitian mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap mengendalikan standar proses penelitian yang akan
diberlakukan di IIBN.

Manual peningkatan standar proses penelitian mencakup prosedur yang harus dipenuhi
dalam setiap proses peningkatan standar proses penelitian yang diberlakukan di IIBN.

. Definisi Istilah

Manual mutu SPMI adalah dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan
manajemen mutu yang isinya berdasarkan persyaratan standar

Manual penetapan standar proses penelitian adalah acuan dalam menetapkan standar
proses penelitian

Manual pelaksanaan standar proses penelitian adalah acuan dalam melaksanakan
standar proses penelitian

Manual evaluasi standar proses penelitian adalah acuan dalam melakukan evaluasi
pelaksanaan standar proses penelitian

Manual pengendalian standar proses penelitian adalah acuan dalam mengendalikan
standar proses penelitian

Manual peningkatan standar proses penelitian adalah acuan dalam meningkatkan
standar proses penelitian

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang
terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian harus
mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta
keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

. Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar Proses Penelitian

1)

Penetapan Standar Proses Penelitian

a. Rektor memutuskan pembentukan tim penyusun standar proses penelitian.

b. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) membentuk tim penyusun standar
proses penelitian.

c. Rektor menetapkan tim penyusun standar proses penelitian.

d. Rektor atas usul ketua BPM menetapkan tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab
tim penyusun standar proses penelitian.

e. Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam penelitian oleh lembaga sertifikasi
nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di [IBN.

f. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan draft standar proses penelitian yang
diusulkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam penelitian oleh lembaga sertifikasi
nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di [IBN.

g. Tim melakukan rapat koordinasi atau diskusi untuk merumuskan dengan Rektor
terkait dan para koordinator program studi dalam mengkaji draft standar proses
penelitian yang diusulkan.

h. Tim akan finalisasi standar proses penelitian.

1. Tim menyerahkan standar proses penelitian kepada Rektor melalui ketua BPM.

j. Apabila ada revisi/perbaikan draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan
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k.

disampaikan kembali ke Rektor.
Rektor menetapkan standar proses penelitian melalui peraturan rektor dan
mensosialisasikan standar proses penelitian yang akan diberlakukan di IIBN.

2) Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

3)

a.

Program studi dan Institut menyusun dokumen terkait dalam melaksanakan setiap
butir dalam standar proses penelitian.

Program studi dan Institut menetapkan sasaran mutu dalam rangka melaksanakan
setiap butir dalam standar proses penelitian.

Ketua Program Studi menyampaikan kepada Rektor tentang sasaran mutu
pelaksanaan standar proses penelitian.

Program studi mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar proses penelitian
yang berlaku di IIBN.

Program studi membuat laporan capaian sasaran mutu dalam rangka pelaksanaan
setiap butir dalam standar proses penelitian secara berkala di setiap akhir semester
dan disampaikan kepada Rektor.

Rektor mendisposisi laporan capaian pelaksanaan standar proses penelitian dari
setiap Program Studi untuk dikaji oleh Badan Penjaminan Mutu Internal sebagai
bahan untuk melaksanakan Audit Internal.

Evaluasi Standar Proses Penelitian

a.

Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melaksanakan pelatihan/penyegaran
auditor untuk dipersiapkan menjadi auditor di setiap program studi dan Institut.
Ketua BPMI melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor yang telah lulus
pelatihan.

Ketua BPMI atas persetujuan Rektor membentuk tim auditor untuk melakukan
audit pencapaian pelaksanaan standar proses penelitian di tingkat program studi dan
Institut.

Rektor menetapkan tim auditor pencapaian pelaksanaan standar proses penelitian
di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu (Auditor) mempelajari dokumen laporan pelaksanaan
standar proses penelitian setiap program studi dari Institut.

Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar proses
penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi (audit) pencapaian standar proses
penelitian di tingkat program Studi dan Institut.

Tim menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian standar proses
penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Tim audit menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian standar proses
penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Ketua BPMI mengkaji laporan tim hasil evaluasi pencapaian standar proses
penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu dan Tim audit finalisasi laporan audit pencapaian standar
proses penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyusun draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi
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pencapaian standar proses penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil
evaluasi pencapaian standar proses penelitian di tingkat program studi dan Institut
kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit
pencapaian standar proses penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar proses
penelitian di tingkat program studi dan Institut.

4) Pengendalian Standar Proses Penelitian

a.

Rektor memerintahkan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
membentuk tim pengendalian standar proses penelitian sebagai tindak lanjut
evaluasi standar proses penelitian.

Ketua BPMI membentuk dan mengusulkan tim pengendalian standar proses
penelitian kepada Rektor.

Rektor menetapkan Surat Keputusan tim pengendalian standar proses penelitian.
Rektor atas usul ketua BPMI menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab
tim pengendalian standar proses penelitian yang baru.

Tim melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar proses
penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Tim mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan
belum dipenuhi.

Tim menyusun draft tindak lanjut butir standar yang sudah tercapai dan tinjauan
tingkat capaian untuk butir standar yang belum tercapai

Tim melakukan kajian untuk standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim menyusun rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk melakukan kajian
terkait butir standar yang belum tercapai.

Tim membuat laporan hasil pengendalian standar proses penelitian di tingkat
program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu Internal mempelajari laporan tim pengendalian standar
proses penelitian.

Badan Penjaminan Mutu Internal menyusun laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar proses penelitian.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal menyerahkan laporan dan draft
rekomendasi pengendalian standar proses penelitian di IIBN kepada rektor.
Rektor dalam rapat pimpinan membahas laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar proses penelitian.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar proses
penelitian.

5) Peningkatan Standar Proses Penelitian

a.

b.

Rektor memerintahkan Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji
peningkatan standar proses penelitian.

Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji peningkatan standar
proses penelitian.
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—.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan tim peningkatan standar
proses penelitian untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Rektor menerbitkan Surat Keputusan tim perumusan peningkatan standar proses
penelitian di IIBN.

Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut pengendalian standar
proses penelitian.

Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar
proses penelitian.

Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar proses penelitian baru
untuk butir standar yang telah terlampaui tingkat capaiannya.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan draft petunjuk teknis untuk
unit kerja dalam peningkatan standar proses penelitian dan rekomendasi penetapan
butir standar baru kepada Rektor.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam
peningkatan standar proses penelitian.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar.
Rektor atas masukan wakil rektor bidang akademik menetapkan petunjuk teknis
untuk unit kerja dalam peningkatan standar proses penelitian.

Wakil rektor bidang akademik dan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal
melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar proses penelitian ke seluruh unit-
unit di lingkungan IIBN.

. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pada tahun

berikutnya.
Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam Manual Mutu Sistem
Penjaminan Mutu Internal.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal

Standar Proses Penelitian:

Rektor

Wakil Rektor

Kepala Bidang/Biro

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)

Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Ketua Program Studi

Kepala UPT

Ketua Divisi Standar Mutu Internal

1))
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10) Ketua Tim Penyusunan standar proses penelitian

F. Catatan

1)
2)

3)

Untuk melakukan proses penetapan standar proses penelitian, dibutuhkan data hasil
audit capaian standar.

Manual ini juga berlaku untuk mengevaluasi standar proses penelitian yang
diberlakukan di IIBN.
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
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3.1.12

4)
5)
6)

7)

formulir/template standar.

Untuk melakukan proses pelaksanaan standar proses penelitian, dibutuhkan data hasil
audit capaian pelaksanaan standar.

Untuk melakukan proses evaluasi standar proses penelitian, dibutuhkan data hasil audit
capaian pelaksanaan standar.

Untuk melakukan proses pengendalian standar proses penelitian, dibutuhkan data hasil
audit/evaluasi capaian standar.

Untuk melakukan proses peningkatan standar proses penelitian, dibutuhkan data hasil
audit capaian pengendalian standar proses penelitian.

Manual Mutu SPMI Standar Penilaian Penelitian
Tujuan

1

2)

3)

Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar penilaian
penelitian IIBN.

Memberi arahan bagi pimpinan dan sivitas akademika IIBN dalam menerapkan sistem
penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan
terhadap standar penilaian penelitian untuk menjamin kepuasan pelanggan.
Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat
memenuhi atau melampaui persyaratan standar penilaian penelitian.

Ruang lingkup

1)

2)

3)

4)

5)

Manual penetapan standar penilaian penelitian mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap menetapkan standar dan di setiap awal siklus penjaminan mutu
yang akan diberlakukan di I[IBN.

Manual pelaksanaan standar penilaian penelitian mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap pelaksanaan standar penilaian penelitian yang akan diberlakukan
di IIBN.

Manual evaluasi standar penilaian penelitian mencakup prosedur yang harus dipenuhi
dalam evaluasi capaian setiap butir standar dalam standar penilaian penelitian yang
diberlakukan di [IBN

Manual pengendalian standar penilaian penelitian mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap mengendalikan standar penilaian penelitian yang akan
diberlakukan di IIBN.

Manual peningkatan standar penilaian penelitian mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap proses peningkatan standar penilaian penelitian yang
diberlakukan di IIBN.

Definisi Istilah

1)
2)

3)

Manual Mutu SPMI adalah dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan
manajemen mutu yang isinya berdasarkan persyaratan standar

Manual penetapan standar penilaian penelitian adalah acuan dalam menetapkan standar
penilaian penelitian

Manual pelaksanaan standar penilaian penelitian adalah acuan dalam melaksanakan
standar penilaian penelitian
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4) Manual evaluasi standar penilaian penelitian adalah acuan dalam melakukan evaluasi
pelaksanaan standar penilaian penelitian

5) Manual pengendalian standar penilaian penelitian adalah acuan dalam mengendalikan

standar penilaian penelitian
6) Manual peningkatan standar penilaian penelitian adalah acuan dalam meningkatkan
standar penilaian penelitian

7) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan
hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi
paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akun tabel, dan transparan.

. Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar Penilaian Penelitian
1) Penetapan Standar Penilaian Penelitian

a.
b.

Rektor memutuskan pembentukan tim penyusun standar penilaian penelitian.
Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) membentuk tim penyusun standar
penilaian penelitian.

Rektor menetapkan tim penyusun standar penilaian penelitian.

Rektor atas usul ketua BPM menetapkan tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab
tim penyusun standar penilaian penelitian.

Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam penelitian oleh lembaga sertifikasi
nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

Tim merancang, menyusun, dan merumuskan draft standar penilaian penelitian
yang diusulkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam penelitian oleh lembaga sertifikasi
nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

Tim melakukan rapat koordinasi atau diskusi untuk merumuskan dengan Rektor
terkait dan para koordinator program studi dalam mengkaji draft standar penilaian
penelitian yang diusulkan.

Tim akan finalisasi standar penilaian penelitian.

Tim menyerahkan standar penilaian penelitian kepada Rektor melalui ketua BPM.
Apabila ada revisi/perbaikan draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan
disampaikan kembali ke Rektor.

Rektor menetapkan standar penilaian penelitian melalui peraturan rektor dan
mensosialisasikan standar penilaian penelitian yang akan diberlakukan di IIBN.

2) Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

a.

Program studi dan Institut menyusun dokumen terkait dalam melaksanakan setiap
butir dalam standar penilaian penelitian.

Program studi dan Institut menetapkan sasaran mutu dalam rangka melaksanakan
setiap butir dalam standar penilaian penelitian.

Ketua Program Studi menyampaikan kepada Rektor tentang sasaran mutu
pelaksanaan standar penilaian penelitian.

Program studi mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar penilaian penelitian
yang berlaku di [IBN.

Program studi membuat laporan capaian sasaran mutu dalam rangka pelaksanaan
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setiap butir dalam standar penilaian penelitian secara berkala di setiap akhir
semester dan disampaikan kepada Rektor.
Rektor mendisposisi laporan capaian pelaksanaan standar penilaian penelitian dari
setiap Program Studi untuk dikaji oleh Badan Penjaminan Mutu Internal sebagai
bahan untuk melaksanakan Audit Internal.

3) Evaluasi Standar Penilaian Penelitian

a.

Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melaksanakan pelatihan/penyegaran
auditor untuk dipersiapkan menjadi auditor di setiap program studi dan Institut.
Ketua BPMI melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor yang telah lulus
pelatihan.

Ketua BPMI atas persetujuan Rektor membentuk tim auditor untuk melakukan
audit pencapaian pelaksanaan standar penilaian penelitian di tingkat program studi
dan Institut.

Rektor menetapkan tim auditor pencapaian pelaksanaan standar penilaian
penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu (Auditor) mempelajari dokumen laporan pelaksanaan
standar penilaian penelitian setiap program studi dari Institut.

Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar
penilaian penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi (audit) pencapaian standar penilaian
penelitian di tingkat program Studi dan Institut.

Tim menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian standar penilaian
penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Tim audit menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian standar penilaian
penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Ketua BPMI mengkaji laporan tim hasil evaluasi pencapaian standar penilaian
penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu dan Tim audit finalisasi laporan audit pencapaian standar
penilaian penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyusun draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi
pencapaian standar penilaian penelitian di tingkat program studi dan Institut.
Badan Penjaminan Mutu menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil
evaluasi pencapaian standar penilaian penelitian di tingkat program studi dan
Institut kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit
pencapaian standar penilaian penelitian di tingkat program studi dan Institut.
Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar
penilaian penelitian di tingkat program studi dan Institut.

4) Pengendalian Standar Penilaian Penelitian

a.

b.

Rektor memerintahkan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
membentuk tim pengendalian standar penilaian penelitian sebagai tindak lanjut
evaluasi standar penilaian penelitian.

Ketua BPMI membentuk dan mengusulkan tim pengendalian standar penilaian
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S)

penelitian kepada Rektor.

Rektor menetapkan Surat Keputusan tim pengendalian standar penilaian penelitian.
Rektor atas usul ketua BPMI menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab
tim pengendalian standar penilaian penelitian yang baru.

Tim melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar penilaian
penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Tim mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan
belum dipenuhi.

Tim menyusun draft tindak lanjut butir standar yang sudah tercapai dan tinjauan
tingkat capaian untuk butir standar yang belum tercapai

Tim melakukan kajian untuk standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim menyusun rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk melakukan kajian
terkait butir standar yang belum tercapai.

Tim membuat laporan hasil pengendalian standar penilaian penelitian di tingkat
program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu Internal mempelajari laporan tim pengendalian standar
penilaian penelitian.

Badan Penjaminan Mutu Internal menyusun laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar penilaian penelitian.

. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal menyerahkan laporan dan draft

rekomendasi pengendalian standar penilaian penelitian di IIBN kepada rektor.
Rektor dalam rapat pimpinan membahas laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar penilaian penelitian.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lajut hasil pengendalian standar penilaian
penelitian.

Peningkatan Standar Penilaian Penelitian

a.

Rektor memerintahkan Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji
peningkatan standar penilaian penelitian.

Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji peningkatan standar
penilaian penelitian.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan tim peningkatan standar
penilaian penelitian untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Rektor menerbitkan Surat Keputusan tim perumusan peningkatan standar penilaian
penelitian di IIBN.

Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut pengendalian standar
penilaian penelitian.

Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar
penilaian penelitian.

Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar penilaian penelitian baru
untuk butir standar yang telah terlampaui tingkat capaiannya.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan draft petunjuk teknis untuk
unit kerja dalam peningkatan standar penilaian penelitian dan rekomendasi
penetapan butir standar baru kepada Rektor.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam
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peningkatan standar penilaian penelitian.
Wakil rektor bidang akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar.
k. Rektor atas masukan wakil rektor bidang akademik menetapkan petunjuk teknis

—.

untuk unit kerja dalam peningkatan standar penilaian penelitian.

1. Wakil rektor bidang akademik dan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal
melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar penilaian penelitian ke seluruh
unit-unit di lingkungan IIBN.

m. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pada tahun
berikutnya.

n. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam Manual Mutu Sistem
Penjaminan Mutu Internal.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal
Standar Penilaian Penelitian:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Rektor

Wakil Rektor

Kepala Bidang/Biro

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)

Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Ketua Program Studi

Kepala UPT

Ketua Divisi Standar Mutu Internal

10) Ketua Tim Penyusunan standar penilaian penelitian

F. Catatan

1)
2)
3)
4)
S)
6)

7)

Untuk melakukan proses penetapan standar penilaian penelitian, dibutuhkan data hasil
audit capaian standar.

Manual ini juga berlaku untuk mengevaluasi standar penilaian penelitian yang
diberlakukan di IIBN.

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/template standar.

Untuk melakukan proses pelaksanaan standar penilaian penelitian, dibutuhkan data
hasil audit capaian pelaksanaan standar.

Untuk melakukan proses evaluasi standar penilaian penelitian, dibutuhkan data hasil
audit capaian pelaksanaan standar.

Untuk melakukan proses pengendalian standar penilaian penelitian, dibutuhkan data
hasil audit/evaluasi capaian standar.

Untuk melakukan proses peningkatan standar penilaian penelitian, dibutuhkan data
hasil audit capaian pengendalian standar penilaian penelitian.
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3.1.13 Manual Mutu SPMI Standar Peneliti
A. Tujuan

1)

2)

3)

Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar peneliti
IIBN.

Memberi arahan bagi pimpinan dan sivitas akademika [IBN dalam menerapkan sistem
penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan
terhadap standar peneliti untuk menjamin kepuasan pelanggan.

Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat
memenuhi atau melampaui persyaratan standar peneliti.

B. Ruang lingkup

1))

2)
3)
4)

S)

Manual penetapan standar peneliti mencakup prosedur yang harus dipenuhi dalam
setiap menetapkan standar dan di setiap awal siklus penjaminan mutu yang akan
diberlakukan di IIBN.

Manual pelaksanaan standar peneliti mencakup prosedur yang harus dipenuhi dalam
setiap pelaksanaan standar peneliti yang akan diberlakukan di IIBN.

Manual evaluasi standar peneliti mencakup prosedur yang harus dipenuhi dalam
evaluasi capaian setiap butir standar dalam standar peneliti yang diberlakukan di [IBN
Manual pengendalian standar peneliti mencakup prosedur yang harus dipenuhi dalam
setiap mengendalikan standar peneliti yang akan diberlakukan di IIBN.

Manual peningkatan standar peneliti mencakup prosedur yang harus dipenuhi dalam
setiap proses peningkatan standar peneliti yang diberlakukan di IIBN.

C. Definisi Istilah

1)
2)
3)
4)
S)

6)
7)

Manual Mutu SPMI adalah dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan
manajemen mutu yang isinya berdasarkan persyaratan standar

Manual penetapan standar peneliti adalah acuan dalam menetapkan standar peneliti
Manual pelaksanaan standar peneliti adalah acuan dalam melaksanakan standar peneliti
Manual evaluasi standar peneliti adalah acuan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan
standar peneliti

Manual pengendalian standar peneliti adalah acuan dalam mengendalikan standar
peneliti

Manual peningkatan standar peneliti adalah acuan dalam meningkatkan standar peneliti
Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan
penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi
penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat
kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

D. Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar Peneliti

1)

Penetapan Standar Peneliti

a. Rektor memutuskan pembentukan tim penyusun standar peneliti.

b. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) membentuk tim penyusun standar
peneliti.

c. Rektor menetapkan tim penyusun standar peneliti.
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2)

3)

Rektor atas usul ketua BPM menetapkan tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab
tim penyusun standar peneliti.

Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam penelitian oleh lembaga sertifikasi
nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

Tim merancang, menyusun, dan merumuskan draft standar peneliti yang diusulkan
berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional dan
standar yang diberlakukan dalam penelitian oleh lembaga sertifikasi nasional serta
peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

Tim melakukan rapat koordinasi atau diskusi untuk merumuskan dengan Rektor
terkait dan para koordinator program studi dalam mengkaji draft standar peneliti
yang diusulkan.

Tim akan finalisasi standar peneliti.

Tim menyerahkan standar peneliti kepada Rektor melalui ketua BPM.

Apabila ada revisi/perbaikan draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan
disampaikan kembali ke Rektor.

Rektor menetapkan standar peneliti melalui peraturan rektor dan mensosialisasikan
standar peneliti yang akan diberlakukan di [IBN.

Pelaksanaan Standar Peneliti

a.

Program studi dan Institut menyusun dokumen terkait dalam melaksanakan setiap
butir dalam standar peneliti.

Program studi dan Institut menetapkan sasaran mutu dalam rangka melaksanakan
setiap butir dalam standar peneliti.

Ketua Program Studi menyampaikan kepada Rektor tentang sasaran mutu
pelaksanaan standar peneliti.

Program studi mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar peneliti yang berlaku
di IIBN.

Program studi membuat laporan capaian sasaran mutu dalam rangka pelaksanaan
setiap butir dalam standar peneliti secara berkala di setiap akhir semester dan
disampaikan kepada Rektor.

Rektor mendisposisi laporan capaian pelaksanaan standar peneliti dari setiap
Program Studi untuk dikaji oleh Badan Penjaminan Mutu Internal sebagai bahan
untuk melaksanakan Audit Internal.

Evaluasi Standar Peneliti

a.

Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melaksanakan pelatihan/penyegaran
auditor untuk dipersiapkan menjadi auditor di setiap program studi dan Institut.
Ketua BPMI melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor yang telah lulus
pelatihan.

Ketua BPMI atas persetujuan Rektor membentuk tim auditor untuk melakukan
audit pencapaian pelaksanaan standar peneliti di tingkat program studi dan Institut.
Rektor menetapkan tim auditor pencapaian pelaksanaan standar peneliti di tingkat
program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu (Auditor) mempelajari dokumen laporan pelaksanaan
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4)

standar peneliti setiap program studi dari Institut.

Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar peneliti
di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi (audit) pencapaian standar peneliti di
tingkat program Studi dan Institut.

Tim menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian standar peneliti di
tingkat program studi dan Institut.

Tim audit menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian standar peneliti di
tingkat program studi dan Institut.

Ketua BPMI mengkaji laporan tim hasil evaluasi pencapaian standar peneliti di
tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu dan Tim audit finalisasi laporan audit pencapaian standar
peneliti di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyusun draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi
pencapaian standar peneliti di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil
evaluasi pencapaian standar peneliti di tingkat program studi dan Institut kepada
Rektor untuk ditindaklanjuti.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit
pencapaian standar peneliti di tingkat program studi dan Institut.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar
peneliti di tingkat program studi dan Institut.

Pengendalian Standar Peneliti

a.

Rektor memerintahkan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
membentuk tim pengendalian standar peneliti sebagai tindak lanjut evaluasi standar
peneliti.

Ketua BPMI membentuk dan mengusulkan tim pengendalian standar peneliti
kepada Rektor.

Rektor menetapkan Surat Keputusan tim pengendalian standar peneliti.

Rektor atas usul ketua BPMI menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab
tim pengendalian standar peneliti yang baru.

Tim melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar peneliti di
tingkat program studi dan Institut.

Tim mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan
belum dipenuhi.

Tim menyusun draft tindak lanjut butir standar yang sudah tercapai dan tinjauan
tingkat capaian untuk butir standar yang belum tercapai

Tim melakukan kajian untuk standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim menyusun rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk melakukan kajian
terkait butir standar yang belum tercapai.

Tim membuat laporan hasil pengendalian standar peneliti di tingkat program studi
dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu Internal mempelajari laporan tim pengendalian standar
peneliti.
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Badan Penjaminan Mutu Internal menyusun laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar peneliti.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal menyerahkan laporan dan draft
rekomendasi pengendalian standar peneliti di IIBN kepada rektor.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar peneliti.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar peneliti.

5) Peningkatan Standar Peneliti

a.

b.

—.

Rektor memerintahkan Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji
peningkatan standar peneliti.

Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji peningkatan standar
peneliti.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan tim peningkatan standar
peneliti untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Rektor menerbitkan Surat Keputusan tim perumusan peningkatan standar peneliti
di IIBN.

Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut pengendalian standar
peneliti.

Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar
peneliti.

Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar peneliti baru untuk butir
standar yang telah terlampaui tingkat capaiannya.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan draft petunjuk teknis untuk
unit kerja dalam peningkatan standar peneliti dan rekomendasi penetapan butir
standar baru kepada Rektor.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam
peningkatan standar peneliti.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar.
Rektor atas masukan wakil rektor bidang akademik menetapkan petunjuk teknis
untuk unit kerja dalam peningkatan standar peneliti.

Wakil rektor bidang akademik dan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal
melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar peneliti ke seluruh unit-unit di
lingkungan ITBN.

Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pada tahun
berikutnya.

Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam Manual Mutu Sistem
Penjaminan Mutu Internal.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal
Standar Peneliti:
1) Rektor
2) Wakil Rektor
3) Kepala Bidang/Biro
4) Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
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3.1.14

5)
6)
7)
8)
9)

Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Ketua Program Studi

Kepala UPT

Ketua Divisi Standar Mutu Internal

10) Ketua Tim Penyusunan standar peneliti

Catatan

1) Untuk melakukan proses penetapan standar peneliti, dibutuhkan data hasil audit
capaian standar.

2) Manual ini juga berlaku untuk mengevaluasi standar peneliti yang diberlakukan di
IIBN.

3) Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/template standar.

4) Untuk melakukan proses pelaksanaan standar peneliti, dibutuhkan data hasil audit
capaian pelaksanaan standar.

5) Untuk melakukan proses evaluasi standar peneliti, dibutuhkan data hasil audit capaian
pelaksanaan standar.

6) Untuk melakukan proses pengendalian standar peneliti, dibutuhkan data hasil
audit/evaluasi capaian standar.

7) Untuk melakukan proses peningkatan standar peneliti, dibutuhkan data hasil audit

capaian pengendalian standar peneliti.

Manual Mutu SPMI Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

Tujuan

1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar sarana dan
prasarana penelitian [IBN.

Memberi arahan bagi pimpinan dan sivitas akademika I[IBN dalam menerapkan sistem
penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan
terhadap standar sarana dan prasarana penelitian untuk menjamin kepuasan pelanggan.
Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat
memenuhi atau melampaui persyaratan standar sarana dan prasarana penelitian.

. Ruang lingkup

Manual penetapan standar sarana dan prasarana penelitian mencakup prosedur yang
harus dipenuhi dalam setiap menetapkan standar dan di setiap awal siklus penjaminan
mutu yang akan diberlakukan di IIBN.

Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian mencakup prosedur yang
harus dipenuhi dalam setiap pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian yang
akan diberlakukan di IIBN.

Manual evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian mencakup prosedur yang
harus dipenuhi dalam evaluasi capaian setiap butir standar dalam standar sarana dan
prasarana penelitian yang diberlakukan di IIBN

Manual pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian mencakup prosedur yang
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S)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

harus dipenuhi dalam setiap mengendalikan standar sarana dan prasarana penelitian
yang akan diberlakukan di I[IBN.

Manual peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian mencakup prosedur yang
harus dipenuhi dalam setiap proses peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian
yang diberlakukan di IIBN.

. Definisi Istilah

Manual mutu SPMI adalah dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan
manajemen mutu yang isinya berdasarkan persyaratan standar

Manual penetapan standar sarana dan prasarana penelitian adalah acuan dalam
menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian

Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian adalah acuan dalam
melaksanakan standar sarana dan prasarana penelitian

Manual evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian adalah acuan dalam
melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian

Manual pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian adalah acuan dalam
mengendalikan standar sarana dan prasarana penelitian

Manual peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian adalah acuan dalam
meningkatkan standar sarana dan prasarana penelitian

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan
prasarana yang diperlukan untuk kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka
memenuhi hasil penelitian

. Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar Sarana dan Prasarana
Penelitian

1)

Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

a. Rektor memutuskan pembentukan tim penyusun standar sarana dan prasarana
penelitian.

b. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) membentuk tim penyusun standar
sarana dan prasarana penelitian

c. Rektor menetapkan tim penyusun standar sarana dan prasarana penelitian.

d. Rektor atas usul ketua BPM menetapkan tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab
tim penyusun standar sarana dan prasarana penelitian

e. Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam penelitian oleh lembaga sertifikasi
nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

f. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan draft standar sarana dan prasarana
penelitian yang diusulkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang
berlaku secara nasional dan standar yang diberlakukan dalam penelitian oleh
lembaga sertifikasi nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di ITBN.

g. Tim melakukan rapat koordinasi atau diskusi untuk merumuskan dengan Rektor
terkait dan para koordinator program studi dalam mengkaji draft standar p sarana
dan prasarana penelitian yang diusulkan.

h. Tim akan finalisasi standar sarana dan prasarana penelitian.

i.  Tim menyerahkan standar sarana dan prasarana penelitian kepada Rektor melalui
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ketua BPM.

Apabila ada revisi/perbaikan draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan
disampaikan kembali ke Rektor.

Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian melalui peraturan

rektor dan mensosialisasikan standar sarana dan prasarana penelitian yang akan
diberlakukan di IIBN.

2) Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

3)

a.

Program studi dan Institut menyusun dokumen terkait dalam melaksanakan setiap
butir dalam standar sarana dan prasarana penelitian.

Program studi dan Institut menetapkan sasaran mutu dalam rangka melaksanakan
setiap butir dalam standar sarana dan prasarana penelitian.

Ketua Program Studi menyampaikan kepada Rektor tentang sasaran mutu
pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.

Program studi mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar sarana dan prasarana
penelitian yang berlaku di ITBN.

Program studi membuat laporan capaian sasaran mutu dalam rangka pelaksanaan
setiap butir dalam standar sarana dan prasarana penelitian secara berkala di setiap
akhir semester dan disampaikan kepada Rektor.

Rektor mendisposisi laporan capaian pelaksanaan standar sarana dan prasarana
penelitian dari setiap Program Studi untuk dikaji oleh Badan Penjaminan Mutu
Internal sebagai bahan untuk melaksanakan Audit Internal.

Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

a.

b.

Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melaksanakan pelatihan/penyegaran
auditor untuk dipersiapkan menjadi auditor di setiap program studi dan Institut.
Ketua BPMI melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor yang telah lulus
pelatihan.

Ketua BPMI atas persetujuan Rektor membentuk tim auditor untuk melakukan
audit pencapaian pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian di tingkat
program studi dan Institut.

Rektor menetapkan tim auditor pencapaian pelaksanaan standar sarana dan
prasarana penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu (Auditor) mempelajari dokumen laporan pelaksanaan
standar sarana dan prasarana penelitian setiap program studi dari Institut.

Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar sarana
dan prasarana penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi (audit) pencapaian standar sarana dan
prasarana penelitian di tingkat program Studi dan Institut.

Tim menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian standar sarana dan
prasarana penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Tim audit menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian standar sarana dan
prasarana penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Ketua BPMI mengkaji laporan tim hasil evaluasi pencapaian standar sarana dan
prasarana penelitian di tingkat program studi dan Institut.
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4)

Badan Penjaminan Mutu dan Tim audit finalisasi laporan audit pencapaian standar
sarana dan prasarana penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyusun draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi
pencapaian standar sarana dan prasarana penelitian di tingkat program studi dan
Institut.

. Badan Penjaminan Mutu menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil

evaluasi pencapaian standar sarana dan prasarana penelitian di tingkat program
studi dan Institut kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit
pencapaian standar sarana dan prasarana penelitian tingkat program studi dan
Institut.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar sarana
dan prasarana penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

a.

Rektor memerintahkan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
membentuk tim pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian sebagai
tindak lanjut evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian.

Ketua BPMI membentuk dan mengusulkan tim pengendalian standar sarana dan
prasarana penelitian kepada Rektor.

Rektor menetapkan Surat Keputusan tim pengendalian standar sarana dan
prasarana penelitian.

Rektor atas usul ketua BPMI menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab
tim pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian yang baru.

Tim melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar sarana dan
prasarana penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Tim mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan
belum dipenuhi.

Tim menyusun draft tindak lanjut butir standar yang sudah tercapai dan tinjauan
tingkat capaian untuk butir standar yang belum tercapai

Tim melakukan kajian untuk standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim menyusun rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk melakukan kajian
terkait butir standar yang belum tercapai.

Tim membuat laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian
di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu Internal mempelajari laporan tim pengendalian standar
sarana dan prasarana penelitian.

Badan Penjaminan Mutu Internal menyusun laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal menyerahkan laporan dan draft
rekomendasi pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian kepada rektor.
Rektor dalam rapat pimpinan membahas laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar sarana
dan prasarana penelitian.
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5) Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

a.

—.

Rektor memerintahkan Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji
peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian.

Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji peningkatan standar
sarana dan prasarana penelitian.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan tim peningkatan standar
sarana dan prasarana penelitian untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
Rektor menerbitkan Surat Keputusan tim perumusan peningkatan standar sarana
dan prasarana penelitian di IIBN.

Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut pengendalian standar
sarana dan prasarana penelitian.

Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar
sarana dan prasarana penelitian.

Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar sarana dan prasarana
penelitian baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkat capaiannya.
Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan draft petunjuk teknis untuk
unit kerja dalam peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian dan
rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Rektor.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam
peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar.
Rektor atas masukan wakil rektor bidang akademik menetapkan petunjuk teknis
untuk unit kerja dalam peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian.

Wakil rektor bidang akademik dan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal
melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian
ke seluruh unit-unit di lingkungan IIBN.

Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pada tahun
berikutnya.

Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam Manual Mutu Sistem
Penjaminan Mutu Internal.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian:

Rektor

Wakil Rektor

Kepala Bidang/Biro

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)

Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

Ketua Program Studi

Kepala UPT

Ketua Divisi Standar Mutu Internal

10) Ketua Tim Penyusunan standar sarana dan prasarana penelitian

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
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F. Catatan

3.1.15

1)
2)
3)
4)
S)
6)

7)

Untuk melakukan proses penetapan standar sarana dan prasarana penelitian,
dibutuhkan data hasil audit capaian standar.

Manual ini juga berlaku untuk mengevaluasi standar sarana dan prasarana penelitian
yang diberlakukan di IIBN.

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/template standar.

Untuk melakukan proses pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian,
dibutuhkan data hasil audit capaian pelaksanaan standar.

Untuk melakukan proses evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian, dibutuhkan
data hasil audit capaian pelaksanaan standar.

Untuk melakukan proses pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian,
dibutuhkan data hasil audit/evaluasi capaian standar.

Untuk melakukan proses peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian,
dibutuhkan data hasil audit capaian pengendalian standar sarana dan prasarana
penelitian.

MANUAL MUTU SPMI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
Tujuan

1)

2)

3)

Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pengelolaan
penelitian IIBN.

Memberi arahan bagi pimpinan dan sivitas akademika [IBN dalam menerapkan sistem
penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan
terhadap standar pengelolaan penelitian untuk menjamin kepuasan pelanggan.
Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat
memenuhi atau melampaui persyaratan standar pengelolaan penelitian.

Ruang lingkup

1)

2)

3)

4)

5)

Manual penetapan standar pengelolaan penelitian mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap menetapkan standar dan di setiap awal siklus penjaminan mutu
yang akan diberlakukan di IIBN.

Manual pelaksanaan standar pengelolaan penelitian mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap pelaksanaan standar pengelolaan penelitian yang akan
diberlakukan di [IBN.

Manual evaluasi standar pengelolaan penelitian mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam evaluasi capaian setiap butir standar dalam standar pengelolaan
penelitian yang diberlakukan di IIBN

Manual pengendalian standar pengelolaan penelitian mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap mengendalikan standar pengelolaan penelitian yang akan
diberlakukan di I[IBN.

Manual peningkatan standar pengelolaan penelitian mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap proses peningkatan standar pengelolaan penelitian yang
diberlakukan di IIBN.
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C. Definisi Istilah

)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

1)

Manual Mutu SPMI adalah dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan
manajemen mutu yang isinya berdasarkan persyaratan standar

Manual penetapan standar pengelolaan penelitian adalah acuan dalam menetapkan
standar pengelolaan penelitian

Manual pelaksanaan standar pengelolaan penelitian adalah acuan dalam melaksanakan
standar pengelolaan penelitian

Manual evaluasi standar pengelolaan penelitian adalah acuan dalam melakukan
evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian

Manual pengendalian standar pengelolaan penelitian adalah acuan dalam
mengendalikan standar pengelolaan penelitian

Manual peningkatan standar pengelolaan penelitian adalah acuan dalam meningkatkan
standar pengelolaan penelitian

Standar  pengelolaan penelitian merupakan  kriteria minimal tentang
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan
kegiatan penelitian.

Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar Pengelolaan Penelitian

Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian

a. Rektor memutuskan pembentukan tim penyusun standar pengelolaan penelitian.

b. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) membentuk tim penyusun standar
pengelolaan penelitian

c. Rektor menetapkan tim penyusun standar pengelolaan penelitian.

d. Rektor atas usul ketua BPM menetapkan tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab
tim penyusun standar pengelolaan penelitian

e. Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam penelitian oleh lembaga sertifikasi
nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di [IBN.

f. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan draft standar pengelolaan penelitian
yang diusulkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam penelitian oleh lembaga sertifikasi
nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

g. Tim melakukan rapat koordinasi atau diskusi untuk merumuskan dengan Rektor
terkait dan para koordinator program studi dalam mengkaji draft standar
pengelolaan penelitian yang diusulkan.

h. Tim akan finalisasi standar pengelolaan penelitian.

i. Tim menyerahkan standar pengelolaan penelitian kepada Rektor melalui ketua
BPM.

J. Apabila ada revisi/perbaikan draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan
disampaikan kembali ke Rektor.

k. Rektor menetapkan standar pengelolaan penelitian melalui peraturan rektor dan
mensosialisasikan standar pengelolaan penelitian yang akan diberlakukan di IIBN.
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2) Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

3)

a.

Program studi dan Institut menyusun dokumen terkait dalam melaksanakan setiap
butir dalam standar pengelolaan penelitian.

Program studi dan Institut menetapkan sasaran mutu dalam rangka melaksanakan
setiap butir dalam standar pengelolaan penelitian.

Ketua Program Studi menyampaikan kepada Rektor tentang sasaran mutu
pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.

Program studi mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar pengelolaan
penelitian yang berlaku di I[IBN.

Program studi membuat laporan capaian sasaran mutu dalam rangka pelaksanaan
setiap butir dalam standar pengelolaan penelitian secara berkala di setiap akhir
semester dan disampaikan kepada Rektor.

Rektor mendisposisi laporan capaian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian
dari setiap Program Studi untuk dikaji oleh Badan Penjaminan Mutu Internal
sebagai bahan untuk melaksanakan Audit Internal.

Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian

a.

Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melaksanakan pelatihan/penyegaran
auditor untuk dipersiapkan menjadi auditor di setiap program studi dan Institut.
Ketua BPMI melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor yang telah lulus
pelatihan.

Ketua BPMI atas persetujuan Rektor membentuk tim auditor untuk melakukan
audit pencapaian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian di tingkat program
studi dan Institut.

Rektor menetapkan tim auditor pencapaian pelaksanaan standar pengelolaan
penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu (Auditor) mempelajari dokumen laporan pelaksanaan
standar pengelolaan penelitian setiap program studi dari Institut.

Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar
pengelolaan penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi (audit) pencapaian standar pengelolaan
penelitian di tingkat program Studi dan Institut.

Tim menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian standar pengelolaan
penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Tim audit menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian standar pengelolaan
penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Ketua BPMI mengkaji laporan tim hasil evaluasi pencapaian standar pengelolaan
penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu dan Tim audit finalisasi laporan audit pencapaian standar
pengelolaan penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyusun draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi
pencapaian standar pengelolaan penelitian di tingkat program studi dan Institut.

. Badan Penjaminan Mutu menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil

evaluasi pencapaian standar pengelolaan penelitian di tingkat program studi dan
Institut kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
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Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit
pencapaian standar pengelolaan penelitian tingkat program studi dan Institut.
Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar
pengelolaan penelitian di tingkat program studi dan Institut.

4) Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian

a.

Rektor memerintahkan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
membentuk tim pengendalian standar pengelolaan penelitian sebagai tindak lanjut
evaluasi standar pengelolaan penelitian.

Ketua BPMI membentuk dan mengusulkan tim pengendalian standar pengelolaan
penelitian kepada Rektor.

Rektor menetapkan Surat Keputusan tim pengendalian standar pengelolaan
penelitian.

Rektor atas usul ketua BPMI menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab
tim pengendalian standar pengelolaan penelitian yang baru.

Tim melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar pengelolaan
penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Tim mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan
belum dipenuhi.

Tim menyusun draft tindak lanjut butir standar yang sudah tercapai dan tinjauan
tingkat capaian untuk butir standar yang belum tercapai

Tim melakukan kajian untuk standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim menyusun rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk melakukan kajian
terkait butir standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim membuat laporan hasil pengendalian standar pengelolaan penelitian di tingkat
program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu Internal mempelajari laporan tim pengendalian standar
pengelolaan penelitian.

Badan Penjaminan Mutu Internal menyusun laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar pengelolaan penelitian.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal menyerahkan laporan dan draft
rekomendasi pengendalian standar pengelolaan penelitian kepada rektor.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar pengelolaan penelitian.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar
pengelolaan penelitian.

5) Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian

a.

b.

Rektor memerintahkan Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji
peningkatan standar pengelolaan penelitian.

Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji peningkatan standar
pengelolaan penelitian.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan tim peningkatan standar
pengelolaan penelitian untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Rektor menerbitkan Surat Keputusan tim perumusan peningkatan standar
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pengelolaan penelitian di IIBN.

e. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut pengendalian standar
pengelolaan penelitian.

f. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar
pengelolaan penelitian.

g. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar pengelolaan penelitian
baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkat capaiannya.

h. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan draft petunjuk teknis untuk
unit kerja dalam peningkatan standar pengelolaan penelitian dan rekomendasi
penetapan butir standar baru kepada Rektor.

i.  Wakil rektor bidang akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam

peningkatan standar pengelolaan penelitian.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar.

k. Rektor atas masukan wakil rektor bidang akademik menetapkan petunjuk teknis
untuk unit kerja dalam peningkatan standar pengelolaan penelitian.

l. Wakil rektor bidang akademik dan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal
melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar pengelolaan penelitian ke seluruh
unit-unit di lingkungan IIBN.

m. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pada tahun
berikutnya.

n. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam Manual Mutu Sistem

—

Penjaminan Mutu Internal.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal

Standar Pengelolaan Penelitian:

N

—

Rektor

Wakil Rektor

Kepala Bidang/Biro

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)

Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Ketua Program Studi

Kepala UPT

Ketua Divisi Standar Mutu Internal

Ketua Tim Penyusunan standar pengelolaan penelitian

F. Catatan

1)
2)
3)

4)

Untuk melakukan proses penetapan standar pengelolaan penelitian, dibutuhkan data
hasil audit capaian standar.

Manual ini juga berlaku untuk mengevaluasi standar pengelolaan penelitian yang
diberlakukan di I[IBN.

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/template standar.

Untuk melakukan proses pelaksanaan standar pengelolaan penelitian, dibutuhkan data
hasil audit capaian pelaksanaan standar.
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5)
6)

7)

Untuk melakukan proses evaluasi standar pengelolaan penelitian, dibutuhkan data hasil
audit capaian pelaksanaan standar.

Untuk melakukan proses pengendalian standar pengelolaan penelitian, dibutuhkan data
hasil audit/evaluasi capaian standar.

Untuk melakukan proses peningkatan standar pengelolaan penelitian, dibutuhkan data
hasil audit capaian pengendalian standar pengelolaan penelitian.

Manual SPMI Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
Tujuan

1)

2)

3)

Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendanaan
dan pembiayaan penelitian [IBN.

Memberi arahan bagi pimpinan dan sivitas akademika IIBN dalam menerapkan sistem
penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan
terhadap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk menjamin kepuasan
pelanggan.

Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat
memenuhi atau melampaui persyaratan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Ruang lingkup

1)

2)

3)

4)

5)

Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian mencakup prosedur
yang harus dipenuhi dalam setiap menetapkan standar dan di setiap awal siklus
penjaminan mutu yang akan diberlakukan di IIBN.

Manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian mencakup prosedur
yang harus dipenuhi dalam setiap pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan
penelitian yang akan diberlakukan di IIBN.

Manual evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian mencakup prosedur
yang harus dipenuhi dalam evaluasi capaian setiap butir standar dalam standar
pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diberlakukan di [IBN

Manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian mencakup
prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap mengendalikan standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian yang akan diberlakukan di IIBN.

Manual peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian mencakup prosedur
yang harus dipenuhi dalam setiap proses peningkatan standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian yang diberlakukan di IIBN.

Definisi Istilah

1)
2)
3)

4)

Manual Mutu SPMI adalah dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan
manajemen mutu yang isinya berdasarkan persyaratan standar

Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah acuan dalam
menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah acuan dalam
melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Manual evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah acuan dalam
melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
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5) Manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah acuan
dalam mengendalikan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
6) Manual peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah acuan dalam

meningkatkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
7) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan
mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

. Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar Pendanaan dan Pembiayaan
Penelitian

1) Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

a.

Rektor memutuskan pembentukan tim penyusun standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) membentuk tim penyusun standar
pendanaan dan pembiayaan penelitian

Rektor menetapkan tim penyusun standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
Rektor atas usul ketua BPM menetapkan tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab
tim penyusun standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam penelitian oleh lembaga sertifikasi
nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di [IBN.

Tim merancang, menyusun, dan merumuskan draft standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian yang diusulkan berdasarkan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku secara nasional dan standar yang diberlakukan dalam
penelitian oleh lembaga sertifikasi nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku
di IIBN.

Tim melakukan rapat koordinasi atau diskusi untuk merumuskan dengan Rektor
terkait dan para koordinator program studi dalam mengkaji draft standar pendanaan
dan pembiayaan penelitian yang diusulkan.

Tim akan finalisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Tim menyerahkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada Rektor
melalui ketua BPM.

Apabila ada revisi/perbaikan draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan
disampaikan kembali ke Rektor.

Rektor menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian melalui
peraturan rektor dan mensosialisasikan standar pendanaan dan pembiayaan
penelitian yang akan diberlakukan di IIBN.

2) Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

a.

b.

Program studi dan Institut menyusun dokumen terkait dalam melaksanakan setiap
butir dalam standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Program studi dan Institut menetapkan sasaran mutu dalam rangka melaksanakan
setiap butir dalam standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Ketua Program Studi menyampaikan kepada Rektor tentang sasaran mutu
pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Program studi mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar pendanaan dan
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pembiayaan penelitian yang berlaku di IIBN.

Program studi membuat laporan capaian sasaran mutu dalam rangka pelaksanaan
setiap butir dalam standar pendanaan dan pembiayaan penelitian secara berkala di
setiap akhir semester dan disampaikan kepada Rektor.

Rektor mendisposisi laporan capaian pelaksanaan standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian dari setiap Program Studi untuk dikaji oleh Badan
Penjaminan Mutu Internal sebagai bahan untuk melaksanakan Audit Internal.

3) Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

a.

b.

Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melaksanakan pelatihan/penyegaran
auditor untuk dipersiapkan menjadi auditor di setiap program studi dan Institut.
Ketua BPMI melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor yang telah lulus
pelatihan.

Ketua BPMI atas persetujuan Rektor membentuk tim auditor untuk melakukan
audit pencapaian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di
tingkat program studi dan Institut.

Rektor menetapkan tim auditor pencapaian pelaksanaan standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu (Auditor) mempelajari dokumen laporan pelaksanaan
standar pendanaan dan pembiayaan penelitian setiap program studi dari Institut.
Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar
pendanaan dan pembiayaan penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi (audit) pencapaian standar pendanaan
dan pembiayaan penelitian di tingkat program Studi dan Institut.

Tim menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian standar pendanaan
dan pembiayaan penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Tim audit menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian standar pendanaan
dan pembiayaan penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Ketua BPMI mengkaji laporan tim hasil evaluasi pencapaian standar pendanaan
dan pembiayaan penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu dan Tim audit finalisasi laporan audit pencapaian standar
pendanaan dan pembiayaan penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyusun draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi
pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di tingkat program studi
dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil
evaluasi pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di tingkat
program studi dan Institut kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit
pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian tingkat program studi
dan Institut.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar
pendanaan dan pembiayaan penelitian di tingkat program studi dan Institut.
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4) Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

5)

a.

Rektor memerintahkan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
membentuk tim pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
sebagai tindak lanjut evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
Ketua BPMI membentuk dan mengusulkan tim pengendalian standar pendanaan
dan pembiayaan penelitian kepada Rektor.

Rektor menetapkan Surat Keputusan tim pengendalian standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian.

Rektor atas usul ketua BPMI menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab
tim pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang baru.

Tim melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar pendanaan
dan pembiayaan penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Tim mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan
belum dipenuhi.

Tim menyusun draft tindak lanjut butir standar yang sudah tercapai dan tinjauan
tingkat capaian untuk butir standar yang belum tercapai

Tim melakukan kajian untuk standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim menyusun rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk melakukan kajian
terkait butir standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim membuat laporan hasil pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan
penelitian di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu Internal mempelajari laporan tim pengendalian standar
pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Badan Penjaminan Mutu Internal menyusun laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal menyerahkan laporan dan draft
rekomendasi pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada
rektor.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar
pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

a.

Rektor memerintahkan Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji
peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji peningkatan standar
pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan tim peningkatan standar
pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan
Rektor.

Rektor menerbitkan Surat Keputusan tim perumusan peningkatan standar
pendanaan dan pembiayaan penelitian di IIBN.

Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut pengendalian standar
pendanaan dan pembiayaan penelitian.
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—.

Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar
pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkat
capaiannya.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan draft petunjuk teknis untuk
unit kerja dalam peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dan
rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Rektor.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam
peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar.
Rektor atas masukan wakil rektor bidang akademik menetapkan petunjuk teknis
untuk unit kerja dalam peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
Wakil rektor bidang akademik dan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal
melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan
penelitian ke seluruh unit-unit di lingkungan IIBN.

Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pada tahun
berikutnya.

Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam Manual Mutu Sistem
Penjaminan Mutu Internal.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian:

Rektor

Wakil Rektor

Kepala Bidang/Biro

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)

Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

Ketua Program Studi

Kepala UPT

Ketua Divisi Standar Mutu Internal

10) Ketua Tim Penyusunan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

1))
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

F. Catatan

1)
2)
3)
4)

S)

Untuk melakukan proses penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian,
dibutuhkan data hasil audit capaian standar.

Manual ini juga berlaku untuk mengevaluasi standar pendanaan dan pembiayaan
penelitian yang diberlakukan di IIBN.

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/template standar.

Untuk melakukan proses pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian,
dibutuhkan data hasil audit capaian pelaksanaan standar.
Untuk melakukan proses evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian,

dibutuhkan data hasil audit capaian pelaksanaan standar.

80



3.1.17

6)

7)

Untuk melakukan proses pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian,
dibutuhkan data hasil audit/evaluasi capaian standar.

Untuk melakukan proses peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian,
dibutuhkan data hasil audit capaian pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan
penelitian.

Manual SPMI Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Tujuan

1))

2)

3)

Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar hasil
pengabdian kepada masyarakat IIBN.

Memberi arahan bagi pimpinan dan sivitas akademika [IBN dalam menerapkan sistem
penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan
terhadap standar hasil pengabdian kepada masyarakat untuk menjamin kepuasan
pelanggan.

Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat
memenuhi atau melampaui persyaratan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

Ruang lingkup

1)

2)

3)

4)

S)

Manual penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat mencakup prosedur
yang harus dipenuhi dalam setiap menetapkan standar dan di setiap awal siklus
penjaminan mutu yang akan diberlakukan di IIBN.

Manual pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat mencakup prosedur
yang harus dipenuhi dalam setiap pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada
masyarakat yang akan diberlakukan di [IBN.

Manual evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat mencakup prosedur yang
harus dipenuhi dalam evaluasi capaian setiap butir standar dalam standar hasil
pengabdian kepada masyarakat yang diberlakukan di [IBN

Manual pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat mencakup prosedur
yang harus dipenuhi dalam setiap mengendalikan standar hasil pengabdian kepada
masyarakat yang akan diberlakukan di I[IBN.

Manual peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat mencakup prosedur
yang harus dipenuhi dalam setiap proses peningkatan standar hasil pengabdian kepada
masyarakat yang diberlakukan di IIBN.

Definisi Istilah

)
2)
3)
4)

S)

Manual Mutu SPMI adalah dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan
manajemen mutu yang isinya berdasarkan persyaratan standar

Manual penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah acuan dalam
menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat

Manual pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah acuan dalam
melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat

Manual evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah acuan dalam
melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat

Manual pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah acuan dalam
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mengendalikan standar hasil pengabdian kepada masyarakat

6) Manual peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah acuan dalam
meningkatkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat

7) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil
pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan
membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

D. Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar Hasil Pengabdian kepada
Masyarakat
1) Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

a. Rektor memutuskan pembentukan tim penyusun standar hasil pengabdian kepada
masyarakat.

b. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) membentuk tim penyusun standar
hasil pengabdian kepada masyarakat

c. Rektor menetapkan tim penyusun standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

d. Rektor atas usul ketua BPM menetapkan tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab
tim penyusun standar hasil pengabdian kepada masyarakat

e. Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam pengabdian oleh lembaga sertifikasi
nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

f. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan draft standar hasil pengabdian
kepada masyarakat yang diusulkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku secara nasional dan standar yang diberlakukan dalam pengabdian oleh
lembaga sertifikasi nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

g. Tim melakukan rapat koordinasi atau diskusi untuk merumuskan dengan Rektor
terkait dan para koordinator program studi dalam mengkaji draft standar hasil
pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan.

h. Tim akan finalisasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

1. Tim menyerahkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor
melalui ketua BPM.

j. Apabila ada revisi/perbaikan draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan
disampaikan kembali ke Rektor.

k. Rektor menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat melalui peraturan
rektor dan mensosialisasikan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang
akan diberlakukan di ITBN.

2) Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

a. Program studi dan Institut menyusun dokumen terkait dalam melaksanakan setiap
butir dalam standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

b. Program studi dan Institut menetapkan sasaran mutu dalam rangka melaksanakan
setiap butir dalam standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

c. Ketua Program Studi menyampaikan kepada Rektor tentang sasaran mutu
pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

d. Program studi mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar hasil pengabdian
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kepada masyarakat yang berlaku di IIBN.

Program studi membuat laporan capaian sasaran mutu dalam rangka pelaksanaan
setiap butir dalam standar hasil pengabdian kepada masyarakat secara berkala di
setiap akhir semester dan disampaikan kepada Rektor.

Rektor mendisposisi laporan capaian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada
masyarakat dari setiap Program Studi untuk dikaji oleh Badan Penjaminan Mutu
Internal sebagai bahan untuk melaksanakan Audit Internal.

3) Evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

a.

b.

Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melaksanakan pelatihan/penyegaran
auditor untuk dipersiapkan menjadi auditor di setiap program studi dan Institut.
Ketua BPMI melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor yang telah lulus
pelatihan.

Ketua BPMI atas persetujuan Rektor membentuk tim auditor untuk melakukan
audit pencapaian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat di
tingkat program studi dan Institut.

Rektor menetapkan tim auditor pencapaian pelaksanaan standar hasil pengabdian
kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu (Auditor) mempelajari dokumen laporan pelaksanaan
standar hasil pengabdian kepada masyarakat setiap program studi dari Institut.
Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar hasil
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi (audit) pencapaian standar hasil
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program Studi dan Institut.

Tim menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian standar hasil
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Tim audit menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian standar hasil
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Ketua BPMI mengkaji laporan tim hasil evaluasi pencapaian standar hasil
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu dan Tim audit finalisasi laporan audit pencapaian standar
hasil pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyusun draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi
pencapaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi
dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil
evaluasi pencapaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat di tingkat
program studi dan Institut kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit
pencapaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat tingkat program studi dan
Institut.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar hasil
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

83



4) Pengendalian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

5)

a.

Rektor memerintahkan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
membentuk tim pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai
tindak lanjut evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

Ketua BPMI membentuk dan mengusulkan tim pengendalian standar hasil
pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor.

Rektor menetapkan Surat Keputusan tim pengendalian standar hasil pengabdian
kepada masyarakat.

Rektor atas usul ketua BPMI menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab
tim pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang baru.

Tim melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar hasil
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Tim mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan
belum dipenuhi.

Tim menyusun draft tindak lanjut butir standar yang sudah tercapai dan tinjauan
tingkat capaian untuk butir standar yang belum tercapai

Tim melakukan kajian untuk standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim menyusun rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk melakukan kajian
terkait butir standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim membuat laporan hasil pengendalian standar hasil pengabdian kepada
masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu Internal mempelajari laporan tim pengendalian standar
hasil pengabdian kepada masyarakat.

Badan Penjaminan Mutu Internal menyusun laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal menyerahkan laporan dan draft
rekomendasi pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada
rektor.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar hasil
pengabdian kepada masyarakat.

Peningkatan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

a.

Rektor memerintahkan Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji
peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji peningkatan standar
hasil pengabdian kepada masyarakat.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan tim peningkatan standar hasil
pengabdian kepada masyarakat untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
Rektor menerbitkan Surat Keputusan tim perumusan peningkatan standar hasil
pengabdian kepada masyarakat di IIBN.

Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut pengendalian standar hasil
pengabdian kepada masyarakat.

Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar
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hasil pengabdian kepada masyarakat.

g. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar hasil pengabdian kepada
masyarakat baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkat capaiannya.

h. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan draft petunjuk teknis untuk
unit kerja dalam peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan
rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Rektor.

i.  Wakil rektor bidang akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam

peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar.

k. Rektor atas masukan wakil rektor bidang akademik menetapkan petunjuk teknis
untuk unit kerja dalam peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

1. Wakil rektor bidang akademik dan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal

—

melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar hasil pengabdian kepada
masyarakat ke seluruh unit-unit di lingkungan IIBN.

m. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pada tahun
berikutnya.

n. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam Manual Mutu Sistem
Penjaminan Mutu Internal.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal
Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Rektor

Wakil Rektor

Kepala Bidang/Biro

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)

Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Ketua Program Studi

Kepala UPT

Ketua Divisi Standar Mutu Internal

10) Ketua Tim Penyusunan standar hasil pengabdian kepada masyarakat

F. Catatan

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Untuk melakukan proses penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat,
dibutuhkan data hasil audit capaian standar.

Manual ini juga berlaku untuk mengevaluasi standar hasil pengabdian kepada
masyarakat yang diberlakukan di IIBN.

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/template standar.

Untuk melakukan proses pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat,
dibutuhkan data hasil audit capaian pelaksanaan standar.

Untuk melakukan proses evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat,
dibutuhkan data hasil audit capaian pelaksanaan standar.

Untuk melakukan proses pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat,
dibutuhkan data hasil audit/evaluasi capaian standar.
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3.1.18

7)

Untuk melakukan proses peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat,
dibutuhkan data hasil audit capaian pengendalian standar hasil pengabdian kepada
masyarakat.

Manual SPMI Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
Tujuan

1)

2)

3)

Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar isi
pengabdian kepada masyarakat [IBN.

Memberi arahan bagi pimpinan dan sivitas akademika [IBN dalam menerapkan sistem
penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan
terhadap standar isi pengabdian kepada masyarakat untuk menjamin kepuasan
pelanggan.

Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat
memenuhi atau melampaui persyaratan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

Ruang lingkup

)

2)

3)

4)

S)

Manual penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat mencakup prosedur yang
harus dipenuhi dalam setiap menetapkan standar dan di setiap awal siklus penjaminan
mutu yang akan diberlakukan di IIBN.

Manual pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat mencakup prosedur
yang harus dipenuhi dalam setiap pelaksanaan standar isi pengabdian kepada
masyarakat yang akan diberlakukan di [IBN.

Manual evaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat mencakup prosedur yang
harus dipenuhi dalam evaluasi capaian setiap butir standar dalam standar isi pengabdian
kepada masyarakat yang diberlakukan di IIBN

Manual pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat mencakup prosedur
yang harus dipenuhi dalam setiap mengendalikan standar isi pengabdian kepada
masyarakat yang akan diberlakukan di IIBN.

Manual peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat mencakup prosedur
yang harus dipenuhi dalam setiap proses peningkatan standar isi pengabdian kepada
masyarakat yang diberlakukan di IIBN.

Definisi Istilah

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Manual mutu SPMI adalah dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan
manajemen mutu yang isinya berdasarkan persyaratan standar

Manual penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah acuan dalam
menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat

Manual pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah acuan dalam
melaksanakan standar isi pengabdian kepada masyarakat

Manual evaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah acuan dalam
melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat

Manual pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah acuan dalam
mengendalikan standar isi pengabdian kepada masyarakat

Manual peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah acuan dalam
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meningkatkan standar isi pengabdian kepada masyarakat
7) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang
kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat

D. Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar Isi Pengabdian kepada
Masyarakat

1) Penetapan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

a.

Rektor memutuskan pembentukan tim penyusun standar isi pengabdian kepada
masyarakat.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) membentuk tim penyusun standar
isi pengabdian kepada masyarakat

Rektor menetapkan tim penyusun standar isi pengabdian kepada masyarakat.
Rektor atas usul ketua BPM menetapkan tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab
tim penyusun standar isi pengabdian kepada masyarakat

Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam pengabdian oleh lembaga sertifikasi
nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

Tim merancang, menyusun, dan merumuskan draft standar isi pengabdian kepada
masyarakat yang diusulkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang
berlaku secara nasional dan standar yang diberlakukan dalam pengabdian oleh
lembaga sertifikasi nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di ITBN.

Tim melakukan rapat koordinasi atau diskusi untuk merumuskan dengan Rektor
terkait dan para koordinator program studi dalam mengkaji draft standar isi
pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan.

Tim akan finalisasi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

Tim menyerahkan standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor
melalui ketua BPM.

Apabila ada revisi/perbaikan draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan
disampaikan kembali ke Rektor.

Rektor menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat melalui peraturan
rektor dan mensosialisasikan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang akan
diberlakukan di IIBN.

2) Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

a.

b.

Program studi dan Institut menyusun dokumen terkait dalam melaksanakan setiap
butir dalam standar isi pengabdian kepada masyarakat.

Program studi dan Institut menetapkan sasaran mutu dalam rangka melaksanakan
setiap butir dalam standar isi pengabdian kepada masyarakat.

Ketua Program Studi menyampaikan kepada Rektor tentang sasaran mutu
pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

Program studi mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar isi pengabdian
kepada masyarakat yang berlaku di IIBN.

Program studi membuat laporan capaian sasaran mutu dalam rangka pelaksanaan
setiap butir dalam standar isi pengabdian kepada masyarakat secara berkala di
setiap akhir semester dan disampaikan kepada Rektor.
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f.

Rektor mendisposisi laporan capaian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada
masyarakat dari setiap Program Studi untuk dikaji oleh Badan Penjaminan Mutu
Internal sebagai bahan untuk melaksanakan Audit Internal.

3) Evaluasi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

a.

Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melaksanakan pelatihan/penyegaran
auditor untuk dipersiapkan menjadi auditor di setiap program studi dan Institut.
Ketua BPMI melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor yang telah lulus
pelatihan.

Ketua BPMI atas persetujuan Rektor membentuk tim auditor untuk melakukan
audit pencapaian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat di tingkat
program studi dan Institut.

Rektor menetapkan tim auditor pencapaian pelaksanaan standar isi pengabdian
kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu (Auditor) mempelajari dokumen laporan pelaksanaan
standar isi pengabdian kepada masyarakat setiap program studi dari Institut.

Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar isi
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi (audit) pencapaian standar isi
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program Studi dan Institut.

Tim menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian standar isi
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Tim audit menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian standar isi
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Ketua BPMI mengkaji laporan tim hasil evaluasi pencapaian standar isi pengabdian
kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu dan Tim audit finalisasi laporan audit pencapaian standar
isi pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyusun draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi
pencapaian standar isi pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan
Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil
evaluasi pencapaian standar isi pengabdian kepada masyarakat di tingkat program
studi dan Institut kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit
pencapaian standar isi pengabdian kepada masyarakat tingkat program studi dan
Institut.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar isi
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

4) Pengendalian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

a.

b.

Rektor memerintahkan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
membentuk tim pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat sebagai
tindak lanjut evaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

Ketua BPMI membentuk dan mengusulkan tim pengendalian standar isi
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5)

pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor.

Rektor menetapkan Surat Keputusan tim pengendalian standar isi pengabdian
kepada masyarakat.

Rektor atas usul ketua BPMI menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab
tim pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat yang baru.

Tim melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar isi
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Tim mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan
belum dipenuhi.

Tim menyusun draft tindak lanjut butir standar yang sudah tercapai dan tinjauan
tingkat capaian untuk butir standar yang belum tercapai

Tim melakukan kajian untuk standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim menyusun rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk melakukan kajian
terkait butir standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim membuat laporan hasil pengendalian standar isi pengabdian kepada
masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu Internal mempelajari laporan tim pengendalian standar isi
pengabdian kepada masyarakat.

Badan Penjaminan Mutu Internal menyusun laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal menyerahkan laporan dan draft
rekomendasi pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada
rektor.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar isi
pengabdian kepada masyarakat.

Peningkatan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

a.

Rektor memerintahkan Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji
peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji peningkatan standar isi
pengabdian kepada masyarakat.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan tim peningkatan standar isi
pengabdian kepada masyarakat untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
Rektor menerbitkan Surat Keputusan tim perumusan peningkatan standar isi
pengabdian kepada masyarakat di IIBN.

Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut pengendalian standar isi
pengabdian kepada masyarakat.

Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar isi
pengabdian kepada masyarakat.

Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar isi pengabdian kepada
masyarakat baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkat capaiannya.
Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan draft petunjuk teknis untuk
unit kerja dalam peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat dan
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rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Rektor.

i.  Wakil rektor bidang akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam

peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar.

k. Rektor atas masukan wakil rektor bidang akademik menetapkan petunjuk teknis
untuk unit kerja dalam peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

1. Wakil rektor bidang akademik dan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal
melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar isi pengabdian kepada
masyarakat ke seluruh unit-unit di lingkungan IIBN.

—.

m. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pada tahun
berikutnya.

n. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam Manual Mutu Sistem
Penjaminan Mutu Internal.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal
Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat:

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)
9)

Rektor

Wakil Rektor

Kepala Bidang/Biro

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)

Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Ketua Program Studi

Kepala UPT

Ketua Divisi Standar Mutu Internal

10) Ketua Tim Penyusunan standar isi pengabdian kepada masyarakat

F. Catatan

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Untuk melakukan proses penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat,
dibutuhkan data hasil audit capaian standar.

Manual ini juga berlaku untuk mengevaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat
yang diberlakukan di IIBN.

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/template standar.

Untuk melakukan proses pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat,
dibutuhkan data hasil audit capaian pelaksanaan standar.

Untuk melakukan proses evaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat,
dibutuhkan data hasil audit capaian pelaksanaan standar.

Untuk melakukan proses pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat,
dibutuhkan data hasil audit/evaluasi capaian standar.

Untuk melakukan proses peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat,
dibutuhkan data hasil audit capaian pengendalian standar isi pengabdian kepada
masyarakat.
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3.1.19 Manual SPMI Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
A. Tujuan

1)

2)

3)

Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar proses
pengabdian kepada masyarakat IIBN.

Memberi arahan bagi pimpinan dan sivitas akademika [IBN dalam menerapkan sistem
penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan
terhadap standar proses pengabdian kepada masyarakat untuk menjamin kepuasan
pelanggan.

Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat
memenuhi atau melampaui persyaratan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

B. Ruang lingkup

)

2)

3)

4)

5)

Manual penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat mencakup prosedur
yang harus dipenuhi dalam setiap menetapkan standar dan di setiap awal siklus
penjaminan mutu yang akan diberlakukan di [IBN.

Manual pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat mencakup prosedur
yang harus dipenuhi dalam setiap pelaksanaan standar proses pengabdian kepada
masyarakat yang akan diberlakukan di IIBN.

Manual evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat mencakup prosedur
yang harus dipenuhi dalam evaluasi capaian setiap butir standar dalam standar proses
pengabdian kepada masyarakat yang diberlakukan di [IBN

Manual pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat mencakup
prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap mengendalikan standar proses pengabdian
kepada masyarakat yang akan diberlakukan di ITBN.

Manual peningkatan standar proses pengabdian kepada masyarakat mencakup prosedur
yang harus dipenuhi dalam setiap proses peningkatan standar proses pengabdian
kepada masyarakat yang diberlakukan di IIBN.

C. Definisi Istilah

1)
2)
3)
4)
S)
6)

7)

Manual mutu SPMI adalah dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan
manajemen mutu yang isinya berdasarkan persyaratan standar

Manual penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah acuan dalam
menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat

Manual pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah acuan dalam
melaksanakan standar proses pengabdian kepada masyarakat

Manual evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah acuan dalam
melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat
Manual pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah acuan
dalam mengendalikan standar proses pengabdian kepada masyarakat

Manual peningkatan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah acuan dalam
meningkatkan standar proses pengabdian kepada masyarakat

Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang
kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan,
dan pelaporan kegiatan.
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D. Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar Proses Pengabdian kepada
Masyarakat

1) Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

2)

a.

Rektor memutuskan pembentukan tim penyusun standar proses pengabdian kepada
masyarakat.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) membentuk tim penyusun standar
proses pengabdian kepada masyarakat

Rektor menetapkan tim penyusun standar proses pengabdian kepada masyarakat.
Rektor atas usul ketua BPM menetapkan tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab
tim penyusun standar proses pengabdian kepada masyarakat

Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam pengabdian oleh lembaga sertifikasi
nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

Tim merancang, menyusun, dan merumuskan draft standar proses pengabdian
kepada masyarakat yang diusulkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku secara nasional dan standar yang diberlakukan dalam pengabdian oleh
lembaga sertifikasi nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

Tim melakukan rapat koordinasi atau diskusi untuk merumuskan dengan Rektor
terkait dan para koordinator program studi dalam mengkaji draft standar proses
pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan.

Tim akan finalisasi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

Tim menyerahkan standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor
melalui ketua BPM.

Apabila ada revisi/perbaikan draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan
disampaikan kembali ke Rektor.

Rektor menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat melalui
peraturan rektor dan mensosialisasikan standar proses pengabdian kepada
masyarakat yang akan diberlakukan di IIBN.

Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

a.

Program studi dan Institut menyusun dokumen terkait dalam melaksanakan setiap
butir dalam standar proses pengabdian kepada masyarakat.

Program studi dan Institut menetapkan sasaran mutu dalam rangka melaksanakan
setiap butir dalam standar proses pengabdian kepada masyarakat.

Ketua Program Studi menyampaikan kepada Rektor tentang sasaran mutu
pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

Program studi mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar proses pengabdian
kepada masyarakat yang berlaku di IIBN.

Program studi membuat laporan capaian sasaran mutu dalam rangka pelaksanaan
setiap butir dalam standar proses pengabdian kepada masyarakat secara berkala di
setiap akhir semester dan disampaikan kepada Rektor.

Rektor mendisposisi laporan capaian pelaksanaan standar proses pengabdian
kepada masyarakat dari setiap Program Studi untuk dikaji oleh Badan Penjaminan
Mutu Internal sebagai bahan untuk melaksanakan Audit Internal.
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3) Evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

a.

Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melaksanakan pelatihan/penyegaran
auditor untuk dipersiapkan menjadi auditor di setiap program studi dan Institut.
Ketua BPMI melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor yang telah lulus
pelatihan.

Ketua BPMI atas persetujuan Rektor membentuk tim auditor untuk melakukan
audit pencapaian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat di
tingkat program studi dan Institut.

Rektor menetapkan tim auditor pencapaian pelaksanaan standar proses pengabdian
kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu (Auditor) mempelajari dokumen laporan pelaksanaan
standar proses pengabdian kepada masyarakat setiap program studi dari Institut.
Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar proses
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi (audit) pencapaian standar proses
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program Studi dan Institut.

Tim menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian standar proses
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Tim audit menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian standar proses
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Ketua BPMI mengkaji laporan tim hasil evaluasi pencapaian standar proses
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu dan Tim audit finalisasi laporan audit pencapaian standar
proses pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyusun draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi
pencapaian standar proses pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi
dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil
evaluasi pencapaian standar proses pengabdian kepada masyarakat di tingkat
program studi dan Institut kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit
pencapaian standar proses pengabdian kepada masyarakat tingkat program studi
dan Institut.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar proses
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

4) Pengendalian Standar Proses pengabdian kepada masyarakat

a.

Rektor memerintahkan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
membentuk tim pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat
sebagai tindak lanjut evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
Ketua BPMI membentuk dan mengusulkan tim pengendalian standar proses
pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor.

Rektor menetapkan Surat Keputusan tim pengendalian standar proses pengabdian
kepada masyarakat.

93



5)

Rektor atas usul ketua BPMI menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab
tim pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat yang baru.

Tim melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar proses
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Tim mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan
belum dipenuhi.

Tim menyusun draft tindak lanjut butir standar yang sudah tercapai dan tinjauan
tingkat capaian untuk butir standar yang belum tercapai

Tim melakukan kajian untuk standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim menyusun rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk melakukan kajian
terkait butir standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim membuat laporan hasil pengendalian standar proses pengabdian kepada
masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu Internal mempelajari laporan tim pengendalian standar
proses pengabdian kepada masyarakat.

Badan Penjaminan Mutu Internal menyusun laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal menyerahkan laporan dan draft
rekomendasi pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada
rektor.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar proses
pengabdian kepada masyarakat.

Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

a.

Rektor memerintahkan Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji
peningkatan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji peningkatan standar
proses pengabdian kepada masyarakat.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan tim peningkatan standar
proses pengabdian kepada masyarakat untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan
Rektor.

Rektor menerbitkan Surat Keputusan tim perumusan peningkatan standar proses
pengabdian kepada masyarakat di IIBN.

Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut pengendalian standar
proses pengabdian kepada masyarakat.

Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar
proses pengabdian kepada masyarakat.

Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar proses pengabdian
kepada masyarakat baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkat
capaiannya.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan draft petunjuk teknis untuk
unit kerja dalam peningkatan standar proses pengabdian kepada masyarakat dan
rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Rektor.
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1. Wakil rektor bidang akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam
peningkatan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
Wakil rektor bidang akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar.

—.

k. Rektor atas masukan wakil rektor bidang akademik menetapkan petunjuk teknis
untuk unit kerja dalam peningkatan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

1. Wakil rektor bidang akademik dan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal
melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar proses pengabdian kepada
masyarakat ke seluruh unit-unit di lingkungan IIBN.

m. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pada tahun
berikutnya.

n. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam Manual Mutu Sistem
Penjaminan Mutu Internal.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal
Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat:

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)
9)

Rektor

Wakil Rektor

Kepala Bidang/Biro

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)

Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Ketua Program Studi

Kepala UPT

Ketua Divisi Standar Mutu Internal

10) Ketua Tim Penyusunan standar proses pengabdian kepada masyarakat

F. Catatan

)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Untuk melakukan proses penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat,
dibutuhkan data hasil audit capaian standar.

Manual ini juga berlaku untuk mengevaluasi standar proses pengabdian kepada
masyarakat yang diberlakukan di IIBN.

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/template standar.

Untuk melakukan proses pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat,
dibutuhkan data hasil audit capaian pelaksanaan standar.

Untuk melakukan proses evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat,
dibutuhkan data hasil audit capaian pelaksanaan standar.

Untuk melakukan proses pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat,
dibutuhkan data hasil audit/evaluasi capaian standar.

Untuk melakukan proses peningkatan standar proses pengabdian kepada masyarakat,
dibutuhkan data hasil audit capaian pengendalian standar proses pengabdian kepada
masyarakat.
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3.1.20 Manual SPMI Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
A. Tujuan

1)

2)

3)

Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar penilaian
pengabdian kepada masyarakat IIBN.

Memberi arahan bagi pimpinan dan sivitas akademika [IBN dalam menerapkan sistem
penjaminan mutu yang efektif dalam rangka perbaikan secara berkelanjutan terhadap
standar penilaian pengabdian masyarakat untuk menjamin kepuasan pelanggan.
Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat
memenuhi atau melampaui persyaratan standar penilaian pengabdian masyarakat.

B. Ruang lingkup

1))

2)

3)

4)

S)

Manual penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat mencakup
prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap menetapkan standar dan di setiap awal
siklus penjaminan mutu yang akan diberlakukan di IIBN.

Manual pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat mencakup
prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap pelaksanaan standar penilaian pengabdian
kepada masyarakat yang akan diberlakukan di [IBN.

Manual evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat mencakup prosedur
yang harus dipenuhi dalam evaluasi capaian setiap butir standar dalam standar
penilaian pengabdian kepada masyarakat yang diberlakukan di [IBN

Manual pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat mencakup
prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap mengendalikan standar penilaian
pengabdian kepada masyarakat yang akan diberlakukan di IIBN.

Manual peningkatan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat mencakup
prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap proses peningkatan standar penilaian
pengabdian kepada masyarakat yang diberlakukan di IIBN.

C. Definisi Istilah

)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Manual Mutu SPMI adalah dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan
manajemen mutu yang isinya berdasarkan persyaratan standar

Manual penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah acuan
dalam menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

Manual pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah acuan
dalam melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

Manual evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah acuan dalam
melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
Manual pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah acuan
dalam mengendalikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

Manual peningkatan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah acuan
dalam meningkatkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

Standar penilaian pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang
penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat
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D. Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar Penilaian Pengabdian kepada
Masyarakat
1) Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

2)

a.

Rektor memutuskan pembentukan tim penyusun standar penilaian pengabdian
kepada masyarakat.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) membentuk tim penyusun standar
penilaian pengabdian kepada masyarakat

Rektor menetapkan tim penyusun standar penilaian pengabdian kepada
masyarakat.

Rektor atas usul ketua BPM menetapkan tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab
tim penyusun standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam pengabdian oleh lembaga sertifikasi
nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

Tim merancang, menyusun, dan merumuskan draft standar penilaian pengabdian
kepada masyarakat yang diusulkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku secara nasional dan standar yang diberlakukan dalam pengabdian oleh
lembaga sertifikasi nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

Tim melakukan rapat koordinasi atau diskusi untuk merumuskan dengan Rektor
terkait dan para koordinator program studi dalam mengkaji draft standar penilaian
pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan.

Tim akan finalisasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

Tim menyerahkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor
melalui ketua BPM.

Apabila ada revisi/perbaikan draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan
disampaikan kembali ke Rektor.

Rektor menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat melalui
peraturan rektor dan mensosialisasikan standar penilaian pengabdian kepada
masyarakat yang akan diberlakukan di IIBN.

Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

a.

Program studi dan Institut menyusun dokumen terkait dalam melaksanakan setiap
butir dalam standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

Program studi dan Institut menetapkan sasaran mutu dalam rangka melaksanakan
setiap butir dalam standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

Ketua Program Studi menyampaikan kepada Rektor tentang sasaran mutu
pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

Program studi mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar penilaian
pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di [IBN.

Program studi membuat laporan capaian sasaran mutu dalam rangka pelaksanaan
setiap butir dalam standar penilaian pengabdian kepada masyarakat secara berkala
di setiap akhir semester dan disampaikan kepada Rektor.

Rektor mendisposisi laporan capaian pelaksanaan standar penilaian pengabdian
kepada masyarakat dari setiap Program Studi untuk dikaji oleh Badan Penjaminan
Mutu Internal sebagai bahan untuk melaksanakan Audit Internal.
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3) Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

a.

Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melaksanakan pelatihan/penyegaran
auditor untuk dipersiapkan menjadi auditor di setiap program studi dan Institut.
Ketua BPMI melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor yang telah lulus
pelatihan.

Ketua BPMI atas persetujuan Rektor membentuk tim auditor untuk melakukan
audit pencapaian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di
tingkat program studi dan Institut.

Rektor menetapkan tim auditor pencapaian pelaksanaan standar penilaian
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu (Auditor) mempelajari dokumen laporan pelaksanaan
standar penilaian pengabdian kepada masyarakat setiap program studi dari Institut.
Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar
penilaian pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.
Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi (audit) pencapaian standar penilaian
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program Studi dan Institut.

Tim menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian standar penilaian
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Tim audit menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian standar penilaian
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Ketua BPMI mengkaji laporan tim hasil evaluasi pencapaian standar penilaian
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu dan Tim audit finalisasi laporan audit pencapaian standar
penilaian pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.
Badan Penjaminan Mutu menyusun draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi
pencapaian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di tingkat program
studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil
evaluasi pencapaian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di tingkat
program studi dan Institut kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit
pencapaian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat tingkat program studi
dan Institut.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar
penilaian pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

4) Pengendalian Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat

a.

Rektor memerintahkan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
membentuk tim pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
sebagai tindak lanjut evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
Ketua BPMI membentuk dan mengusulkan tim pengendalian standar penilaian
pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor.

Rektor menetapkan Surat Keputusan tim pengendalian standar penilaian
pengabdian kepada masyarakat.
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5)

Rektor atas usul ketua BPMI menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab
tim pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang baru.
Tim melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar penilaian
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Tim mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan
belum dipenuhi.

Tim menyusun draft tindak lanjut butir standar yang sudah tercapai dan tinjauan
tingkat capaian untuk butir standar yang belum tercapai

Tim melakukan kajian untuk standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim menyusun rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk melakukan kajian
terkait butir standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim membuat laporan hasil pengendalian standar penilaian pengabdian kepada
masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu Internal mempelajari laporan tim pengendalian standar
penilaian pengabdian kepada masyarakat.

Badan Penjaminan Mutu Internal menyusun laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal menyerahkan laporan dan draft
rekomendasi pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
kepada rektor.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar penilaian
pengabdian kepada masyarakat.

Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

a.

Rektor memerintahkan Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji
peningkatan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji peningkatan standar
penilaian pengabdian kepada masyarakat.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan tim peningkatan standar
penilaian pengabdian kepada masyarakat untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan
Rektor.

Rektor menerbitkan Surat Keputusan tim perumusan peningkatan standar penilaian
pengabdian kepada masyarakat di IIBN.

Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut pengendalian standar
penilaian pengabdian kepada masyarakat.

Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar
penilaian pengabdian kepada masyarakat.

Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar penilaian pengabdian
kepada masyarakat baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkat
capaiannya.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan draft petunjuk teknis untuk
unit kerja dalam peningkatan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dan
rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Rektor.
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1. Wakil rektor bidang akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam
peningkatan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
Wakil rektor bidang akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar.

—.

k. Rektor atas masukan wakil rektor bidang akademik menetapkan petunjuk teknis
untuk unit kerja dalam peningkatan standar penilaian pengabdian kepada
masyarakat.

1. Wakil rektor bidang akademik dan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal
melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar penilaian pengabdian kepada
masyarakat ke seluruh unit-unit di lingkungan IIBN.

m. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pada tahun
berikutnya.

n. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam Manual Mutu Sistem
Penjaminan Mutu Internal.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal
Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat:

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)
9)

Rektor

Wakil Rektor

Kepala Bidang/Biro

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)

Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Ketua Program Studi

Kepala UPT

Ketua Divisi Standar Mutu Internal

10) Ketua Tim Penyusunan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

F. Catatan

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Untuk melakukan proses penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat,
dibutuhkan data hasil audit capaian standar.

Manual ini juga berlaku untuk mengevaluasi standar penilaian pengabdian kepada
masyarakat yang diberlakukan di IIBN.

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/template standar.

Untuk melakukan proses pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada
masyarakat, dibutuhkan data hasil audit capaian pelaksanaan standar.

Untuk melakukan proses evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat,
dibutuhkan data hasil audit capaian pelaksanaan standar.

Untuk melakukan proses pengendalian standar penilaian pengabdian kepada
masyarakat, dibutuhkan data hasil audit/evaluasi capaian standar.

Untuk melakukan proses peningkatan standar penilaian pengabdian kepada
masyarakat, dibutuhkan data hasil audit capaian pengendalian standar penilaian
pengabdian kepada masyarakat.
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3.1.21 Manual SPMI Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
A. Tujuan

1)

2)

3)

Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pelaksana
pengabdian kepada masyarakat IIBN.

Memberi arahan bagi pimpinan dan sivitas akademika [IBN dalam menerapkan sistem
penjaminan mutu yang efektif dalam rangka perbaikan secara berkelanjutan terhadap
standar pelaksana pengabdian masyarakat untuk menjamin kepuasan pelanggan.
Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat
memenuhi atau melampaui persyaratan standar pelaksana pengabdian masyarakat.

B. Ruang lingkup

1))

2)

3)

4)

S)

Manual penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat mencakup
prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap menetapkan standar dan di setiap awal
siklus penjaminan mutu yang akan diberlakukan di IIBN.

Manual pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat mencakup
prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap pelaksanaan standar pelaksana pengabdian
kepada masyarakat yang akan diberlakukan di [IBN.

Manual evaluasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat mencakup prosedur
yang harus dipenuhi dalam evaluasi capaian setiap butir standar dalam standar
pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang diberlakukan di [IBN

Manual pengendalian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat mencakup
prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap mengendalikan standar pelaksana
pengabdian kepada masyarakat yang akan diberlakukan di IIBN.

Manual peningkatan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat mencakup
prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap proses peningkatan standar pelaksana
pengabdian kepada masyarakat yang diberlakukan di IIBN.

C. Definisi Istilah

)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Manual Mutu SPMI adalah dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan
manajemen mutu yang isinya berdasarkan persyaratan standar

Manual penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah acuan
dalam menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat

Manual pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah acuan
dalam melaksanakan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat

Manual evaluasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah acuan dalam
melakukan evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
Manual pengendalian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah acuan
dalam mengendalikan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat

Manual peningkatan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah acuan
dalam meningkatkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal
kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
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D. Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar Pelaksana Pengabdian kepada
Masyarakat
1) Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

2)

a.

Rektor memutuskan pembentukan tim penyusun standar pelaksana pengabdian
kepada masyarakat.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) membentuk tim penyusun standar
pelaksana pengabdian kepada masyarakat

Rektor menetapkan tim penyusun standar pelaksana pengabdian kepada
masyarakat.

Rektor atas usul ketua BPM menetapkan tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab
tim penyusun standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat

Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam pengabdian oleh lembaga sertifikasi
nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

Tim merancang, menyusun, dan merumuskan draft standar pelaksana pengabdian
kepada masyarakat yang diusulkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku secara nasional dan standar yang diberlakukan dalam pengabdian oleh
lembaga sertifikasi nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

Tim melakukan rapat koordinasi atau diskusi untuk merumuskan dengan Rektor
terkait dan para koordinator program studi dalam mengkaji draft standar pelaksana
pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan.

Tim akan finalisasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Tim menyerahkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor
melalui ketua BPM.

Apabila ada revisi/perbaikan draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan
disampaikan kembali ke Rektor.

Rektor menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat melalui
peraturan rektor dan mensosialisasikan standar pelaksana pengabdian kepada
masyarakat yang akan diberlakukan di IIBN.

Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

a.

Program studi dan Institut menyusun dokumen terkait dalam melaksanakan setiap
butir dalam standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Program studi dan Institut menetapkan sasaran mutu dalam rangka melaksanakan
setiap butir dalam standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Ketua Program Studi menyampaikan kepada Rektor tentang sasaran mutu
pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Program studi mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar pelaksana
pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di [IBN.

Program studi membuat laporan capaian sasaran mutu dalam rangka pelaksanaan
setiap butir dalam standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat secara berkala
di setiap akhir semester dan disampaikan kepada Rektor.

Rektor mendisposisi laporan capaian pelaksanaan standar pelaksana pengabdian
kepada masyarakat dari setiap Program Studi untuk dikaji oleh Badan Penjaminan
Mutu Internal sebagai bahan untuk melaksanakan Audit Internal.
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3) Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

a.

Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melaksanakan pelatihan/penyegaran
auditor untuk dipersiapkan menjadi auditor di setiap program studi dan Institut.
Ketua BPMI melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor yang lulus pelatihan.
Ketua BPMI atas persetujuan Rektor membentuk tim auditor untuk melakukan
audit pencapaian pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di
tingkat program studi dan Institut.

Rektor menetapkan tim auditor pencapaian pelaksanaan standar pelaksana
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu (Auditor) mempelajari dokumen laporan pelaksanaan
standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat setiap program studi dari Institut.
Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar
pelaksana pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.
Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi (audit) pencapaian standar pelaksana
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program Studi dan Institut.

Tim menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian standar pelaksana
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Tim audit menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian standar pelaksana
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Ketua BPMI mengkaji laporan tim hasil evaluasi pencapaian standar pelaksana
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu dan Tim audit finalisasi laporan audit pencapaian standar
pelaksana pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.
Badan Penjaminan Mutu menyusun draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi
pencapaian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di tingkat program
studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil
evaluasi pencapaian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di tingkat
program studi dan Institut kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit
pencapaian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat tingkat program studi
dan Institut.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar
pelaksana pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

4) Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

a.

Rektor memerintahkan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
membentuk tim pengendalian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
sebagai tindak lanjut evaluasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
Ketua BPMI membentuk dan mengusulkan tim pengendalian standar pelaksana
pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor.

Rektor menetapkan Surat Keputusan tim pengendalian standar pelaksana
pengabdian kepada masyarakat.
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5)

Rektor atas usul ketua BPMI menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab
tim pengendalian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang baru.
Tim melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar pelaksana
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Tim mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan
belum dipenuhi.

Tim menyusun draft tindak lanjut butir standar yang sudah tercapai dan tinjauan
tingkat capaian untuk butir standar yang belum tercapai

Tim melakukan kajian untuk standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim menyusun rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk melakukan kajian
terkait butir standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim membuat laporan hasil pengendalian standar pelaksana pengabdian kepada
masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu Internal mempelajari laporan tim pengendalian standar
pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Badan Penjaminan Mutu Internal menyusun laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal menyerahkan laporan dan draft
rekomendasi pengendalian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
kepada rektor.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar pelaksana
pengabdian kepada masyarakat.

Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

a.

Rektor memerintahkan Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji
peningkatan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji peningkatan standar
pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan tim peningkatan standar
pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan
Rektor.

Rektor menerbitkan Surat Keputusan tim perumusan peningkatan standar
pelaksana pengabdian kepada masyarakat di IIBN.

Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut pengendalian standar
pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar
pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar pelaksana pengabdian
kepada masyarakat baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkat
capaiannya.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan draft petunjuk teknis untuk
unit kerja dalam peningkatan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan
rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Rektor.
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1. Wakil rektor bidang akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam
peningkatan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
Wakil rektor bidang akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar.

—.

k. Rektor atas masukan wakil rektor bidang akademik menetapkan petunjuk teknis
untuk unit kerja dalam peningkatan standar pelaksana pengabdian kepada
masyarakat.

1. Wakil rektor bidang akademik dan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal
melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar pelaksana pengabdian kepada
masyarakat ke seluruh unit-unit di lingkungan IIBN.

m. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pada tahun
berikutnya.

n. Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam Manual Mutu Sistem
Penjaminan Mutu Internal.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal
Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat:

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)
9)

Rektor

Wakil Rektor

Kepala Bidang/Biro

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)

Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Ketua Program Studi

Kepala UPT

Ketua Divisi Standar Mutu Internal

10) Ketua Tim Penyusunan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat

F. Catatan

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Untuk melakukan proses penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat,
dibutuhkan data hasil audit capaian standar.

Manual ini juga berlaku untuk mengevaluasi standar pelaksana pengabdian kepada
masyarakat yang diberlakukan di IIBN.

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/template standar.

Untuk melakukan proses pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada
masyarakat, dibutuhkan data hasil audit capaian pelaksanaan standar.

Untuk melakukan proses evaluasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat,
dibutuhkan data hasil audit capaian pelaksanaan standar.

Untuk melakukan proses pengendalian standar pelaksana pengabdian kepada
masyarakat, dibutuhkan data hasil audit/evaluasi capaian standar.

Untuk melakukan proses peningkatan standar pelaksana pengabdian kepada
masyarakat, dibutuhkan data hasil audit capaian pengendalian standar pelaksana
pengabdian kepada masyarakat.
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3.1.22 Manual SPMI Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
A. Tujuan

1)

2)

3)

Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar sarana dan
prasarana pengabdian kepada masyarakat [IBN.

Memberi arahan bagi pimpinan dan sivitas akademika [IBN dalam menerapkan sistem
penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan
terhadap standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk menjamin
kepuasan pelanggan.

Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat
memenuhi atau melampaui persyaratan standar sarana dan prasarana pengabdian
kepada masyarakat.

B. Ruang lingkup

1)

2)

3)

4)

5)

Manual penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
mencakup prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap menetapkan standar dan di setiap
awal siklus penjaminan mutu yang akan diberlakukan di [IBN.

Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
mencakup prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap pelaksanaan standar sarana dan
prasarana pengabdian kepada masyarakat yang akan diberlakukan di IIBN.

Manual evaluasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
mencakup prosedur yang harus dipenuhi dalam evaluasi capaian setiap butir standar
dalam standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang diberlakukan
di [IBN

Manual pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
mencakup prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap mengendalikan standar sarana
dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang akan diberlakukan di IIBN.
Manual peningkatan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
mencakup prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap proses peningkatan sarana dan
prasarana pengabdian kepada masyarakat yang diberlakukan di IIBN.

C. Definisi Istilah

)
2)
3)

4)

5)

Manual Mutu SPMI adalah dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan
manajemen mutu yang isinya berdasarkan persyaratan standar

Manual penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah
acuan dalam menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat adalah acuan
dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat

Manual evaluasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah
acuan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian
kepada masyarakat

Manual pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat adalah
acuan dalam mengendalikan standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat
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6) Manual peningkatan standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat adalah acuan
dalam meningkatkan standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat
7) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria

minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk proses pengabdian kepada
masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat

D. Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar Sarana dan Prasarana
Pengabdian kepada Masyarakat
1) Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

a.

b.

Rektor memutuskan pembentukan tim penyusun standar sarana dan prasarana
pengabdian kepada masyarakat.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) membentuk tim penyusun standar
sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

Rektor menetapkan tim penyusun standar sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat.

Rektor atas usul ketua BPM menetapkan tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab
tim penyusun standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam pengabdian oleh lembaga sertifikasi
nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di [IBN.

Tim merancang, menyusun, dan merumuskan draft standar sarana dan prasarana
pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan berdasarkan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku secara nasional dan standar yang
diberlakukan dalam pengabdian oleh lembaga sertifikasi nasional serta peraturan-
peraturan yang berlaku di IIBN.

Tim melakukan rapat koordinasi atau diskusi untuk merumuskan dengan Rektor
terkait dan para koordinator program studi dalam mengkaji draft standar sarana dan
prasarana pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan.

Tim akan finalisasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
Tim menyerahkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
kepada Rektor melalui ketua BPM.

Apabila ada revisi/perbaikan draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan
disampaikan kembali ke Rektor.

Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
melalui peraturan rektor dan mensosialisasikan standar sarana dan prasarana
pengabdian kepada masyarakat yang akan diberlakukan di IIBN.

2) Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

a.

b.

Program studi dan Institut menyusun dokumen terkait dalam melaksanakan setiap
butir dalam standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

Program studi dan Institut menetapkan sasaran mutu dalam rangka melaksanakan
setiap butir dalam standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
Ketua Program Studi menyampaikan kepada Rektor tentang sasaran mutu
pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
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d.

Program studi mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar sarana dan prasarana
pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di I[IBN.

Program studi membuat laporan capaian sasaran mutu dalam rangka pelaksanaan
setiap butir dalam standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
secara berkala di setiap akhir semester dan disampaikan kepada Rektor.

Rektor mendisposisi laporan capaian pelaksanaan standar sarana dan prasarana
pengabdian kepada masyarakat dari setiap Program Studi untuk dikaji oleh Badan
Penjaminan Mutu Internal sebagai bahan untuk melaksanakan Audit Internal.

3) Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

a.

Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melaksanakan pelatihan/penyegaran
auditor untuk dipersiapkan menjadi auditor di setiap program studi dan Institut.
Ketua BPMI melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor yang lulus pelatihan.
Ketua BPMI atas persetujuan Rektor membentuk tim auditor untuk melakukan
audit pencapaian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Rektor menetapkan tim auditor pencapaian pelaksanaan standar sarana dan
prasarana pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.
Tim Penjaminan Mutu (Auditor) mempelajari dokumen laporan pelaksanaan
standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat setiap prodi/Institut.
Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar sarana
dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.
Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi (audit) pencapaian standar sarana dan
prasarana pengabdian kepada masyarakat di tingkat program Studi dan Institut.
Tim menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian standar sarana dan
prasarana pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.
Tim audit menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian standar sarana dan
prasarana pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.
Ketua BPMI mengkaji laporan tim hasil evaluasi pencapaian standar sarana dan
prasarana pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.
BPM dan Tim audit finalisasi laporan audit pencapaian standar sarana dan
prasarana pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.
Badan Penjaminan Mutu menyusun draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi
pencapaian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di tingkat
program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil
evaluasi pencapaian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
di tingkat program studi dan Institut kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit
pencapaian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat tingkat
program studi dan Institut.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar sarana
dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

4) Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
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Rektor memerintahkan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
membentuk tim pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat sebagai tindak lanjut evaluasi standar sarana dan prasarana pengabdian
kepada masyarakat.

Ketua BPMI membentuk dan mengusulkan tim pengendalian standar sarana dan
prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor.

Rektor menetapkan Surat Keputusan tim pengendalian standar sarana dan
prasarana pengabdian kepada masyarakat.

Rektor atas usul ketua BPMI menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab
tim pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
yang baru.

Tim melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar sarana dan
prasarana pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.
Tim mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan
belum dipenuhi.

Tim menyusun draft tindak lanjut butir standar yang sudah tercapai dan tinjauan
tingkat capaian untuk butir standar yang belum tercapai

Tim melakukan kajian untuk standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim menyusun rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk melakukan kajian
terkait butir standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim membuat laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian
kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu Internal mempelajari laporan tim pengendalian standar
sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

Badan Penjaminan Mutu Internal menyusun laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal menyerahkan laporan dan draft

rekomendasi pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat kepada rektor.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar sarana
dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

5) Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

a.

Rektor memerintahkan Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji
peningkatan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji peningkatan standar
sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan tim peningkatan standar
sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk ditetapkan dalam Surat
Keputusan Rektor.

Rektor menerbitkan Surat Keputusan tim perumusan peningkatan standar sarana
dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di IIBN.
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e. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut pengendalian standar
sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

f. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar
sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

g. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar sarana dan prasarana
pengabdian kepada masyarakat baru untuk butir standar yang telah terlampaui
tingkat capaiannya.

h. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan draft petunjuk teknis untuk
unit kerja dalam peningkatan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat dan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Rektor.

i.  Wakil rektor bidang akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam

peningkatan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar.

k. Rektor atas masukan wakil rektor bidang akademik menetapkan petunjuk teknis
untuk unit kerja dalam peningkatan standar sarana dan prasarana pengabdian
kepada masyarakat.

1. Wakil rektor bidang akademik dan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal
melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar sarana dan prasarana pengabdian
kepada masyarakat ke seluruh unit-unit di lingkungan IIBN.

m. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pada tahun
berikutnya.

—

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Rektor

Wakil Rektor

Kepala Bidang/Biro

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)

Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Ketua Program Studi

Kepala UPT

Ketua Divisi Standar Mutu Internal

10) Ketua Tim Penyusunan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

F. Catatan

)
2)
3)
4)

S)

Untuk melakukan proses penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat, dibutuhkan data hasil audit capaian standar.

Manual ini juga berlaku untuk mengevaluasi standar sarana dan prasarana pengabdian
kepada masyarakat yang diberlakukan di IIBN.

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/template standar.

Untuk melakukan proses pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat, dibutuhkan data hasil audit capaian pelaksanaan standar.

Untuk melakukan proses evaluasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada
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3.1.23

masyarakat, dibutuhkan data hasil audit capaian pelaksanaan standar.

6) Untuk melakukan proses pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian
kepada masyarakat, dibutuhkan data hasil audit/evaluasi capaian standar.

7) Untuk melakukan proses peningkatan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat, dibutuhkan data hasil audit capaian pengendalian standar sarana dan
prasarana pengabdian kepada masyarakat.

Manual SPMI Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Tujuan

1) Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat [IBN.

2) Memberi arahan bagi pimpinan dan sivitas akademika I[IBN dalam menerapkan sistem
penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan
terhadap standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk menjamin
kepuasan pelanggan.

3) Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat
memenuhi atau melampaui persyaratan standar pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat.

Ruang lingkup

1) Manual penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat mencakup
prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap menetapkan standar dan di setiap awal
siklus penjaminan mutu yang akan diberlakukan di IIBN.

2) Manual pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat mencakup
prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap pelaksanaan standar pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat yang akan diberlakukan di IIBN.

3) Manual evaluasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat mencakup
prosedur yang harus dipenuhi dalam evaluasi capaian setiap butir standar dalam standar
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang diberlakukan di IIBN

4) Manual pengendalian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat mencakup
prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap mengendalikan standar pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat yang akan diberlakukan di IIBN.

5) Manual peningkatan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat mencakup
prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap proses peningkatan standar pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat yang diberlakukan di IIBN.

Definisi Istilah

1) Manual Mutu SPMI adalah dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan
manajemen mutu yang isinya berdasarkan persyaratan standar

2) Manual penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah acuan
dalam menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

3) Manual pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah acuan
dalam melaksanakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

4) Manual evaluasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah acuan
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dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada

masyarakat
5) Manual pengendalian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah

acuan dalam mengendalikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
6) Manual peningkatan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah acuan
dalam meningkatkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

7) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal
tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta
pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

. Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar Pengelolaan Pengabdian
kepada Masyarakat

1) Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

a.

Rektor memutuskan pembentukan tim penyusun standar pengelolaan pengabdian
kepada masyarakat.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) membentuk tim penyusun standar
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

Rektor menetapkan tim penyusun standar pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat.

Rektor atas usul ketua BPM menetapkan tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab
tim penyusun standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam pengabdian oleh lembaga sertifikasi
nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

Tim merancang, menyusun, dan merumuskan draft standar pengelolaan pengabdian
kepada masyarakat yang diusulkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku secara nasional dan standar yang diberlakukan dalam pengabdian oleh
lembaga sertifikasi nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

Tim melakukan rapat koordinasi atau diskusi untuk merumuskan dengan Rektor
terkait dan para koordinator program studi dalam mengkaji draft standar
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan.

Tim akan finalisasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

Tim menyerahkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada
Rektor melalui ketua BPM.

Apabila ada revisi/perbaikan draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan
disampaikan kembali ke Rektor.

Rektor menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat melalui
peraturan rektor dan mensosialisasikan standar pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat yang akan diberlakukan di IIBN.

2) Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

a.

Program studi dan Institut menyusun dokumen terkait dalam melaksanakan setiap
butir dalam standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

Program studi dan Institut menetapkan sasaran mutu dalam rangka melaksanakan
setiap butir dalam standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
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3)

Ketua Program Studi menyampaikan kepada Rektor tentang sasaran mutu
pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

Program studi mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di IIBN.

Program studi membuat laporan capaian sasaran mutu dalam rangka pelaksanaan
setiap butir dalam standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat secara
berkala di setiap akhir semester dan disampaikan kepada Rektor.

Rektor mendisposisi laporan capaian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian
kepada masyarakat dari setiap Program Studi untuk dikaji oleh Badan Penjaminan
Mutu Internal sebagai bahan untuk melaksanakan Audit Internal.

Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

a.

Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melaksanakan pelatihan/penyegaran
auditor untuk dipersiapkan menjadi auditor di setiap program studi dan Institut.
Ketua BPMI melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor yang lulus pelatihan.
Ketua BPMI atas persetujuan Rektor membentuk tim auditor untuk melakukan
audit pencapaian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
di tingkat program studi dan Institut.

Rektor menetapkan tim auditor pencapaian pelaksanaan standar pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu (Auditor) mempelajari dokumen laporan pelaksanaan
standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap program studi/Institut.
Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.
Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi (audit) pencapaian standar pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program Studi dan Institut.

Tim menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian standar pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Tim audit menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian standar pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Ketua BPMI mengkaji laporan tim hasil evaluasi pencapaian standar pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu dan Tim audit finalisasi laporan audit pencapaian standar
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.
Badan Penjaminan Mutu menyusun draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi
pencapaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di tingkat program
studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil
evaluasi pencapaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di tingkat
program studi dan Institut kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit
pencapaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tingkat program
studi dan Institut.
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0.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

4) Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

a.

Rektor memerintahkan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
membentuk tim pengendalian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
sebagai tindak lanjut evaluasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
Ketua BPMI membentuk dan mengusulkan tim pengendalian standar pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor.

Rektor menetapkan Surat Keputusan tim pengendalian standar pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat.

Rektor atas usul ketua BPMI menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab
tim pengendalian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baru.
Tim melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Tim mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan
belum dipenuhi.

Tim menyusun draft tindak lanjut butir standar yang sudah tercapai dan tinjauan
tingkat capaian untuk butir standar yang belum tercapai

Tim melakukan kajian untuk standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim menyusun rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk melakukan kajian
terkait butir standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim membuat laporan hasil pengendalian standar pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu Internal mempelajari laporan tim pengendalian standar
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

Badan Penjaminan Mutu Internal menyusun laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal menyerahkan laporan dan draft
rekomendasi pengendalian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
kepada rektor.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

5) Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

a.

Rektor memerintahkan Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji
peningkatan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji peningkatan standar
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan tim peningkatan standar
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk ditetapkan dalam Surat
Keputusan Rektor.

114



—.

Rektor menerbitkan Surat Keputusan tim perumusan peningkatan standar
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di [IBN.

Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut pengendalian standar
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar pengelolaan pengabdian
kepada masyarakat baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkat
capaiannya.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan draft petunjuk teknis untuk
unit kerja dalam peningkatan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
dan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Rektor.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam
peningkatan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar.
Rektor atas masukan wakil rektor bidang akademik menetapkan petunjuk teknis
untuk unit kerja dalam peningkatan standar pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat.

Wakil rektor bidang akademik dan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal
melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat ke seluruh unit-unit di lingkungan IIBN.

Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pada tahun
berikutnya.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal
Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat:

Rektor

Wakil Rektor

Kepala Bidang/Biro

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)

Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

Ketua Program Studi

Kepala UPT

Ketua Divisi Standar Mutu Internal

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)
9)

10) Ketua Tim Penyusunan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

F. Catatan

1)
2)

3)

Untuk melakukan proses penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat, dibutuhkan data hasil audit capaian standar.
Manual ini juga berlaku untuk mengevaluasi standar pengelolaan pengabdian kepada

masyarakat yang diberlakukan di [IBN.
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/template standar.
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3.1.24

4)
S)
6)

7)

Untuk melakukan proses pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat, dibutuhkan data hasil audit capaian pelaksanaan standar.

Untuk melakukan proses evaluasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat,
dibutuhkan data hasil audit capaian pelaksanaan standar.

Untuk melakukan proses pengendalian standar pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat, dibutuhkan data hasil audit/evaluasi capaian standar.

Untuk melakukan proses peningkatan standar pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat, dibutuhkan data hasil audit capaian pengendalian standar pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat.

Manual SPMI Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat

Tujuan

1))

2)

3)

Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendanaan
dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat IIBN.

Memberi arahan bagi pimpinan dan sivitas akademika IIBN dalam menerapkan sistem
penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan
terhadap standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat untuk
menjamin kepuasan pelanggan.

Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat
memenuhi atau melampaui persyaratan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian
kepada masyarakat.

Ruang lingkup

1)

2)

3)

4)

S)

Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
mencakup prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap menetapkan standar dan di setiap
awal siklus penjaminan mutu yang akan diberlakukan di [IBN.

Manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada
masyarakat mencakup prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap pelaksanaan standar
pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang akan diberlakukan di
IIBN.

Manual evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
mencakup prosedur yang harus dipenuhi dalam evaluasi capaian setiap butir standar
dalam standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang
diberlakukan di [IBN

Manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada
masyarakat mencakup prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap mengendalikan
standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang akan
diberlakukan di [IBN.

Manual peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada
masyarakat mencakup prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap proses peningkatan
standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang diberlakukan
di IIBN.
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C. Definisi Istilah

1) Manual mutu SPMI adalah dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan
manajemen mutu yang isinya berdasarkan persyaratan standar

2) Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
adalah acuan dalam menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian
kepada masyarakat

3) Manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada
masyarakat adalah acuan dalam melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan
pengabdian kepada masyarakat

4) Manual evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
adalah acuan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan
pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

5) Manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada
masyarakat adalah acuan dalam mengendalikan standar pendanaan dan pembiayaan
pengabdian kepada masyarakat

6) Manual peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada
masyarakat adalah acuan dalam meningkatkan standar pendanaan dan pembiayaan
pengabdian kepada masyarakat

7) Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan
kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian
kepada Masyarakat.

D. Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar Pendanaan dan Pembiayaan
Pengabdian kepada Masyarakat
1) Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

a. Rektor memutuskan pembentukan tim penyusun standar pendanaan dan
pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

b. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) membentuk tim penyusun standar
pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

c. Rektor menetapkan tim penyusun standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian
kepada masyarakat.

d. Rektor atas usul ketua BPM menetapkan tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab
tim penyusun standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

e. Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam pengabdian oleh lembaga sertifikasi
nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

f. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan draft standar pendanaan dan
pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan berdasarkan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku secara nasional dan standar yang
diberlakukan dalam pengabdian oleh lembaga sertifikasi nasional serta peraturan-
peraturan yang berlaku di IIBN.

g. Tim melakukan rapat koordinasi atau diskusi untuk merumuskan dengan Rektor
terkait dan para koordinator program studi dalam mengkaji draft standar pendanaan
dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan.

h. Tim akan finalisasi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada
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masyarakat.

Tim menyerahkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada
masyarakat kepada Rektor melalui ketua BPM.

Apabila ada revisi/perbaikan draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan
disampaikan kembali ke Rektor.

Rektor menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada
masyarakat melalui peraturan rektor dan mensosialisasikan standar pendanaan dan
pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang akan diberlakukan di IIBN.

2) Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

a.

Program studi dan Institut menyusun dokumen terkait dalam melaksanakan setiap
butir dalam standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
Program studi dan Institut menetapkan sasaran mutu dalam rangka melaksanakan
setiap butir dalam standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat.
Ketua Program Studi menyampaikan kepada Rektor tentang sasaran mutu
pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
Program studi mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar pendanaan dan
pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di [IBN.

Program studi membuat laporan capaian sasaran mutu dalam rangka pelaksanaan
setiap butir dalam standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada
masyarakat secara berkala di setiap akhir semester dan disampaikan kepada Rektor.
Rektor mendisposisi laporan capaian pelaksanaan standar pendanaan dan
pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dari setiap Program Studi untuk dikaji
oleh Badan Penjaminan Mutu Internal untuk melaksanakan Audit Internal.

3) Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

a.

Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melaksanakan pelatihan/penyegaran
auditor untuk dipersiapkan menjadi auditor di setiap program studi dan Institut.
Ketua BPMI melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor yang telah lulus
pelatihan.

Ketua BPMI atas persetujuan Rektor membentuk tim auditor untuk melakukan
audit pencapaian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian
kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

Rektor menetapkan tim auditor pencapaian pelaksanaan standar pendanaan dan
pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.
Tim Penjaminan Mutu (Auditor) mempelajari dokumen laporan pelaksanaan
standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat setiap program
studi dari Institut.

Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar
pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di tingkat program
studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi (audit) pencapaian standar pendanaan
dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di tingkat program Studi dan
Institut.
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4)

h. Tim menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian standar pendanaan
dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan
Institut.

1. Tim audit menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian standar pendanaan
dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan
Institut.

j. Ketua BPMI mengkaji laporan tim hasil evaluasi pencapaian standar pendanaan
dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi/Institut.

k. Badan Penjaminan Mutu dan Tim audit finalisasi laporan audit pencapaian standar
pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di tingkat program
studi dan Institut.

1. Badan Penjaminan Mutu menyusun draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi
pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di
tingkat program studi dan Institut.

m. Badan Penjaminan Mutu menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil
evaluasi pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada
masyarakat di tingkat program studi dan Institut kepada Rektor untuk
ditindaklanjuti.

n. Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit
pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
tingkat program studi dan Institut.

o. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar
pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di tingkat program
studi dan Institut.

Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

a. Rektor memerintahkan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
membentuk tim pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian
kepada masyarakat sebagai tindak lanjut evaluasi standar pendanaan dan
pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

b. Ketua BPMI membentuk dan mengusulkan tim pengendalian standar pendanaan
dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor.

c. Rektor menetapkan Surat Keputusan tim pengendalian standar pendanaan dan
pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

d. Rektor atas usul ketua BPMI menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab
tim pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada
masyarakat yang baru.

e. Tim melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir pendanaan dan
pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

f. Tim mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan
belum dipenuhi.

g. Tim menyusun draft tindak lanjut butir standar yang sudah tercapai dan tinjauan
tingkat capaian untuk butir standar yang belum tercapai

h. Tim melakukan kajian untuk standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.
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S)

1. Tim menyusun rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk melakukan kajian
terkait butir standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

j. Tim membuat laporan hasil pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan
pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi dan Institut.

k. Badan Penjaminan Mutu Internal mempelajari laporan tim pengendalian standar
pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

l. Badan Penjaminan Mutu Internal menyusun laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

m. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal menyerahkan laporan dan draft
rekomendasi pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada
masyarakat kepada rektor.

n. Rektor dalam rapat pimpinan membahas laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

o. Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar
pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

a. Rektor memerintahkan Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji
peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

b. Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji peningkatan standar
pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

c. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan tim peningkatan standar
pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat untuk ditetapkan dalam
Surat Keputusan Rektor.

d. Rektor menerbitkan Surat Keputusan tim perumusan peningkatan standar
pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di IIBN.

e. Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut pengendalian standar
pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

f. Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar
pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

g. Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar pendanaan dan
pembiayaan pengabdian kepada masyarakat baru untuk butir standar yang telah
terlampaui tingkat capaiannya.

h. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan draft petunjuk teknis untuk
unit kerja dalam peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian
kepada masyarakat dan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Rektor.

1. Wakil rektor bidang akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam

peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar.

k. Rektor atas masukan wakil rektor bidang akademik menetapkan petunjuk teknis
untuk unit kerja dalam peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian

—.

kepada masyarakat.

1. Wakil rektor bidang akademik dan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal
melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan
pengabdian kepada masyarakat ke seluruh unit-unit di lingkungan ITBN.
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m. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pada tahun
berikutnya.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat:

3.2

3.2.1

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)
9)

Rektor

Wakil Rektor

Kepala Bidang/Biro

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)

Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Ketua Program Studi

Kepala UPT

Ketua Divisi Standar Mutu Internal

10) Ketua Tim Penyusunan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat

Catatan

1
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Untuk melakukan proses penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian
kepada masyarakat, dibutuhkan data hasil audit capaian standar.

Manual ini juga berlaku untuk mengevaluasi standar pendanaan dan pembiayaan
pengabdian kepada masyarakat yang diberlakukan di I[IBN.

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/template standar.

Untuk melakukan proses pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian
kepada masyarakat, dibutuhkan data hasil audit capaian pelaksanaan standar.

Untuk melakukan proses evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian
kepada masyarakat, dibutuhkan data hasil audit capaian pelaksanaan standar.

Untuk melakukan proses pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian
kepada masyarakat, dibutuhkan data hasil audit/evaluasi capaian standar.

Untuk melakukan proses peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian
kepada masyarakat, dibutuhkan data hasil audit capaian pengendalian standar
pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Manual SPMI Standar Turunan Non-SN-DIKTI

Manual SPMI Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan)
Tujuan

1)

2)

Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar visi, misi,
dan tujuan yaitu visi, misi dan tujuan I[IBN.

Memberi arahan bagi pimpinan dan sivitas akademika I[IBN dalam menerapkan sistem
penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan
terhadap standar visi, misi, dan tujuan untuk menjamin kepuasan pelanggan.
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3)

Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat
memenuhi atau melampaui persyaratan standar visi, misi, dan tujuan.

. Ruang lingkup

1)

2)

3)

4)

S)

1)
2)
3)
4)
S)
6)

7)

Manual penetapan standar visi, misi, dan tujuan mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap menetapkan standar dan di setiap awal siklus penjaminan mutu
yang akan diberlakukan di I[IBN.

Manual pelaksanaan standar visi, misi, dan tujuan mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap pelaksanaan standar visi, misi, dan tujuan yang akan
diberlakukan di IIBN.

Manual evaluasi standar visi, misi, dan tujuan mencakup prosedur yang harus dipenuhi
dalam evaluasi capaian setiap butir standar dalam standar visi, misi, dan tujuan yang
diberlakukan di [IBN

Manual pengendalian standar visi, misi, dan tujuan mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap mengendalikan standar visi, misi, dan tujuan yang akan
diberlakukan di IIBN.

Manual peningkatan standar visi, misi, dan tujuan mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap proses peningkatan standar visi, misi, dan tujuan yang
diberlakukan di IIBN.

. Definisi Istilah

Manual Mutu SPMI adalah dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan
manajemen mutu yang isinya berdasarkan persyaratan standar

Manual penetapan standar visi, misi, dan tujuan adalah acuan dalam menetapkan
standar visi, misi, dan tujuan

Manual pelaksanaan standar visi, misi, dan tujuan adalah acuan dalam melaksanakan
standar visi, misi, dan tujuan.

Manual evaluasi standar visi, misi, dan tujuan adalah acuan dalam melakukan evaluasi
pelaksanaan standar visi, misi, dan tujuan

Manual pengendalian standar visi, misi, dan tujuan adalah acuan dalam mengendalikan
standar visi, misi, dan tujuan.

Manual peningkatan standar visi, misi, dan tujuan adalah acuan dalam meningkatkan
standar visi, misi, dan tujuan.

Standar visi, misi, dan tujuan adalah unsur-unsur yang memberikan jati diri sebuah
perguruan tinggi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Tridharma yang meliputi
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

. Prosedur atau langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar Visi, Misi, dan Tujuan

1)

Penetapan Standar Visi, Misi, dan Tujuan

a. Rektor memutuskan pembentukan tim penyusun standar visi, misi, dan tujuan.

b. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) membentuk tim penyusun standar
visi, misi, dan tujuan.

c. Rektor menetapkan tim penyusun standar visi, misi, dan tujuan.

d. Rektor atas usul ketua BPM menetapkan tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab
tim penyusun standar visi, misi, dan tujuan

122



Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam visi, misi, dan tujuan oleh lembaga
sertifikasi nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

Tim merancang, menyusun, dan merumuskan draft standar visi, misi, dan tujuan
yang diusulkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam visi, misi, dan tujuan oleh lembaga
sertifikasi nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

Tim melakukan rapat koordinasi atau diskusi untuk merumuskan dengan Rektor
terkait dan para koordinator program studi dalam mengkaji draft standar visi, misi,
dan tujuan yang diusulkan.

Tim akan finalisasi standar visi, misi, dan tujuan.

Tim menyerahkan standar visi, misi, dan tujuan kepada Rektor melalui ketua BPM.
Apabila ada revisi/perbaikan draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan
disampaikan kembali ke Rektor.

Rektor menetapkan standar visi, misi, dan tujuan melalui peraturan rektor dan
mensosialisasikan standar visi, misi, dan tujuan yang akan diberlakukan di IIBN.

2) Pelaksanaan Standar Visi, Misi, dan Tujuan

a.

b.

Program studi dan Institut menyusun dokumen terkait dalam melaksanakan setiap
butir dalam standar visi, misi, dan tujuan.

Program studi dan Institut menetapkan sasaran mutu dalam rangka melaksanakan
setiap butir dalam standar visi, misi, dan tujuan.

Ketua Program Studi menyampaikan kepada Rektor tentang sasaran mutu
pelaksanaan standar visi, misi, dan tujuan.

Program studi mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar visi, misi, dan tujuan
yang berlaku di IIBN.

Program studi membuat laporan capaian sasaran mutu dalam rangka pelaksanaan
setiap butir dalam standar visi, misi, dan tujuan secara berkala di setiap akhir
semester dan disampaikan kepada Rektor.

Rektor mendisposisi laporan capaian pelaksanaan standar visi, misi, dan tujuan dari
setiap Program Studi untuk dikaji oleh Badan Penjaminan Mutu Internal sebagai
bahan untuk melaksanakan Audit Internal.

3) Evaluasi Standar Visi, Misi, dan Tujuan

a.

b.

Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melaksanakan pelatihan/penyegaran
auditor untuk dipersiapkan menjadi auditor di setiap program studi dan Institut.
Ketua BPMI melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor yang telah lulus
pelatihan.

Ketua BPMI atas persetujuan Rektor membentuk tim auditor untuk melakukan
audit pencapaian pelaksanaan standar visi, misi, dan tujuan di tingkat program studi
dan Institut.

Rektor menetapkan tim auditor pencapaian pelaksanaan standar visi, misi, dan
tujuan di tingkat program studi dan Institut.
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4)

Tim Penjaminan Mutu (Auditor) mempelajari dokumen laporan pelaksanaan
standar visi, misi, dan tujuan setiap program studi dari Institut.

Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar visi,
misi, dan tujuan di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi (audit) pencapaian standar visi, misi,
dan tujuan di tingkat program Studi dan Institut.

Tim menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian standar visi, misi,
dan tujuan di tingkat program studi dan Institut.

Tim audit menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian standar visi, misi,
dan tujuan di tingkat program studi dan Institut.

Ketua BPMI mengkaji laporan tim hasil evaluasi pencapaian standar visi, misi, dan
tujuan di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu dan Tim audit finalisasi laporan audit pencapaian standar
visi, misi, dan tujuan di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyusun draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi
pencapaian standar visi, misi, dan tujuan di tingkat program studi dan Institut.
Badan Penjaminan Mutu menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil
evaluasi pencapaian standar visi, misi, dan tujuan di tingkat program studi dan
Institut kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit
pencapaian standar visi, misi, dan tujuan tingkat program studi dan Institut.
Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar visi,
misi, dan tujuan di tingkat program studi dan Institut.

Pengendalian Standar Visi, Misi, dan Tujuan

a.

Rektor memerintahkan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
membentuk tim pengendalian standar visi, misi, dan tujuan sebagai tindak lanjut
evaluasi standar visi, misi, dan tujuan.

Ketua BPMI membentuk dan mengusulkan tim pengendalian standar visi, misi, dan
tujuan kepada Rektor.

Rektor menetapkan Surat Keputusan tim pengendalian standar visi, misi, dan
tujuan.

Rektor atas usul ketua BPMI menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab
tim pengendalian standar visi, misi, dan tujuan yang baru.

Tim melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir visi, misi, dan
tujuan di tingkat program studi dan Institut.

Tim mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan
belum dipenuhi.

Tim menyusun draft tindak lanjut butir standar yang sudah tercapai dan tinjauan
tingkat capaian untuk butir standar yang belum tercapai

Tim melakukan kajian untuk standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim menyusun rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk melakukan kajian
terkait butir standar yang belum tercapai.

Tim membuat laporan hasil pengendalian standar visi, misi, dan tujuan di tingkat
program studi dan Institut.
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Badan Penjaminan Mutu Internal mempelajari laporan tim pengendalian standar
visi, misi, dan tujuan.

Badan Penjaminan Mutu Internal menyusun laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar visi, misi, dan tujuan.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal menyerahkan laporan dan draft
rekomendasi pengendalian standar visi, misi, dan tujuan kepada rektor.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar visi, misi, dan tujuan.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar visi, misi,
dan tujuan.

5) Peningkatan Standar Visi, Misi, dan Tujuan

a.

—

Rektor memerintahkan Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji
peningkatan standar visi, misi, dan tujuan.

Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji peningkatan standar
visi, misi, dan tujuan.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan tim peningkatan standar visi,
misi, dan tujuan untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Rektor menerbitkan Surat Keputusan tim perumusan peningkatan standar visi, misi,
dan tujuan di IIBN.

Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut pengendalian standar visi,
misi, dan tujuan.

Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar visi,
misi, dan tujuan.

Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar visi, misi, dan tujuan
baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkat capaiannya.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan draft petunjuk teknis untuk
unit kerja dalam peningkatan standar visi, misi, dan tujuan dan rekomendasi
penetapan butir standar baru kepada Rektor.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam
peningkatan standar visi, misi, dan tujuan.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar.
Rektor atas masukan wakil rektor bidang akademik menetapkan petunjuk teknis
untuk unit kerja dalam peningkatan standar visi, misi, dan tujuan.

Wakil rektor bidang akademik dan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal
melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar visi, misi, dan tujuan ke seluruh
unit-unit di lingkungan IIBN.

Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pada tahun
berikutnya.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal

Standar Visi, Misi, dan Tujuan:
1) Rektor

2) Wakil Rektor

3) Kepala Bidang/Biro
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3.2.2

4) Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)

5) Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

6) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
7) Ketua Program Studi

8) Kepala UPT

9) Ketua Divisi Standar Mutu Internal

10) Ketua Tim Penyusunan standar visi, misi, dan tujuan

Catatan

1) Untuk melakukan proses penetapan standar visi, misi, dan tujuan, dibutuhkan data hasil
audit capaian standar.

2) Manual ini juga berlaku untuk mengevaluasi standar visi, misi, dan tujuan yang
diberlakukan di IIBN.

3) Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/template standar.

4) Untuk melakukan proses pelaksanaan standar visi, misi, dan tujuan, dibutuhkan data
hasil audit capaian pelaksanaan standar.

5) Untuk melakukan proses evaluasi standar visi, misi, dan tujuan, dibutuhkan data hasil
audit capaian pelaksanaan standar.

6) Untuk melakukan proses pengendalian standar visi, misi, dan tujuan, dibutuhkan data
hasil audit/evaluasi capaian standar.

7) Untuk melakukan proses peningkatan standar visi, misi, dan tujuan, dibutuhkan data
hasil audit capaian pengendalian standar visi, misi, dan tujuan.

Manual SPMI Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan,

Penjaminan Mutu, Kerja Sama

Tujuan

1) Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar tata pamong,
kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama IIBN.

2) Memberi arahan bagi pimpinan dan sivitas akademika [IBN dalam menerapkan sistem
penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan
terhadap standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu,
dan kerja sama untuk menjamin kepuasan pelanggan.

3) Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat
memenuhi atau melampaui persyaratan standar tata pamong, kepemimpinan, sistem
pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama.

Ruang lingkup

1) Manual penetapan standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan,
penjaminan mutu, dan kerja sama mencakup prosedur yang harus dipenuhi dalam
setiap menetapkan standar dan di setiap awal siklus penjaminan mutu yang akan
diberlakukan di IIBN.

2) Manual pelaksanaan standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan,
penjaminan mutu, dan kerja sama mencakup prosedur yang harus dipenuhi dalam
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3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

setiap pelaksanaan standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan,
penjaminan mutu, dan kerja sama yang akan diberlakukan di ITBN.

Manual evaluasi standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan
mutu, dan kerja sama mencakup prosedur yang harus dipenuhi dalam evaluasi capaian
setiap butir standar dalam standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan,
penjaminan mutu, dan kerja sama yang diberlakukan di [IBN

Manual pengendalian standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan,
penjaminan mutu, dan kerja sama mencakup prosedur yang harus dipenuhi dalam
setiap mengendalikan standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan,
penjaminan mutu, dan kerja sama yang akan diberlakukan di IIBN.

Manual peningkatan standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan,
penjaminan mutu, dan kerja sama mencakup prosedur yang harus dipenuhi dalam
setiap proses peningkatan standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan,
penjaminan mutu, dan kerja sama yang diberlakukan di IIBN.

. Definisi Istilah

Manual Mutu SPMI adalah dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan
manajemen mutu yang isinya berdasarkan persyaratan standar

Manual penetapan standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan,
penjaminan mutu, dan kerja sama adalah acuan dalam menetapkan standar tata
pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama.
Manual pelaksanaan standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan,
penjaminan mutu, dan kerja sama adalah acuan dalam melaksanakan standar tata
pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama.
Manual evaluasi standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan
mutu, dan kerja sama adalah acuan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar tata
pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama.
Manual pengendalian standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan,
penjaminan mutu, dan kerja sama adalah acuan dalam mengendalikan standar tata
pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama.
Manual peningkatan standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan,
penjaminan mutu, dan kerja sama adalah acuan dalam meningkatkan standar tata
pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama
Standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja
sama adalah merupakan kriteria minimal tentang kegiatan sistematis dalam manajemen
pengelolaan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional dalam menjalankan visi
misinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

. Prosedur atau langkah-langkah dalam siklus PPEPP standar tata pamong, kepemimpinan,
sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama

1)

Penetapan Standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu,

dan kerja sama

a. Rektor memutuskan pembentukan tim penyusun standar tata pamong,
kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama.

b. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) membentuk tim penyusun standar
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2)

tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja
sama.

c. Rektor menetapkan tim penyusun standar tata pamong, kepemimpinan, sistem
pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama.

d. Rektor atas usul ketua BPM menetapkan tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab
tim penyusun standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan
mutu, dan kerja sama.

e. Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam tata pamong, kepemimpinan, sistem
pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama oleh lembaga sertifikasi nasional
serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

f. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan draft standar tata pamong,
kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama yang
diusulkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam tata pamong, kepemimpinan, sistem
pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama oleh lembaga sertifikasi nasional
serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

g. Tim melakukan rapat koordinasi atau diskusi untuk merumuskan dengan Rektor
terkait dan para koordinator program studi dalam mengkaji draft standar tata
pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama
yang diusulkan.

h. Tim akan finalisasi standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan,
penjaminan mutu, dan kerja sama.

1. Tim menyerahkan standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan,
penjaminan mutu, dan kerja sama kepada Rektor melalui ketua BPM.

j.  Apabila ada revisi/perbaikan draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan
disampaikan kembali ke Rektor.

k. Rektor menetapkan standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan,
penjaminan mutu, dan kerja sama melalui peraturan rektor dan mensosialisasikan
standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan
kerja sama yang akan diberlakukan di IIBN.

Pelaksanaan Standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan

mutu, dan kerja sama

a. Program studi dan Institut menyusun dokumen terkait dalam melaksanakan setiap
butir dalam standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan
mutu, dan kerja sama.

b. Program studi dan Institut menetapkan sasaran mutu dalam rangka melaksanakan
setiap butir dalam standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan,
penjaminan mutu, dan kerja sama.

c. Ketua Program Studi menyampaikan kepada Rektor tentang sasaran mutu
pelaksanaan standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan
mutu, dan kerja sama.

d. Program studi mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar tata pamong,
kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama di IIBN.
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c.

Program studi membuat laporan capaian sasaran mutu dalam rangka pelaksanaan
setiap butir dalam standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan,
penjaminan mutu, dan kerja sama secara berkala di setiap akhir semester dan
disampaikan kepada Rektor.

Rektor mendisposisi laporan capaian pelaksanaan standar tata pamong,
kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama dari setiap
Program Studi untuk dikaji oleh Badan Penjaminan Mutu Internal sebagai bahan
untuk melaksanakan Audit Internal.

3) Evaluasi standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu,
dan kerja sama

a.

Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melaksanakan pelatihan/penyegaran
auditor untuk dipersiapkan menjadi auditor di setiap program studi dan Institut.
Ketua BPMI melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor yang telah lulus
pelatihan.

Ketua BPMI atas persetujuan Rektor membentuk tim auditor untuk melakukan
audit pencapaian pelaksanaan standar tata pamong, kepemimpinan, sistem
pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama di tingkat program studi dan
Institut.

Rektor menetapkan tim auditor pencapaian pelaksanaan standar tata pamong,
kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama di tingkat
program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu (Auditor) mempelajari dokumen laporan pelaksanaan
standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan
kerja sama setiap program studi dari Institut.

Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar tata
pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama di
tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi (audit) pencapaian standar tata pamong,
kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama di tingkat
program Studi dan Institut.

Tim menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian standar tata pamong,
kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama di tingkat
program studi dan Institut.

Tim audit menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian standar tata pamong,
kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama di tingkat
program studi dan Institut.

Ketua BPMI mengkaji laporan tim hasil evaluasi pencapaian standar tata pamong,
kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama di tingkat
program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu dan Tim audit finalisasi laporan audit pencapaian standar
tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama
di tingkat program studi dan Institut.
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4)

Badan Penjaminan Mutu menyusun draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi
pencapaian standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan
mutu, dan kerja sama di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil
evaluasi pencapaian standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan,
penjaminan mutu, dan kerja sama di tingkat program studi dan Institut kepada
Rektor untuk ditindaklanjuti.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit
pencapaian standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan
mutu, dan kerja sama tingkat program studi dan Institut.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar tata
pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama di
tingkat program studi dan Institut.

Pengendalian standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan
mutu, dan kerja sama

a.

Rektor memerintahkan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
membentuk tim pengendalian standar tata pamong, kepemimpinan, sistem
pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama sebagai tindak lanjut evaluasi
standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan
kerja sama.

Ketua BPMI membentuk dan mengusulkan tim pengendalian standar tata pamong,
kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama kepada
Rektor.

Rektor menetapkan Surat Keputusan tim pengendalian standar tata pamong,
kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama.

Rektor atas usul ketua BPMI menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab
tim pengendalian standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan,
penjaminan mutu, dan kerja sama yang baru.

Tim melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir tata pamong,
kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama di tingkat
program studi dan Institut.

Tim mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan
belum dipenuhi.

Tim menyusun draft tindak lanjut butir standar yang sudah tercapai dan tinjauan
tingkat capaian untuk butir standar yang belum tercapai

Tim melakukan kajian untuk standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim menyusun rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk melakukan kajian
terkait butir standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim membuat laporan hasil pengendalian standar tata pamong, kepemimpinan,
sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama di tingkat program studi dan
Institut.

Badan Penjaminan Mutu Internal mempelajari laporan tim pengendalian standar
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5)

tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, kerja sama.

Badan Penjaminan Mutu Internal menyusun laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan
mutu, dan kerja sama.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal menyerahkan laporan dan draft
rekomendasi pengendalian standar tata pamong, kepemimpinan, sistem
pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama kepada rektor.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan
mutu, dan kerja sama.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar tata
pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama.

Peningkatan standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan

mutu, dan kerja sama

a.

—

Rektor memerintahkan Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji
peningkatan standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan
mutu, dan kerja sama.

Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji peningkatan standar tata
pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama.
Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan tim peningkatan standar tata
pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama
untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Rektor menerbitkan Surat Keputusan tim perumusan peningkatan standar tata
pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama di
IIBN.

Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut pengendalian standar tata
pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama.
Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar tata
pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama.
Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar tata pamong,
kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama baru untuk
butir standar yang telah terlampaui tingkat capaiannya.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan draft petunjuk teknis untuk
unit kerja dalam peningkatan standar tata pamong, kepemimpinan, sistem
pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama dan rekomendasi penetapan butir
standar baru kepada Rektor.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam
peningkatan standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan
mutu, dan kerja sama.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar.
Rektor atas masukan wakil rektor bidang akademik menetapkan petunjuk teknis
untuk unit kerja dalam peningkatan standar tata pamong, kepemimpinan, sistem
pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama.
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l. Wakil rektor bidang akademik dan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal
melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar tata pamong, kepemimpinan,
sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama ke seluruh unit-unit di
lingkungan IIBN.

m. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pada tahun
berikutnya.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal
Standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja

Sama:

1))
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)
9)

Rektor

Wakil Rektor

Kepala Bidang/Biro

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)

Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Ketua Program Studi

Kepala UPT

Ketua Divisi Standar Mutu Internal

10) Ketua Tim Penyusunan standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan,

penjaminan mutu, dan kerja sama

F. Catatan

1)

2)
3)

4)

S)

6)

7)

Untuk melakukan proses penetapan standar tata pamong, kepemimpinan, sistem
pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama, dibutuhkan data hasil audit capaian
standar.

Manual ini juga berlaku untuk mengevaluasi standar tata pamong, kepemimpinan,
sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama yang diberlakukan di IIBN.
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/template standar.

Untuk melakukan proses pelaksanaan standar tata pamong, kepemimpinan, sistem
pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama, dibutuhkan data hasil audit capaian
pelaksanaan standar.

Untuk melakukan proses evaluasi standar tata pamong, kepemimpinan, sistem
pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama, dibutuhkan data hasil audit capaian
pelaksanaan standar.

Untuk melakukan proses pengendalian standar tata pamong, kepemimpinan, sistem
pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama, dibutuhkan data hasil audit/evaluasi
capaian standar.

Untuk melakukan proses peningkatan standar tata pamong, kepemimpinan, sistem
pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama, dibutuhkan data hasil audit capaian
pengendalian standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan
mutu, dan kerja sama.
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3.2.3 Manual SPMI Standar Kemahasiswaan dan Lulusan
A. Tujuan

1)

2)

3)

Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar
kemahasiswaan dan lulusan IIBN.

Memberi arahan bagi pimpinan dan sivitas akademika I[IBN dalam menerapkan sistem
penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan
terhadap standar kemahasiswaan dan lulusan untuk menjamin kepuasan pelanggan.
Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat
memenuhi atau melampaui persyaratan standar kemahasiswaan dan lulusan.

B. Ruang lingkup

1)

2)

3)

4)

5)

Manual penetapan standar kemahasiswaan dan lulusan mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap menetapkan standar dan di setiap awal siklus penjaminan mutu
yang akan diberlakukan di IIBN.

Manual pelaksanaan standar kemahasiswaan dan lulusan mencakup prosedur yang
harus dipenuhi dalam setiap pelaksanaan standar kemahasiswaan dan lulusan yang
akan diberlakukan di IIBN.

Manual evaluasi standar kemahasiswaan dan lulusan mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam evaluasi capaian setiap butir standar dalam standar kemahasiswaan dan
lulusan yang diberlakukan di [IBN

Manual pengendalian standar kemahasiswaan dan lulusan mencakup prosedur yang
harus dipenuhi dalam setiap mengendalikan standar kemahasiswaan dan lulusan yang
akan diberlakukan di IIBN.

Manual peningkatan standar kemahasiswaan dan lulusan mencakup prosedur yang
harus dipenuhi dalam setiap proses peningkatan standar kemahasiswaan dan lulusan
yang diberlakukan di IIBN.

C. Definisi Istilah

1))
2)
3)
4)
S)
6)

7)

Manual Mutu SPMI adalah dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan
manajemen mutu yang isinya berdasarkan persyaratan standar
Manual penetapan standar kemahasiswaan dan lulusan adalah acuan dalam
menetapkan standar kemahasiswaan dan lulusan.
Manual pelaksanaan standar kemahasiswaan dan lulusan adalah acuan dalam
melaksanakan standar kemahasiswaan dan lulusan
Manual evaluasi standar kemahasiswaan dan lulusan adalah acuan dalam melakukan
evaluasi pelaksanaan standar kemahasiswaan dan lulusan
Manual pengendalian standar kemahasiswaan dan lulusan adalah acuan dalam
mengendalikan standar kemahasiswaan dan lulusan
Manual peningkatan standar kemahasiswaan dan lulusan adalah acuan dalam
meningkatkan standar kemahasiswaan dan lulusan
Standar kemahasiswaan dan lulusan adalah kriteria minimal proses seleksi penerimaan
mahasiswa, proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar dalam suatu
lingkungan belajar, lulusan dari setiap program yang ada di IIBN, dan pelayanan
terhadap kegiatan dan beasiswa.
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D. Prosedur atau Langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar Kemahasiswaan dan Lulusan
1) Penetapan Standar Kemahasiswaan dan Lulusan

2)

a.

Rektor memutuskan pembentukan tim penyusun standar kemahasiswaan dan
lulusan.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) membentuk tim penyusun standar
kemahasiswaan dan lulusan.

Rektor menetapkan tim penyusun standar kemahasiswaan dan lulusan.

Rektor atas usul ketua BPM menetapkan tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab
tim penyusun standar kemahasiswaan dan lulusan.

Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam kemahasiswaan dan lulusan oleh
lembaga sertifikasi nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

Tim merancang, menyusun, dan merumuskan draft standar kemahasiswaan dan
lulusan yang diusulkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
secara nasional dan standar yang diberlakukan dalam kemahasiswaan dan lulusan
oleh lembaga sertifikasi nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di [IBN.
Tim melakukan rapat koordinasi atau diskusi untuk merumuskan dengan Rektor
terkait dan para koordinator program studi dalam mengkaji draft standar
kemahasiswaan dan lulusan yang diusulkan.

Tim akan finalisasi standar kemahasiswaan dan lulusan.

Tim menyerahkan standar kemahasiswaan dan lulusan kepada Rektor melalui ketua
BPM.

Apabila ada revisi/perbaikan draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan
disampaikan kembali ke Rektor.

Rektor menetapkan standar kemahasiswaan dan lulusan melalui peraturan rektor
dan mensosialisasikan standar kemahasiswaan dan lulusan yang akan diberlakukan
di IIBN.

Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan dan Lulusan

a.

Program studi dan Institut menyusun dokumen terkait dalam melaksanakan setiap
butir dalam standar kemahasiswaan dan lulusan.

Program studi dan Institut menetapkan sasaran mutu dalam rangka melaksanakan
setiap butir dalam standar kemahasiswaan dan lulusan.

Ketua Program Studi menyampaikan kepada Rektor tentang sasaran mutu
pelaksanaan standar kemahasiswaan dan lulusan.

Program studi mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar kemahasiswaan dan
lulusan yang berlaku di IIBN.

Program studi membuat laporan capaian sasaran mutu dalam rangka pelaksanaan
setiap butir dalam standar kemahasiswaan dan lulusan secara berkala di setiap akhir
semester dan disampaikan kepada Rektor.

Rektor mendisposisi laporan capaian pelaksanaan standar kemahasiswaan dan
lulusan dari setiap Program Studi untuk dikaji oleh Badan Penjaminan Mutu
Internal sebagai bahan untuk melaksanakan Audit Internal.
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3) Evaluasi Standar Kemahasiswaan dan Lulusan

a.

Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melaksanakan pelatihan/penyegaran
auditor untuk dipersiapkan menjadi auditor di setiap program studi dan Institut.
Ketua BPMI melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor yang telah lulus
pelatihan.

Ketua BPMI atas persetujuan Rektor membentuk tim auditor untuk melakukan
audit pencapaian pelaksanaan standar kemahasiswaan dan lulusan di tingkat
program studi dan Institut.

Rektor menetapkan tim auditor pencapaian pelaksanaan standar kemahasiswaan
dan lulusan di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu (Auditor) mempelajari dokumen laporan pelaksanaan
standar kemahasiswaan dan lulusan setiap program studi dari Institut.

Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar
kemahasiswaan dan lulusan di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi (audit) pencapaian standar
kemahasiswaan dan lulusan di tingkat program Studi dan Institut.

Tim menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian standar
kemahasiswaan dan lulusan di tingkat program studi dan Institut.

Tim audit menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian standar
kemahasiswaan dan lulusan di tingkat program studi dan Institut.

Ketua BPMI mengkaji laporan tim hasil evaluasi pencapaian standar
kemahasiswaan dan lulusan di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu dan Tim audit finalisasi laporan audit pencapaian standar
kemahasiswaan dan lulusan di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyusun draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi
pencapaian standar kemahasiswaan dan lulusan di tingkat program studi dan
Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil
evaluasi pencapaian standar kemahasiswaan dan lulusan di tingkat program studi
dan Institut kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit
pencapaian standar kemahasiswaan dan lulusan tingkat program studi dan Institut.
Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar
kemahasiswaan dan lulusan di tingkat program studi dan Institut.

4) Pengendalian Standar Kemahasiswaan dan Lulusan

a.

Rektor memerintahkan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
membentuk tim pengendalian standar kemahasiswaan dan lulusan sebagai tindak
lanjut evaluasi standar kemahasiswaan dan lulusan.

Ketua BPMI membentuk dan mengusulkan tim pengendalian standar
kemahasiswaan dan lulusan kepada Rektor.

Rektor menetapkan Surat Keputusan tim pengendalian standar kemahasiswaan dan
lulusan.

Rektor atas usul ketua BPMI menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab
tim pengendalian standar kemahasiswaan dan lulusan yang baru.
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5)

Tim melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir kemahasiswaan dan
lulusan di tingkat program studi dan Institut.

Tim mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan
belum dipenuhi.

Tim menyusun draft tindak lanjut butir standar yang sudah tercapai dan tinjauan
tingkat capaian untuk butir standar yang belum tercapai

Tim melakukan kajian untuk standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim menyusun rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk melakukan kajian
terkait butir standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim membuat laporan hasil pengendalian standar kemahasiswaan dan lulusan di
tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu Internal mempelajari laporan tim pengendalian standar
kemahasiswaan dan lulusan.

Badan Penjaminan Mutu Internal menyusun laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar kemahasiswaan dan lulusan.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal menyerahkan laporan dan draft
rekomendasi pengendalian standar kemahasiswaan dan lulusan kepada rektor.
Rektor dalam rapat pimpinan membahas laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar kemahasiswaan dan lulusan.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar
kemahasiswaan dan lulusan.

Peningkatan Standar Kemahasiswaan dan Lulusan

a.

—.

Rektor memerintahkan Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji
peningkatan standar kemahasiswaan dan lulusan.

Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji peningkatan standar
kemahasiswaan dan lulusan.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan tim peningkatan standar
kemahasiswaan dan lulusan untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
Rektor menerbitkan Surat Keputusan tim perumusan peningkatan standar
kemahasiswaan dan lulusan di IIBN.

Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut pengendalian standar
kemahasiswaan dan lulusan.

Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar
kemahasiswaan dan lulusan.

Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar kemahasiswaan dan
lulusan baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkat capaiannya.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan draft petunjuk teknis untuk
unit kerja dalam peningkatan standar kemahasiswaan dan lulusan serta
rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Rektor.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam
peningkatan standar kemahasiswaan dan lulusan.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar.
Rektor atas masukan wakil rektor bidang akademik menetapkan petunjuk teknis
untuk unit kerja dalam peningkatan standar kemahasiswaan dan lulusan.
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1. Wakil rektor bidang akademik dan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal
melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar kemahasiswaan dan lulusan ke
seluruh unit-unit di lingkungan IIBN.

m. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pada tahun
berikutnya.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal
Standar Kemahasiswaan dan Lulusan:

3.2.4

1))
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Rektor

Wakil Rektor

Kepala Bidang/Biro

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)

Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Ketua Program Studi

Kepala UPT

Ketua Divisi Standar Mutu Internal

10) Ketua Tim Penyusunan standar kemahasiswaan dan lulusan

Catatan

1) Untuk melakukan proses penetapan standar kemahasiswaan dan lulusan, dibutuhkan
data hasil audit capaian standar.

2) Manual ini juga berlaku untuk mengevaluasi standar kemahasiswaan dan lulusan yang
diberlakukan di IIBN.

3) Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/template standar.

4) Untuk melakukan proses pelaksanaan standar kemahasiswaan dan lulusan, dibutuhkan
data hasil audit capaian pelaksanaan standar.

5) Untuk melakukan proses evaluasi standar kemahasiswaan dan lulusan, dibutuhkan data
hasil audit capaian pelaksanaan standar.

6) Untuk melakukan proses pengendalian standar kemahasiswaan dan lulusan,
dibutuhkan data hasil audit/evaluasi capaian standar.

7) Untuk melakukan proses peningkatan standar kemahasiswaan dan lulusan, dibutuhkan

data hasil audit capaian pengendalian standar kemahasiswaan dan lulusan.

Manual SPMI Standar Sumber Daya Manusia
Tujuan

)

2)

3)

Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar sumber daya
manusia [IBN.

Memberi arahan bagi pimpinan dan sivitas akademika [IBN dalam menerapkan sistem
penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan
terhadap standar sumber daya manusia untuk menjamin kepuasan pelanggan.
Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat
memenuhi atau melampaui persyaratan standar sumber daya manusia.
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B. Ruang lingkup

1)

2)

3)

4)

5)

Manual penetapan standar sumber daya manusia mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap menetapkan standar dan di setiap awal siklus penjaminan mutu
yang akan diberlakukan di IIBN.

Manual pelaksanaan standar sumber daya manusia mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap pelaksanaan standar sumber daya manusia yang akan
diberlakukan di IIBN.

Manual evaluasi standar sumber daya manusia mencakup prosedur yang harus dipenuhi
dalam evaluasi capaian setiap butir standar dalam standar sumber daya manusia yang
diberlakukan di [IBN

Manual pengendalian standar sumber daya manusia mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap mengendalikan standar sumber daya manusia yang akan
diberlakukan di IIBN.

Manual peningkatan standar sumber daya manusia mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap proses peningkatan standar sumber daya manusia yang
diberlakukan di IIBN.

C. Definisi Istilah

D
2)
3)
4)
5)
6)

7)

1)

Manual Mutu SPMI adalah dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan
manajemen mutu yang isinya berdasarkan persyaratan standar

Manual penetapan standar sumber daya manusia adalah acuan dalam menetapkan
standar sumber daya manusia.

Manual pelaksanaan standar sumber daya manusia adalah acuan dalam melaksanakan
standar sumber daya manusia

Manual evaluasi standar sumber daya manusia adalah acuan dalam melakukan evaluasi
pelaksanaan standar sumber daya manusia

Manual pengendalian standar sumber daya manusia adalah acuan dalam
mengendalikan standar sumber daya manusia

Manual peningkatan standar sumber daya manusia adalah acuan dalam meningkatkan
setiap butir standar dalam standar sumber daya manusia

Standar sumber daya manusia adalah kriteria minimal yang dijadikan acuan oleh IIBN
dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Prosedur atau Langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar Sumber Daya Manusia

Penetapan Standar Sumber Daya Manusia

a. Rektor memutuskan pembentukan tim penyusun standar sumber daya manusia.

b. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) membentuk tim penyusun standar
sumber daya manusia.

c. Rektor menetapkan tim penyusun standar sumber daya manusia.

d. Rektor atas usul ketua BPM menetapkan tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab
tim penyusun standar sumber daya manusia.

e. Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam sumber daya manusia oleh lembaga
sertifikasi nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.
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2)

3)

Tim merancang, menyusun, dan merumuskan draft standar sumber daya manusia
yang diusulkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam sumber daya manusia oleh lembaga
sertifikasi nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

Tim melakukan rapat koordinasi atau diskusi untuk merumuskan dengan Rektor
terkait dan para koordinator program studi dalam mengka;ji draft standar sumber
daya manusia yang diusulkan.

Tim akan finalisasi standar sumber daya manusia.

Tim menyerahkan standar sumber daya manusia kepada Rektor melalui ketua
BPM.

Apabila ada revisi/perbaikan draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan
disampaikan kembali ke Rektor.

Rektor menetapkan standar sumber daya manusia melalui peraturan rektor dan
mensosialisasikan standar sumber daya manusia yang akan diberlakukan di IIBN.

Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia

a.

Program studi dan Institut menyusun dokumen terkait dalam melaksanakan setiap
butir dalam standar sumber daya manusia.

Program studi dan Institut menetapkan sasaran mutu dalam rangka melaksanakan
setiap butir dalam standar sumber daya manusia.

Ketua Program Studi menyampaikan kepada Rektor tentang sasaran mutu
pelaksanaan standar sumber daya manusia.

Program studi mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar sumber daya
manusia yang berlaku di [IBN.

Program studi membuat laporan capaian sasaran mutu dalam rangka pelaksanaan
setiap butir dalam standar sumber daya manusia secara berkala di setiap akhir
semester dan disampaikan kepada Rektor.

Rektor mendisposisi laporan capaian pelaksanaan standar sumber daya manusia
dari setiap Program Studi untuk dikaji oleh Badan Penjaminan Mutu Internal
sebagai bahan untuk melaksanakan Audit Internal.

Evaluasi Standar Sumber Daya Manusia

a.

Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melaksanakan pelatihan/penyegaran
auditor untuk dipersiapkan menjadi auditor di setiap program studi dan Institut.
Ketua BPMI melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor yang telah lulus
pelatihan.

Ketua BPMI atas persetujuan Rektor membentuk tim auditor untuk melakukan
audit pencapaian pelaksanaan standar sumber daya manusia di tingkat program
studi dan Institut.

Rektor menetapkan tim auditor pencapaian pelaksanaan standar sumber daya
manusia di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu (Auditor) mempelajari dokumen laporan pelaksanaan
standar sumber daya manusia setiap program studi dari Institut.

Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar sumber
daya manusia di tingkat program studi dan Institut.
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4)

Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi (audit) pencapaian standar sumber daya
manusia di tingkat program Studi dan Institut.

Tim menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian standar sumber daya
manusia di tingkat program studi dan Institut.

Tim audit menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian standar sumber daya
manusia di tingkat program studi dan Institut.

Ketua BPMI mengkaji laporan tim hasil evaluasi pencapaian standar sumber daya
manusia di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu dan Tim audit finalisasi laporan audit pencapaian standar
sumber daya manusia di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyusun draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi
pencapaian standar sumber daya manusia di tingkat program studi dan Institut.
Badan Penjaminan Mutu menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil
evaluasi pencapaian standar sumber daya manusia di tingkat program studi dan
Institut kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit
pencapaian standar sumber daya manusia tingkat program studi dan Institut.
Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar
sumber daya manusia di tingkat program studi dan Institut.

Pengendalian Standar Sumber Daya Manusia

a.

Rektor memerintahkan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
membentuk tim pengendalian standar sumber daya manusia sebagai tindak lanjut
evaluasi standar sumber daya manusia.

Ketua BPMI membentuk dan mengusulkan tim pengendalian sumber daya manusia
kepada Rektor.

Rektor menetapkan Surat Keputusan tim pengendalian standar sumber daya
manusia.

Rektor atas usul ketua BPMI menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab
tim pengendalian standar sumber daya manusia yang baru.

Tim melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir sumber daya
manusia di tingkat program studi dan Institut.

Tim mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan
belum dipenuhi.

Tim menyusun draft tindak lanjut butir standar yang sudah tercapai dan tinjauan
tingkat capaian untuk butir standar yang belum tercapai

Tim melakukan kajian untuk standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim menyusun rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk melakukan kajian
terkait butir standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim membuat laporan hasil pengendalian standar sumber daya manusia di tingkat
program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu Internal mempelajari laporan tim pengendalian standar
sumber daya manusia.

Badan Penjaminan Mutu Internal menyusun laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar sumber daya manusia.
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S)

. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal menyerahkan laporan dan draft

rekomendasi pengendalian standar sumber daya manusia kepada rektor.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar sumber daya manusia.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar sumber
daya manusia.

Peningkatan Standar Sumber Daya Manusia

a.

—.

Rektor memerintahkan Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji
peningkatan standar sumber daya manusia.

Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji peningkatan standar
sumber daya manusia.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan tim peningkatan standar
sumber daya manusia untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Rektor menerbitkan Surat Keputusan tim perumusan peningkatan standar sumber
daya manusia di [IBN.

Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut pengendalian standar
sumber daya manusia.

Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar
sumber daya manusia.

Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar sumber daya manusia
baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkat capaiannya.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan draft petunjuk teknis untuk
unit kerja dalam peningkatan standar sumber daya manusia serta rekomendasi
penetapan butir standar baru kepada Rektor.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam
peningkatan standar sumber daya manusia.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar.
Rektor atas masukan wakil rektor bidang akademik menetapkan petunjuk teknis
untuk unit kerja dalam peningkatan standar sumber daya manusia.

Wakil rektor bidang akademik dan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal
melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar sumber daya manusia ke seluruh
unit-unit di lingkungan IIBN.

Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pada tahun
berikutnya.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal
Standar Sumber Daya Manusia:

Rektor

Wakil Rektor

Kepala Bidang/Biro

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)

Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ketua Program Studi
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3.25

8)
9)

Kepala UPT
Ketua Divisi Standar Mutu Internal

10) Ketua Tim Penyusunan standar sumber daya manusia

Catatan

1) Untuk melakukan proses penetapan standar sumber daya manusia, dibutuhkan data
hasil audit capaian standar.

2) Manual ini juga berlaku untuk mengevaluasi standar sumber daya manusia yang
diberlakukan di IIBN.

3) Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/template standar.

4) Untuk melakukan proses pelaksanaan standar sumber daya manusia, dibutuhkan data
hasil audit capaian pelaksanaan standar.

5) Untuk melakukan proses evaluasi standar sumber daya manusia, dibutuhkan data hasil
audit capaian pelaksanaan standar.

6) Untuk melakukan proses pengendalian standar sumber daya manusia, dibutuhkan data
hasil audit/evaluasi capaian standar.

7) Untuk melakukan proses peningkatan standar sumber daya manusia, dibutuhkan data

hasil audit capaian pengendalian standar sumber daya manusia.

Manual SPMI Standar Sarana dan Prasarana
Tujuan

1))

2)

3)

Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar sarana dan
prasarana IIBN.

Memberi arahan bagi pimpinan dan sivitas akademika IIBN dalam menerapkan sistem
penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan
terhadap standar sarana dan prasarana untuk menjamin kepuasan pelanggan.
Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat
memenuhi atau melampaui persyaratan standar sarana dan prasarana.

Ruang lingkup

1)

2)

3)

4)

Manual penetapan standar sarana dan prasarana mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap menetapkan standar dan di setiap awal siklus penjaminan mutu
yang akan diberlakukan di IIBN.

Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap pelaksanaan standar sarana dan prasarana yang akan
diberlakukan di [IBN.

Manual evaluasi standar sarana dan prasarana mencakup prosedur yang harus dipenuhi
dalam evaluasi capaian setiap butir standar dalam standar sarana dan prasarana yang
diberlakukan di [IBN

Manual pengendalian standar sarana dan prasarana mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap mengendalikan standar sarana dan prasarana yang akan
diberlakukan di IIBN.
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5)

D
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Manual peningkatan standar sarana dan prasarana mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap proses peningkatan standar sarana dan prasarana yang
diberlakukan di IIBN.

. Definisi Istilah

Manual mutu SPMI adalah dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan
manajemen mutu yang isinya berdasarkan persyaratan standar

Manual penetapan standar sarana dan prasarana adalah acuan dalam menetapkan
standar sarana dan prasarana.

Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana adalah acuan dalam melaksanakan
standar sarana dan prasarana

Manual evaluasi standar sarana dan prasarana adalah acuan dalam melakukan evaluasi
pelaksanaan standar sarana dan prasarana

Manual pengendalian standar sarana dan prasarana adalah acuan dalam mengendalikan
standar sarana dan prasarana

Manual peningkatan standar sarana dan prasarana adalah acuan dalam meningkatkan
standar sarana dan prasarana

Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang
harus disediakan oleh IIBN dalam memenuhi kebutuhan untuk seluruh proses tridarma
[IBN.

. Prosedur atau Langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar Sarana dan Prasarana

1))

Penetapan Standar Sarana dan Prasarana

a. Rektor memutuskan pembentukan tim penyusun standar sarana dan prasarana.

b. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) membentuk tim penyusun standar
sarana dan prasarana.

c. Rektor menetapkan tim penyusun standar sarana dan prasarana.

d. Rektor atas usul ketua BPM menetapkan tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab
tim penyusun standar sarana dan prasarana.

e. Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam sarana dan prasarana oleh lembaga
sertifikasi nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

f. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan draft standar sarana dan prasarana
yang diusulkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam sarana dan prasarana oleh lembaga
sertifikasi nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

g. Tim melakukan rapat koordinasi atau diskusi untuk merumuskan dengan Rektor
terkait dan para koordinator program studi dalam mengkaji draft standar sarana dan
prasarana yang diusulkan.

h. Tim akan finalisasi standar sarana dan prasarana.

i.  Tim menyerahkan standar sarana dan prasarana kepada Rektor melalui ketua BPM.

j. Apabila ada revisi/perbaikan draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan

disampaikan kembali ke Rektor.
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k.

Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana melalui peraturan rektor dan
mensosialisasikan standar sarana dan prasarana yang akan diberlakukan di IIBN.

2) Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana

3)

a.

Program studi dan Institut menyusun dokumen terkait dalam melaksanakan setiap
butir dalam standar sarana dan prasarana.

Program studi dan Institut menetapkan sasaran mutu dalam rangka melaksanakan
setiap butir dalam standar sarana dan prasarana.

Ketua Program Studi menyampaikan kepada Rektor tentang sasaran mutu
pelaksanaan standar sarana dan prasarana.

Program studi mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar sarana dan prasarana
yang berlaku di IIBN.

Program studi membuat laporan capaian sasaran mutu dalam rangka pelaksanaan
setiap butir dalam standar sarana dan prasarana secara berkala di setiap akhir
semester dan disampaikan kepada Rektor.

Rektor mendisposisi laporan capaian pelaksanaan standar sarana dan prasarana dari
setiap Program Studi untuk dikaji oleh Badan Penjaminan Mutu Internal sebagai
bahan untuk melaksanakan Audit Internal.

Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana

a.

Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melaksanakan pelatihan/penyegaran
auditor untuk dipersiapkan menjadi auditor di setiap program studi dan Institut.
Ketua BPMI melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor yang telah lulus
pelatihan.

Ketua BPMI atas persetujuan Rektor membentuk tim auditor untuk melakukan
audit pencapaian pelaksanaan standar sarana dan prasarana di tingkat program studi
dan Institut.

Rektor menetapkan tim auditor pencapaian pelaksanaan standar sarana dan
prasarana di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu (Auditor) mempelajari dokumen laporan pelaksanaan
standar sarana dan prasarana setiap program studi dari Institut.

Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar sarana
dan prasarana di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi (audit) pencapaian standar sarana dan
prasarana di tingkat program Studi dan Institut.

Tim menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian standar sarana dan
prasarana di tingkat program studi dan Institut.

Tim audit menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian standar sarana dan
prasarana di tingkat program studi dan Institut.

Ketua BPMI mengkaji laporan tim hasil evaluasi pencapaian standar sarana dan
prasarana di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu dan Tim audit finalisasi laporan audit pencapaian standar
sarana dan prasarana di tingkat program studi dan Institut.
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4)

Badan Penjaminan Mutu menyusun draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi
pencapaian standar sarana dan prasarana di tingkat program studi dan Institut.
Badan Penjaminan Mutu menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil
evaluasi pencapaian standar sarana dan prasarana di tingkat program studi dan
Institut kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit
pencapaian standar sarana dan prasarana tingkat program studi dan Institut.
Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar sarana
dan prasarana di tingkat program studi dan Institut.

Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana

a.

Rektor memerintahkan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
membentuk tim pengendalian standar sarana dan prasarana sebagai tindak lanjut
evaluasi standar sarana dan prasarana.

Ketua BPMI membentuk dan mengusulkan tim pengendalian sarana dan prasarana
kepada Rektor.

Rektor menetapkan Surat Keputusan tim pengendalian standar sarana dan
prasarana.

Rektor atas usul ketua BPMI menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab
tim pengendalian standar sarana dan prasarana yang baru.

Tim melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir sarana dan
prasarana di tingkat program studi dan Institut.

Tim mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan
belum dipenuhi.

Tim menyusun draft tindak lanjut butir standar yang sudah tercapai dan tinjauan
tingkat capaian untuk butir standar yang belum tercapai

Tim melakukan kajian untuk standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim menyusun rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk melakukan kajian
terkait butir standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim membuat laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana di tingkat
program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu Internal mempelajari laporan tim pengendalian standar
sarana dan prasarana.

Badan Penjaminan Mutu Internal menyusun laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar sarana dan prasarana.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal menyerahkan laporan dan draft
rekomendasi pengendalian standar sarana dan prasarana kepada rektor.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar sarana dan prasarana.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar sarana
dan prasarana.
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5) Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana

a.

—.

Rektor memerintahkan Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji
peningkatan standar sarana dan prasarana.

Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji peningkatan standar
sarana dan prasarana.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan tim peningkatan standar
sarana dan prasarana untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Rektor menerbitkan Surat Keputusan tim perumusan peningkatan standar sarana
dan prasarana di IIBN.

Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut pengendalian standar
sarana dan prasarana.

Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar
sarana dan prasarana.

Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar sarana dan prasarana
baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkat capaiannya.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan draft petunjuk teknis untuk
unit kerja dalam peningkatan standar sarana dan prasarana serta rekomendasi
penetapan butir standar baru kepada Rektor.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam
peningkatan standar sarana dan prasarana.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar.
Rektor atas masukan wakil rektor bidang akademik menetapkan petunjuk teknis
untuk unit kerja dalam peningkatan standar sarana dan prasarana.

Wakil rektor bidang akademik dan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal
melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar sarana dan prasarana ke seluruh
unit-unit di lingkungan IIBN.

Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pada tahun
berikutnya.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal

Standar Sarana dan Prasarana:

Rektor

Wakil Rektor

Kepala Bidang/Biro

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Ketua Program Studi

Kepala UPT

Ketua Divisi Standar Mutu Internal

10) Ketua Tim Penyusunan standar sarana dan prasarana

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9
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F. Catatan

3.2.6

)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Untuk melakukan proses penetapan standar sarana dan prasarana, dibutuhkan data hasil
audit capaian standar.

Manual ini juga berlaku untuk mengevaluasi standar sarana dan prasarana yang
diberlakukan di IIBN.

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/template standar.

Untuk melakukan proses pelaksanaan standar sarana dan prasarana, dibutuhkan data
hasil audit capaian pelaksanaan standar.

Untuk melakukan proses evaluasi standar sarana dan prasarana, dibutuhkan data hasil
audit capaian pelaksanaan standar.

Untuk melakukan proses pengendalian standar sarana dan prasarana, dibutuhkan data
hasil audit/evaluasi capaian standar.

Untuk melakukan proses peningkatan standar sarana dan prasarana, dibutuhkan data
hasil audit capaian pengendalian standar sarana dan prasarana.

Manual SPMI Standar Keuangan
Tujuan

1)

2)

3)

Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar keuangan
[IBN.

Memberi arahan bagi pimpinan dan sivitas akademika IIBN dalam menerapkan sistem
penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan
terhadap standar keuangan untuk menjamin kepuasan pelanggan.

Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat
memenuhi atau melampaui persyaratan standar keuangan.

Ruang lingkup

1)

2)

3)

4)

S)

Manual penetapan standar keuangan mencakup prosedur yang harus dipenuhi dalam
setiap menetapkan standar dan di setiap awal siklus penjaminan mutu yang akan
diberlakukan di IIBN.

Manual pelaksanaan standar keuangan mencakup prosedur yang harus dipenuhi dalam
setiap pelaksanaan standar keuangan yang akan diberlakukan di IIBN.

Manual evaluasi standar keuangan mencakup prosedur yang harus dipenuhi dalam
evaluasi capaian setiap butir standar dalam standar keuangan yang diberlakukan di
[IBN

Manual pengendalian standar keuangan mencakup prosedur yang harus dipenuhi dalam
setiap mengendalikan standar keuangan yang akan diberlakukan di IIBN.

Manual peningkatan standar keuangan mencakup prosedur yang harus dipenuhi dalam
setiap proses peningkatan standar keuangan yang diberlakukan di IIBN.
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C. Definisi Istilah

1)

2)
3)

4)

5)

6)

Manual Mutu SPMI adalah dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan
manajemen mutu yang isinya berdasarkan persyaratan standar

Manual penetapan standar keuangan adalah acuan dalam menetapkan standar keuangan
Manual pelaksanaan standar keuangan adalah acuan dalam melaksanakan standar
keuangan

Manual evaluasi standar keuangan adalah acuan dalam melakukan evaluasi
pelaksanaan standar keuangan

Manual pengendalian standar keuangan adalah acuan dalam mengendalikan standar
keuangan.

Manual peningkatan standar keuangan adalah acuan dalam meningkatkan standar
keuangan. Standar keuangan adalah kriteria yang dijadikan acuan dalam pengelolaan
keuangan yang bersumber dari dana lainnya yang menjadi masukan IIBN.

D. Prosedur atau Langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar Keuangan

1)

2)

Penetapan Standar Keuangan

a. Rektor memutuskan pembentukan tim penyusun standar keuangan.

b. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) membentuk tim penyusun standar
keuangan.

c. Rektor menetapkan tim penyusun standar keuangan.

d. Rektor atas usul ketua BPM menetapkan tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab
tim penyusun standar keuangan.

e. Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam keuangan oleh lembaga sertifikasi
nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

f. Tim merancang, menyusun, dan merumuskan draft standar keuangan yang
diusulkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam keuangan oleh lembaga sertifikasi
nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

g. Tim melakukan rapat koordinasi atau diskusi untuk merumuskan dengan Rektor
terkait dan para koordinator program studi dalam mengkaji draft standar keuangan
yang diusulkan.

h. Tim akan finalisasi standar keuangan.

1. Tim menyerahkan standar keuangan kepada Rektor melalui ketua BPM.

J. Apabila ada revisi/perbaikan draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan

disampaikan kembali ke Rektor.
k. Rektor menetapkan standar keuangan melalui peraturan rektor dan
mensosialisasikan standar keuangan yang akan diberlakukan di IIBN.

Pelaksanaan Standar Keuangan

a. Program studi dan Institut menyusun dokumen terkait dalam melaksanakan setiap
butir dalam standar keuangan.

b. Program studi dan Institut menetapkan sasaran mutu dalam rangka melaksanakan
setiap butir dalam standar keuangan.
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3)

Ketua Program Studi menyampaikan kepada Rektor tentang sasaran mutu
pelaksanaan standar keuangan.

Program studi mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar keuangan yang
berlaku di I[IBN.

Program studi membuat laporan capaian sasaran mutu dalam rangka pelaksanaan
setiap butir dalam standar keuangan secara berkala di setiap akhir semester dan
disampaikan kepada Rektor.

Rektor mendisposisi laporan capaian pelaksanaan standar keuangan dari setiap
Program Studi untuk dikaji oleh Badan Penjaminan Mutu Internal sebagai bahan
untuk melaksanakan Audit Internal.

Evaluasi Standar Keuangan

a.

Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melaksanakan pelatihan/penyegaran
auditor untuk dipersiapkan menjadi auditor di setiap program studi dan Institut.
Ketua BPMI melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor yang telah lulus
pelatihan.

Ketua BPMI atas persetujuan Rektor membentuk tim auditor untuk melakukan
audit pencapaian pelaksanaan standar keuangan di tingkat program studi dan
Institut.

Rektor menetapkan tim auditor pencapaian pelaksanaan standar keuangan di
tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu (Auditor) mempelajari dokumen laporan pelaksanaan
standar keuangan setiap program studi dari Institut.

Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar
keuangan di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi (audit) pencapaian standar keuangan di
tingkat program Studi dan Institut.

Tim menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian standar keuangan di
tingkat program studi dan Institut.

Tim audit menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian standar keuangan di
tingkat program studi dan Institut.

Ketua BPMI mengkaji laporan tim hasil evaluasi pencapaian standar keuangan di
tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu dan Tim audit finalisasi laporan audit pencapaian standar
keuangan di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyusun draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi
pencapaian standar keuangan di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil
evaluasi pencapaian standar keuangan di tingkat program studi dan Institut kepada
Rektor untuk ditindaklanjuti.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit
pencapaian standar keuangan tingkat program studi dan Institut.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar
keuangan di tingkat program studi dan Institut.
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4) Pengendalian Standar Keuangan

S)

a.

e

Rektor memerintahkan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
membentuk tim pengendalian standar keuangan sebagai tindak lanjut evaluasi
standar keuangan.

Ketua BPMI membentuk/mengusulkan tim pengendalian keuangan kepada Rektor.
Rektor menetapkan Surat Keputusan tim pengendalian standar keuangan.

Rektor atas usul ketua BPMI menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab
tim pengendalian standar keuangan yang baru.

Tim melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir keuangan di tingkat
program studi dan Institut.

Tim mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan
belum dipenuhi.

Tim menyusun draft tindak lanjut butir standar yang sudah tercapai dan tinjauan
tingkat capaian untuk butir standar yang belum tercapai

Tim melakukan kajian untuk standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim menyusun rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk melakukan kajian
terkait butir standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim membuat laporan hasil pengendalian standar keuangan di tingkat program
studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu Internal mempelajari laporan tim pengendalian standar
keuangan.

Badan Penjaminan Mutu Internal menyusun laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar keuangan.

. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal menyerahkan laporan dan draft

rekomendasi pengendalian standar keuangan kepada rektor.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar keuangan.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar
keuangan.

Peningkatan Standar Keuangan

a.

Rektor memerintahkan Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji
peningkatan standar keuangan.

Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji peningkatan standar
keuangan.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan tim peningkatan standar
keuangan untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Rektor menerbitkan Surat Keputusan tim perumusan peningkatan standar keuangan
di IIBN.

Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut pengendalian standar
keuangan.

Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar
keuangan.

Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar keuangan baru untuk
butir standar yang telah terlampaui tingkat capaiannya.
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h. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan draft petunjuk teknis untuk
unit kerja dalam peningkatan standar keuangan serta rekomendasi penetapan butir
standar baru kepada Rektor.

1. Wakil rektor bidang akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam

peningkatan standar keuangan.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar.

k. Rektor atas masukan wakil rektor bidang akademik menetapkan petunjuk teknis
untuk unit kerja dalam peningkatan standar keuangan.

1. Wakil rektor bidang akademik dan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal

—.

melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar keuangan ke seluruh unit-unit di
lingkungan IIBN.

m. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pada tahun
berikutnya.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal
Standar Keuangan:

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)
9)

Rektor

Wakil Rektor

Kepala Bidang/Biro

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)

Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Ketua Program Studi

Kepala UPT

Ketua Divisi Standar Mutu Internal

10) Ketua Tim Penyusunan standar keuangan

F. Catatan

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Untuk melakukan proses penetapan standar keuangan, dibutuhkan data hasil audit
capaian standar.

Manual ini juga berlaku untuk mengevaluasi standar keuangan yang diberlakukan di
IIBN.

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/template standar.

Untuk melakukan proses pelaksanaan standar keuangan, dibutuhkan data hasil audit
capaian pelaksanaan standar.

Untuk melakukan proses evaluasi standar keuangan, dibutuhkan data hasil audit
capaian pelaksanaan standar.

Untuk melakukan proses pengendalian standar keuangan, dibutuhkan data hasil
audit/evaluasi capaian standar.

Untuk melakukan proses peningkatan standar keuangan, dibutuhkan data hasil audit
capaian pengendalian standar keuangan.
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3.2.7 Manual SPMI Standar Sistem Informasi
A. Tujuan

1)

2)

3)

Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar sistem
informasi [IBN.

Memberi arahan bagi pimpinan dan sivitas akademika [IBN dalam menerapkan sistem
penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan
terhadap standar sistem informasi untuk menjamin kepuasan pelanggan.

Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat
memenuhi atau melampaui persyaratan standar sistem informasi.

B. Ruang lingkup

1))

2)

3)

4)

5)

Manual penetapan standar sistem informasi mencakup prosedur yang harus dipenuhi
dalam setiap menetapkan standar dan di setiap awal siklus penjaminan mutu yang akan
diberlakukan di IIBN.

Manual pelaksanaan standar sistem informasi mencakup prosedur yang harus dipenuhi
dalam setiap pelaksanaan standar sistem informasi yang akan diberlakukan di IIBN.
Manual evaluasi standar sistem informasi mencakup prosedur yang harus dipenuhi
dalam evaluasi capaian setiap butir standar dalam standar sistem informasi yang
diberlakukan di [IBN

Manual pengendalian standar sistem informasi mencakup prosedur yang harus
dipenuhi dalam setiap mengendalikan standar sistem informasi yang akan diberlakukan
di IIBN.

Manual peningkatan standar sistem informasi mencakup prosedur yang harus dipenuhi
dalam setiap proses peningkatan standar sistem informasi yang diberlakukan di IIBN.

C. Definisi Istilah

)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Manual Mutu SPMI adalah dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan
manajemen mutu yang isinya berdasarkan persyaratan standar

Manual penetapan standar sistem informasi adalah acuan dalam menetapkan standar
sistem informasi

Manual pelaksanaan standar sistem informasi adalah acuan dalam melaksanakan
standar sistem informasi

Manual evaluasi standar sistem informasi adalah acuan dalam melakukan evaluasi
pelaksanaan standar sistem informasi

Manual pengendalian standar sistem informasi adalah acuan dalam mengendalikan
standar sistem informasi.

Manual peningkatan standar sistem informasi adalah acuan dalam meningkatkan
standar sistem informasi

Standar sistem informasi adalah kriteria dalam pelaksanaan sistem informasi yang
berlaku di [IBN dalam pengelolaan seluruh aktivitasnya.
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D. Prosedur atau Langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar Sistem Informasi
1) Penetapan Standar Sistem Informasi

a.
b.

Rektor memutuskan pembentukan tim penyusun standar sistem informasi.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) membentuk tim penyusun standar
sistem informasi.

Rektor menetapkan tim penyusun standar sistem informasi.

Rektor atas usul ketua BPM menetapkan tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab
tim penyusun standar sistem informasi.

Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam sistem informasi oleh lembaga
sertifikasi nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

Tim merancang, menyusun, dan merumuskan draft standar sistem informasi yang
diusulkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam sistem informasi oleh lembaga
sertifikasi nasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di IIBN.

Tim melakukan rapat koordinasi atau diskusi untuk merumuskan dengan Rektor
terkait dan para koordinator program studi dalam mengkaji draft standar sistem
informasi yang diusulkan.

Tim akan finalisasi standar sistem informasi.

Tim menyerahkan standar sistem informasi kepada Rektor melalui ketua BPM.
Apabila ada revisi/perbaikan draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan
disampaikan kembali ke Rektor.

Rektor menetapkan standar sistem informasi melalui peraturan rektor dan
mensosialisasikan standar sistem informasi yang akan diberlakukan di IIBN.

2) Pelaksanaan Standar Sistem Informasi

a.

Program studi dan Institut menyusun dokumen terkait dalam melaksanakan setiap
butir dalam standar sistem informasi.

Program studi dan Institut menetapkan sasaran mutu dalam rangka melaksanakan
setiap butir dalam standar sistem informasi.

Ketua Program Studi menyampaikan kepada Rektor tentang sasaran mutu
pelaksanaan standar sistem informasi.

Program studi mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar sistem informasi
yang berlaku di IIBN.

Program studi membuat laporan capaian sasaran mutu dalam rangka pelaksanaan
setiap butir dalam standar sistem informasi secara berkala di setiap akhir semester
dan disampaikan kepada Rektor.

Rektor mendisposisi laporan capaian pelaksanaan standar sistem informasi dari
setiap Program Studi untuk dikaji oleh Badan Penjaminan Mutu Internal sebagai
bahan untuk melaksanakan Audit Internal.

3) Evaluasi Standar Sistem Informasi

a.

b.

Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melaksanakan pelatihan/penyegaran
auditor untuk dipersiapkan menjadi auditor di setiap program studi dan Institut.
Ketua BPMI melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor yang telah lulus
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4)

pelatihan.

Ketua BPMI atas persetujuan Rektor membentuk tim auditor untuk melakukan
audit pencapaian pelaksanaan standar sistem informasi di tingkat program studi dan
Institut.

Rektor menetapkan tim auditor pencapaian pelaksanaan standar sistem informasi
di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu (Auditor) mempelajari dokumen laporan pelaksanaan
standar sistem informasi setiap program studi dari Institut.

Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar sistem
informasi di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi (audit) pencapaian standar sistem
informasi di tingkat program Studi dan Institut.

Tim menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian standar sistem
informasi di tingkat program studi dan Institut.

Tim audit menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian standar sistem
informasi di tingkat program studi dan Institut.

Ketua BPMI mengkaji laporan tim hasil evaluasi pencapaian standar sistem
informasi di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu dan Tim audit finalisasi laporan audit pencapaian standar
sistem informasi di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyusun draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi
pencapaian standar sistem informasi di tingkat program studi dan Institut.

. Badan Penjaminan Mutu menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil

evaluasi pencapaian standar sistem informasi di tingkat program studi dan Institut
kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit
pencapaian standar sistem informasi tingkat program studi dan Institut.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar sistem
informasi di tingkat program studi dan Institut.

Pengendalian Standar Sistem Informasi

a.

Rektor memerintahkan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
membentuk tim pengendalian standar sistem informasi sebagai tindak lanjut
evaluasi standar sistem informasi.

Ketua BPMI membentuk dan mengusulkan tim pengendalian sistem informasi
kepada Rektor.

Rektor menetapkan Surat Keputusan tim pengendalian standar sistem informasi.
Rektor atas usul ketua BPMI menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab
tim pengendalian standar sistem informasi yang baru.

Tim melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir sistem informasi di
tingkat program studi dan Institut.

Tim mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan
belum dipenuhi.

Tim menyusun draft tindak lanjut butir standar yang sudah tercapai dan tinjauan
tingkat capaian untuk butir standar yang belum tercapai
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S)

Tim melakukan kajian untuk standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim menyusun rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk melakukan kajian
terkait butir standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim membuat laporan hasil pengendalian standar sistem informasi di tingkat
program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu Internal mempelajari laporan tim pengendalian standar
sistem informasi.

Badan Penjaminan Mutu Internal menyusun laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar sistem informasi.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal menyerahkan laporan dan draft
rekomendasi pengendalian standar sistem informasi kepada rektor.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar sistem informasi.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar sistem
informasi.

Peningkatan Standar Sistem Informasi

a.

—

Rektor memerintahkan Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji
peningkatan standar sistem informasi.

Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji peningkatan standar
sistem informasi.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan tim peningkatan standar
sistem informasi untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Rektor menerbitkan Surat Keputusan tim perumusan peningkatan standar sistem
informasi di IIBN.

Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut pengendalian standar
sistem informasi.

Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar
sistem informasi.

Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar sistem informasi baru
untuk butir standar yang telah terlampaui tingkat capaiannya.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan draft petunjuk teknis untuk
unit kerja dalam peningkatan standar sistem informasi serta rekomendasi penetapan
butir standar baru kepada Rektor.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam
peningkatan standar sistem informasi.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar.
Rektor atas masukan wakil rektor bidang akademik menetapkan petunjuk teknis
untuk unit kerja dalam peningkatan standar sistem informasi.

Wakil rektor bidang akademik dan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal
melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar sistem informasi ke seluruh unit-
unit di lingkungan IIBN.

. Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pada tahun

berikutnya.
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E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal
Standar Sistem Informasi:

3.2.8

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)
9)

Rektor

Wakil Rektor

Kepala Bidang/Biro

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)

Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Ketua Program Studi

Kepala UPT

Ketua Divisi Standar Mutu Internal

10) Ketua Tim Penyusunan standar sistem informasi

Catatan

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Untuk melakukan proses penetapan standar sistem informasi, dibutuhkan data hasil
audit capaian standar.

Manual ini juga berlaku untuk mengevaluasi standar sistem informasi yang
diberlakukan di IIBN.

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/template standar.

Untuk melakukan proses pelaksanaan standar sistem informasi, dibutuhkan data hasil
audit capaian pelaksanaan standar.

Untuk melakukan proses evaluasi standar sistem informasi, dibutuhkan data hasil audit
capaian pelaksanaan standar.

Untuk melakukan proses pengendalian standar sistem informasi, dibutuhkan data hasil
audit/evaluasi capaian standar.

Untuk melakukan proses peningkatan standar sistem informasi, dibutuhkan data hasil
audit capaian pengendalian standar sistem informasi.

Manual SPMI Standar Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L)
Tujuan

1))

2)

3)

Menyediakan panduan dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu yang meliputi
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar K3L IIBN.
Memberi arahan bagi pimpinan dan sivitas akademika I[IBN dalam menerapkan sistem
penjaminan mutu yang efektif dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan
terhadap standar K3L untuk menjamin kepuasan pelanggan.

Memelihara kesesuaian dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal yang dapat
memenuhi atau melampaui persyaratan standar K3L.

Ruang lingkup

1))

2)

Manual penetapan standar K3L (keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan)
mencakup prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap menetapkan standar dan di setiap
awal siklus penjaminan mutu yang akan diberlakukan di IIBN.

Manual pelaksanaan standar K3L mencakup prosedur yang harus dipenuhi dalam
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3)
4)

S)

1)

2)
3)
4)

5)
6)

setiap pelaksanaan standar K3L yang akan diberlakukan di IIBN.

Manual evaluasi standar K3L mencakup prosedur yang harus dipenuhi dalam evaluasi
capaian setiap butir standar dalam standar K3L yang diberlakukan di [IBN

Manual pengendalian standar K3L mencakup prosedur yang harus dipenuhi dalam
setiap mengendalikan standar K3L yang akan diberlakukan di IIBN.

Manual peningkatan standar K3L mencakup prosedur yang harus dipenuhi dalam
setiap proses peningkatan standar K3L yang diberlakukan di [IBN

. Definisi Istilah

Manual mutu SPMI adalah dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan
manajemen mutu yang isinya berdasarkan persyaratan standar

Manual penetapan standar K3L adalah acuan dalam menetapkan standar K3L

Manual pelaksanaan standar K3L adalah acuan dalam melaksanakan standar K3L
Manual evaluasi standar K3L adalah acuan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan
standar K3L

Manual pengendalian standar K3L adalah acuan dalam mengendalikan standar K3L.
Manual peningkatan standar K3L adalah acuan dalam meningkatkan standar
K3LStandar K3L adalah kriteria dalam seluruh pelaksanaan kegiatan yang menyangkut
tentang keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja di lingkungan IIBN.

. Prosedur atau Langkah-langkah dalam Siklus PPEPP Standar K3L

1)

Penetapan Standar K3L

a. Rektor memutuskan pembentukan tim penyusun standar keselamatan, kesehatan
kerja, dan lingkungan.

b. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) membentuk tim penyusun standar
keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan.

c. Rektor menetapkan tim penyusun standar keselamatan, kesehatan kerja, dan
lingkungan.

d. Rektor atas usul ketua BPM menetapkan tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab
tim penyusun standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan.

e. Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara
nasional dan standar yang diberlakukan dalam keselamatan, kesehatan kerja, dan
lingkungan oleh lembaga sertifikasi nasional serta peraturan-peraturan yang
berlaku di IIBN.

f.  Tim merancang, menyusun, dan merumuskan draft standar keselamatan, kesehatan
kerja, dan lingkungan yang diusulkan berdasarkan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku secara nasional dan standar yang diberlakukan dalam
keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan oleh lembaga sertifikasi nasional
serta peraturan-peraturan yang berlaku di I[IBN.

g. Tim melakukan rapat koordinasi atau diskusi untuk merumuskan dengan Rektor
terkait dan para koordinator program studi dalam mengkaji draft standar
keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan yang diusulkan.

h. Tim akan finalisasi standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan.
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1.

Tim menyerahkan standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan kepada
Rektor melalui ketua BPM.

Apabila ada revisi/perbaikan draft standar dikembalikan ke Tim untuk direvisi dan
disampaikan kembali ke Rektor.

Rektor menetapkan standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan melalui
peraturan rektor dan mensosialisasikan standar keselamatan, kesehatan kerja, dan
lingkungan yang akan diberlakukan di IIBN.

2) Pelakanaan Standar K3L

3)

a.

b.

Program studi dan Institut menyusun dokumen terkait dalam melaksanakan setiap
butir dalam standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan.

Program studi dan Institut menetapkan sasaran mutu dalam rangka melaksanakan
setiap butir dalam standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan.

Ketua Program Studi menyampaikan kepada Rektor tentang sasaran mutu
pelaksanaan standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan.

Program studi mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar keselamatan,
kesehatan kerja, dan lingkungan yang berlaku di IIBN.

Program studi membuat laporan capaian sasaran mutu dalam rangka pelaksanaan
setiap butir dalam standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan secara
berkala di setiap akhir semester dan disampaikan kepada Rektor.

Rektor mendisposisi laporan capaian pelaksanaan standar keselamatan, kesehatan
kerja, dan lingkungan dari setiap Program Studi untuk dikaji oleh Badan
Penjaminan Mutu Internal sebagai bahan untuk melaksanakan Audit Internal.

Evaluasi Standar K3L

a.

Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) melaksanakan pelatihan/penyegaran
auditor untuk dipersiapkan menjadi auditor di setiap program studi dan Institut.
Ketua BPMI melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor yang telah lulus
pelatihan.

Ketua BPMI atas persetujuan Rektor membentuk tim auditor untuk melakukan
audit pencapaian pelaksanaan standar keselamatan, kesehatan kerja, dan
lingkungan di tingkat program studi dan Institut.

Rektor menetapkan tim auditor pencapaian pelaksanaan standar keselamatan,
kesehatan kerja, dan lingkungan di tingkat program studi dan Institut.

Tim Penjaminan Mutu (Auditor) mempelajari dokumen laporan pelaksanaan
standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan setiap program studi dari
Institut.

Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar
keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan di tingkat program studi dan Institut.
Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi (audit) pencapaian standar keselamatan,
kesehatan kerja, dan lingkungan di tingkat program Studi dan Institut.

Tim menyusun rekomendasi hasil evaluasi (audit) pencapaian standar keselamatan,
kesehatan kerja, dan lingkungan di tingkat program studi dan Institut.
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4)

Tim audit menyusun laporan hasil evaluasi (audit) pencapaian standar keselamatan,
kesehatan kerja, dan lingkungan di tingkat program studi dan Institut.

Ketua BPMI mengkaji laporan tim hasil evaluasi pencapaian standar keselamatan,
kesehatan kerja, dan lingkungan di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu dan Tim audit finalisasi laporan audit pencapaian standar
keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan di tingkat program studi dan Institut.
Badan Penjaminan Mutu menyusun draft rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi
pencapaian standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan di tingkat
program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu menyerahkan draft rekomendasi tindak lanjut hasil
evaluasi pencapaian standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan di
tingkat program studi dan Institut kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil audit
pencapaian standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan tingkat program
studi dan Institut.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar
keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan di tingkat program studi dan Institut.

Pengendalian Standar K3L

a.

Rektor memerintahkan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
membentuk tim pengendalian standar keselamatan, kesehatan kerja, dan
lingkungan sebagai tindak lanjut evaluasi standar keselamatan, kesehatan kerja, dan
lingkungan.

Ketua BPMI membentuk dan mengusulkan tim pengendalian keselamatan,
kesehatan kerja, dan lingkungan kepada Rektor.

Rektor menetapkan Surat Keputusan tim pengendalian standar keselamatan,
kesehatan kerja, dan lingkungan.

Rektor atas usul ketua BPMI menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab
tim pengendalian standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan yang baru.
Tim melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir keselamatan,
kesehatan kerja, dan lingkungan di tingkat program studi dan Institut.

Tim mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan
belum dipenuhi.

Tim menyusun draft tindak lanjut butir standar yang sudah tercapai dan tinjauan
tingkat capaian untuk butir standar yang belum tercapai

Tim melakukan kajian untuk standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim menyusun rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk melakukan kajian
terkait butir standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.

Tim membuat laporan hasil pengendalian standar keselamatan, kesehatan kerja,
dan lingkungan di tingkat program studi dan Institut.

Badan Penjaminan Mutu Internal mempelajari laporan tim pengendalian standar
keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan.

Badan Penjaminan Mutu Internal menyusun laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan.
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m. Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal menyerahkan laporan dan draft

rekomendasi pengendalian standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan
kepada rektor.

Rektor dalam rapat pimpinan membahas laporan dan draft rekomendasi
pengendalian standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan.

Rektor menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar
keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan.

5) Peningkatan Standar K3L

a.

b.

—.

Rektor memerintahkan Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji
peningkatan standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan.

Badan Penjaminan Mutu Internal membentuk tim pengkaji peningkatan standar
keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan tim peningkatan standar
keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan untuk ditetapkan dalam Surat
Keputusan Rektor.

Rektor menerbitkan Surat Keputusan tim perumusan peningkatan standar
keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan di IIBN.

Tim mengkaji rekomendasi rektor tentang tindak lanjut pengendalian standar
keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan.

Tim membuat draft petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar
keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan.

Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar keselamatan, kesehatan
kerja, dan lingkungan baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkat
capaiannya.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal mengusulkan draft petunjuk teknis untuk
unit kerja dalam peningkatan standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan
serta rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Rektor.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam
peningkatan standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan.

Wakil rektor bidang akademik mengkaji rekomendasi penetapan butir standar.
Rektor atas masukan wakil rektor bidang akademik menetapkan petunjuk teknis
untuk unit kerja dalam peningkatan standar keselamatan, kesehatan kerja, dan
lingkungan.

Wakil rektor bidang akademik dan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal
melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar keselamatan, kesehatan kerja,
dan lingkungan ke seluruh unit-unit di lingkungan IIBN.

Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pada tahun
berikutnya.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan dan terlibat dalamManual K3L:
1) Rektor
2) Wakil Rektor
3) Kepala Bidang/Biro
4) Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)
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5)
6)
7)
8)
9)

Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Ketua Program Studi

Kepala UPT

Ketua Divisi Standar Mutu Internal

10) Ketua Tim Penyusunan standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan

1
2)
3)
4)
5)
6)

7)

. Catatan

Untuk melakukan proses penetapan standar keselamatan, kesehatan kerja, dan
lingkungan, dibutuhkan data hasil audit capaian standar.

Manual ini juga berlaku untuk mengevaluasi standar keselamatan, kesehatan kerja, dan
lingkungan yang diberlakukan di IIBN.

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
formulir/template standar.

Untuk melakukan proses pelaksanaan standar keselamatan, kesehatan kerja, dan
lingkungan, dibutuhkan data hasil audit capaian pelaksanaan standar.

Untuk melakukan proses evaluasi standar keselamatan, kesehatan kerja, dan
lingkungan, dibutuhkan data hasil audit capaian pelaksanaan standar.

Untuk melakukan proses pengendalian standar keselamatan, kesehatan kerja, dan
lingkungan, dibutuhkan data hasil audit/evaluasi capaian standar.

Untuk melakukan proses peningkatan standar keselamatan, kesehatan kerja, dan
lingkungan, dibutuhkan data hasil audit capaian pengendalian standar keselamatan,
kesehatan kerja, dan lingkungan.
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BAB IV
PENUTUP

Dokumen Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Teknologi dan
Bisnis Indobaru Nasional (IIBN) ini dibuat untuk dijadikan sebagai acuan dalam prosedur atau
langkah-langkah dalam siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan
(PPEPP). Selain itu, dokumen manual mutu SPMI IIBN ini dapat dijadikan panduan bagi
pengelola Institut, Program Studi, Unit Kerja, Para Dosen, Staf Tenaga Kependidikan, dan
Mahasiswa dalam upaya peningkatan standar yang digunakan dalam Tri Darma Perguruan Tinggi
di IIBN. Adapun saran, kritik, dan masukan dari semua pihak, kami harapkan sebagai evaluasi
dalam melakukan perbaikan dokumen Manual mutu SPMI IIBN ke depannya.
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